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ABSTRAK

Nama, : Ferdinandus Sehu

Program Studi ; Hukum Tata Nepars

Judul Tesis  : Analisis Hukum atas Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 testang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Penguiian konstitusionslitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tshun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimchonkan oich Iwan Pilieng,
Edy Cahyono, Nende Inasa Fadhilsh, Amrie Haldm, Perhimpunen Bentuan Hukum dan
Fiak Asasi Manusia, Alinnsi Jurnalis Independen, dan Lembega Bantusn Hukum Pers
telah diputuskan ofeh sembilan Hakim Mshkamah Konstitusi pada tengeal 5 Mei 2009,
bahwa Pasal 27 syst (3} Undaag-Usdapg No 11 whun 2008 fersehut adalsh
konstitusional, tidek bertentungan desgan Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tahun 1945, Apakah putusan Mahkamsh Konstitusi atay  penguiisn
konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3} Undang-Undang No 11 Tahun 20608 tenatang Informasi
dan Transaks? Blektronik bersesual dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Megara
Republik Indonesia tahun 19457

Penelitian inl merupakan penelitian hulmm doktrinal vang bersifal deskriptif,
oleh karena itu penelitian ini menggunakan metede pendekatan yuridis normatif vaity
pendekatan yang perhatian ntamanya adelah penpaturan norma secara yuridis dari objek
yang glar ditelitl,

Penelitian menunjekkan bahwa 1) pengaturan pidana pencemaran nama baik
secara elektropik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk pengaturan tersendiri (sui generis) dari
norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUJHP); 2) Konsep pemidanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik
yang dikualifikasi sobagai penghinasn atau pencemaran nama baik sehingga konsep akan
mengacn kepada KUMP namun ancaman pidanaannya lebih berat yakni merujuk pada
Fasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tabun 2068 tentang Informasi dan Transaksi
Blektronik; 3) Perbedaan ancaman pidana antars Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP dengan Undang-Undang No 11 Tehun 2008 tentang Informasi dan Transakst
Elektronik adalah waisr karepa distiibusi dan penyebaran informasi meladui media
elektronik refatif lebih cepat, berjangkanan huas, dan memiliki dampak yang massif; 4)
Pasal 27 ayst (37 UL ITE tidak bedeotangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada
ketentuan Pasal 28F UUD 1943: SiPutusan Mahkamah Konstitust yang menoisk
permohonan Pemohon adalsh fepet karena pada dasamys Pasal 27 ayat {3) Undang-
Undang Mo 11 Tehun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekirenik tdak
hertentangan dengen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya peradaban, manusia dikenal sebagai makhluk
sosial vang terbiasa untuk berinteraksi dan menimbulkan saling ketergantungan
antar mercka, Hubungan semacamt inl menjadi kebutuban yang berkelanjutan
sepanjang manusia tersebut hidup. Di dalam masyarakal, sesederbana apapun,
parz zaggote masyarakat selelu membutubkan hubungan satu sama laionya.
Hubungan ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antara anggota masyarakat
di kawasan tertenty saja, tetapi bahkan juga melampaui batasan-batasan wilayah
aniar negara.

Didorong oleh situasi yang bersifat saling ketergantungan tersebut, lahir
dan berkembangish teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi, melalni
media yang paling sktual yakni internet. Internet merupakan jaringan digiial yang
penggunaannys fclah meluas di dunia. Jaringan digital tersebut merupakan
simbol material embrio masyarakat global'. Internet membust dunia, seolah-olah

menjadi seperti hanya selebar daun kelor saj.' ? Secara teknis, internet

' Aky Rekar Muni, Oyber law Policies and Challenges, Singapore: Buttroronths Asie. 1998, hal 35
 Agus Ruburjo, “Mode] Hikrida Hukum Cyberspore™, (Disertasi Program Doldor Timu Hukem
Universitas Diponogoro, Bemarang, 2008}, hel. 4.
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menghubungkan lebih dari 25 ribu jaringan dari hampir seluruh negara di dunia’
Schingga tidak berlebiban kiranya bila dikatakan kita sedang menuju masyarakat
vang berbasis internet. Sebut saja dalam bidang perekonornian sckarang telah
dikenal E-commerce sebagai bentuk perdagangan yang memanfaatkan internet
sebagai medianya. Tidak beriebihan pula kiranya bila kits mengatakan internet
muncul sebagai sebuak teknolog! terapan untuk kehidupan sehari-huri dalatn era
weknologi informasl atan cyber space atau dunia maya * dewasa ini, karena
internet telah dapat diperoleh wntuk dizkses, hampir di setiap tempat di dunia ini.
Semua ity membawa masyarakat ke dalam suasana vang disebut coleh John
Naisbitt, Nana Naisbitt, dan Douglas Philips sebagal Zona Mabuk Teknologi’
Sedangkan pendapat yang tidak kalah mensengangkan dari Dimitri Mabayana,
adaleh bahwa internet mervpakan big bang kedua setelah oig bang pertama yaitu
material big bang rmemurut versi Stephen Hawking. Big bang kedua merupakan
fmowledge big bang atau lwdakan be'_sar pengetzhuan yang ditandai dengan
komunikasi elektromagnetoopis via satelit maupun kabel, didukung oleh
eksistensi jaringan telefoni vang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan
satelit yang sadang dan akan diluncurkan.®

Perkembangan ini membawa perubahun yang besar dan mendasar pada

tatanan sosial dan budaya pada skala global serte mengubah pengertian tentang

* Asri] Sitompul, Pengenalan Mengenai Mosainh Hukum di Cyberspece, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakg, 2001, hal. vii,

? Istital dunia maya {cyberspace) pertama kel diperkenalkan olgh William Gibson pada tahun
10B4, vuity “a fisuriztic somputer nenwark that people use by pludgging their minds e it atan
dapat diarlikan sebrgal suatu jaringen komputer wasn depan vang digunakan menusia dengan
menghubungkas pikirannya ke dalam jacingan tersebut”,

% John Naishitt, Nuna Naisbitt dan Douglas Philips, High Tech, High Touch, Pernarian Makna di
Tengah Perkembangan Pesat Febnologi, Bandung: Mizan, 2000, hal, 23-24.

® Dari Cambridge Menuju Kopenhagen, Seri Pererbitan Soins, Teknologi dan Mosyarakat, Edisi 1
fLenpzernye Rezim Newtos, April 2000, hal, &, :
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masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial, dan budaya.’ Interet juga
membawa kita pada dunia tanpa batas ruang dan waktu dan menembus batas
kedaulatan negara. Ungkapan I{enir:hi,E}_hmaa8 mengenai borderiess worldnya
menemui kenyataan di sini. Ini juga merupakan "smash the boundaries, tear
down the hierarchy ond dismantle the bureaucracy™, kata Jessica Lipnack dan
Jeffrey Stamps.”

Kecanggihan tcknologt digital membuat masyaraka! dapat dengan bebas
menggunakan, mengakses, mengititn selinh informasi dari dalam atau loar
wilayahnya. Akibainya sering ferjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak
yang tidak bertanppungjawab, Kejzhatan internet marak di mana-mana, tidak
hanya di Indonesia. Untuk ite dafam pelaksanaannya, penggunean teknologi
informasi harus fetap mengedepankan tanggungjawab, baik moral maupun
hukum, serta memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan publik.

Di sisi lain secara alamiah, manusia tidak mur;gkin dilepaskan dani bukum
yang tujuannya adalah menjapa eksistensinya, karena teknologi tanpa dibarengi
hukum tentu akan merusak tatanan kehidupan manusia ia sendiri. Sesuai dengan
perkembangan peradaban manusia, pemahaman dan pengembangan sistom
hukum ateupun konstruksi hukem yang dibangun adalah sesuai dengan dinamika

masyarakat it sendiri, ©°

? Jobin Maisbitt, Nana Naishbite dan Douglas Philips, Op. cit., hal. 57

* Ungkapar yang terkenal dari Kenichi Ohmae pada tahun 2005 lewat bukunya Fhe Next Global
Sragre adalah “A Borduriess, invizible, cyber-connected ™

? Jessiva Lipnack, Jeffrey Stamps, The Age of the Network, Orgunizing Principles for the 217
Centnry, New York: John Wiley & Sons, Ine, 1994, hal. 3.

¥ Edmon Makarim, Penganiar Hukum Tefematika, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal,
23,
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Internet telah mendunia sebagai suatu bentuk infragtruktur penyampal dan
penyebar informasi. Sehingga pengpunaan internet harus memperhatikan aspek
privacy, accuracy, property, dan accessibility. Arus infermas\ik yang terjadi di
internet merupakan privacy dan properiy dari pikiak pengelola atau penyedia dan
pihak pengguna sistem informasi atau internet. Jadi keseimbangan kedoanya
harus selalu dijaga dengan baik, dengan katz lain harus dijaga antara kepentingan
pribadi dengan kepentingan vmum. Sedangkan dua aspek berikutnya, yaitu
accuracy dan aceessibility dapat dikaitkan dexagan fakta yang diberikan sebagﬁi
informasi tersebut memang benar adanya dan tidak mengada-ada.!! Sehingga bila
teriadi manipuiasi informasi dari data yang sebenaroyva, maka penyedia informasi
dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dan kepeniingan pengguna dapat
terlindungi,?

Dengan keberadaan yang demikian jm, Internet mempunyai potensi yang
besar untuk menjadi tempat berlangsungrya suatu tindak pelangparan atau
kejahatan yang memerivkan langkah-langkah yang konkrit untuk mengeiasi
masalah tersebut.™ Dalam hal ini, diperfukan negara yang menctapkan bahwa
unsur-unsur yang dibuat hares bersifat komprehensif§ untuk dapat meniawab
semua taniangan yang ferbentang.

Sebagaimana hukum koenvensional, aspek hukum pada internet juga
terdiri dari dua wilayah hukum, yaitu hukum perdata dan pidana. Pada hukom
privat atau perdata terdapat pelangparan yang menyangkut ancaman ferhadap

suatu hak pribadi atau rahasia, hak kekayaan intelektual, pencemaran nama baik,

W 1bid, hat, 42,
12 Abu Baker Munir. Loc.ci hal 35
Y Agus Raharfo, Low of hal 34
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dan menyangkut juga pemungutan pajak nasional. Sedangkan di bidang hukum
pidana terdapat hal-hal yang menjadi perhatian seperti keamanan terhadap sistem
Jaringan, penerobosan akses tanpa izin, ketidaksenonohan yang berkaitan dengan
pornografi dan rasisme, hingga kejahatan-kejahatan konvensional yang dilakukan
dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti pencurian lewat karty
kredit (carding) dan penipuan (fraud), penyebaran kebencian berupa fitnah atau
ancaman.'*

Dengan demikian kejahatan pada dunia maya atau tindak pidana teknologi
informasi atau kejahatan internet dapat disimpulkan pada 2 (dua) kategori, yaitu
pertama, menggunakan jaringan komputer sebagai alat atau sarana dan kedua,
menjadikan jaringan komputer sebagai target atau sasaran kejahatan. Meski
diakui bahwa kejahatan di dunia maya cukup sulit untuk dibuktikan karena
karakteristik internet yang rumit seperti terdapatnya anonimitas penggunanya.
Namun, hal ini tidak menyebabkan internet tidak dapat diatur oleh instrumen
hukum yang ditujukan khusus terhadapnya.'®

Kegiatan di dunia internet meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan
sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, terhadap
kegiatan di cyber space, tidak dapat lagi dikualifikasi dengan menggunakan pola-
pola hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika
cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari
jerat hukum. Kegiatan di cyber space adalah kegiatan virtual yang berdampak

sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Oleh sebab itu pelakunya

1 Ibid, hal.46
15 Abu Bakar Munir. Loc.cit, hal.34
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harus dikualifikasikan pula sebagal orang vang telah melakukan perbuatan
hukum secara nyata.

Secara internasional terdapat beberapa instrumen hukum yang telah
mengatur toknologt informasi, UNCIZRAL (United Nations Comnissions on
Internationad Trade Law) merupzkan salah satu organisasi interpasional vang
pertama kali mulal membabas mengenal perkembangan teknologi informasi dan
dampaknya terhadap pemiagean elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa Model/
Low, yang sifataya tidak mengikat, namun menjadi acuan atag model bagi
negara-nepara unk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam bukum
nasiomal. Selain itn WT0 (World Trade Organizationi, APEC {dsia Pacific
Economic Cooperativn), dan CECD (Organization on Economic Cooperation
and Drevelppment) juga mengatur mengenat teknologi informasi dalam ruang
lingkup dan instrumen hukum masing-masing. '® Namup instrumen hukum
internagional yang mengatur mengenal kejahatan internet yang saat ini paling
mendapat perhatian adalah Convertion an Cybercrime 2001 yang digagas oleh
Uni Eropa. Pada gwalnya Kornvensi ini dibuat oleh organisasi regional yaitu Uni
Eropa, namun memberiken kemungkinan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh
negara manapun di dunla yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi
kejahatan dunia maya.” '

Sebagai salab satu sumber hukum internasional yang berupa perjanjian

internasional, konvensi ini berbentuk Jaw-making treaties, yaitu pegianiian yang

' Ahmud M. Ramli, Pager Gunvng, Indra Apriadi, Memdgy Kepastion Hukum i Bidang:
Iformazi dun Transohs? Elekwronik, Departemeon Komunikesi dan Informetika Republik
Indonesia, 2007, hal. 6%,

" 1bid | hal. 78,
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berisikan prinsip-prinsip dan kefentuan-ketentuan yang berlaku secamm umum
maupun secara khusus.® Dalam hal ini berisikan prinsip-psinsip dan kelentuan-
ketentuan yang berlaku khz{gkzﬁzs dalam kegiatan di dunia Infernet. Konvensi ini
dibuat tentanya dengan suafu é.%asan dan tujuan khusus. Terulama mengingat
keberadaan dan arti penting internet dewasa ini, sebagaimana yang ieish
dijabarkan sebelumnya dalam tulisan mi. Selanjutnya terdapat kewajiban nogara-
negara untuk meratifikasinva ke dalam hukum pasiosslnys masing-masing,
Kewajibazz_ inf terutama bagi negara-negara peserfa konvensi. Sehapaimana y#zzg
dikemukakan Prof. Charles Rousseau'”: alors gue le droit inierne est un droit de
subordination le dr'm‘: interngtional se presente comme un droit de coordination,
yang berarti bifa hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukom
internasional adafah hukum koordinasi® Artinya peran negara untuk mematuhi
dan meratifikasi konvensi tersebut sangat diperlukan untuk menjamin
pelaksanaan dari konvensi tersebut.

i Indonesia sendiri tanpé terasa dalam kurun waktu 10 (sepuiuh) tahun
terakhir, internet telah berkembang sedemikian pesatnya. Indikasi terschut dapat
kita lihat dengan tersedianya berbagai operator yang melayani kencks’i"iiiztemet,

mareknys. tempat-tempat vang menyediakan jasa penyewasn koneksi imomet,

* Boor Mouns, Hukum huernasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dolam Frq Dinamita
{Hobel Bandung: PY. Alomei, 2005, h. 3.
¥ pakur Hukum Internasional Universié de Paris — Sorboase,
24 3.
bid k3
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hingga hal-hal kecil seperti informasi mengenai sesuatu hal yang memanfaatkan
internet sebagai medianya, baik melalui situs maupun ewmail #'

Saat ini pemerintah dan bangsa Indonesia terus berupays memanfaatkan
teknologi informasi secara optimal,® dan berdasarkan Stats Web Worlldwide
pada tahun 2008 pendoduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 25§
juta atau sekitar 10 dari total penduduk Tndonesia (245,45 juta jiwa)?® namun
kerpgian-kerugian yang ditimbuikan oleh pelaku eybererime di Indonesia telah
menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara kain dalam transaksi bisnis secara
online. Korban eybercrime yang dilakukan oleh pelaku dari Indonesia tersebar di
berbagai benua mulad dari Asia termasuk di Indonesia sendiri, Austratia, Bropa
sampal Amerika dan mencapal  kerugian --untok carding atau credit card froud
saja~ lebih darl Rp. 11.6 Milyar,® serta termasuk  tertinggi kedua di dunia
setelah Ukraina.

Muncul dan meningkatayva ecybercrime tidak hanyas menjadi masakh
nasional suatu negara fetapi juga monjadi masalah astar negara dan bahkan
internasional. Hal ini borkaitan dengan karakteristik dard cybercrime yang bersifat
transnasionsl. Cybercrime dapat dilakukan di belahan duniz manepun dengan

korban potensial yang sangat loas di berhagai belahan dunia lainnya.

* Bitus Internet biase dikenal denpan istilah www amian World Wide Web. E-mail atan suret
clektronik merapakan salah satu fesilitas Inlemnet untek fungsi sursl menyural, yang dapat df
akaes dalam wakiu yang singkst

# Menurut Budi Rehardjo, belum opiimalnys pemanfastan teknologi informasi di lndonesia
disebabiun beberapa hal ,yaitu : kuseng femsgdisnyn Infesinuktur telekomunikasi, personal
komptter (PC) di indonosia masih rendeh, 5ialay confery vang berbohasa Indonesia masih
langka. Lihat Agus Rahario, Loc.eit. ke, 26.27.

» Sfa{s—-ﬁ"eb Warkfmdeg Trends and Statistics © tw Webs richest gowrce, dalsm
B/ o ats/wek ide, diakses pada 12 Mei 2009,

27e T Brata Mandala, ?’:?:dak Pidana Tehnvlogi Informasi  {oyberorime) dan Strawegi
Penonggulangannya, Makalsh, Jakarta, 2003, hal, 243,
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Karakteristik lainnya yang berkaitan dengan sifat transnasional dari
cybercrime adalah penggunaan teknologi tinggi dan pelaku yang mempunyai
keahlian (skill) di bidang teknologi, sehingga mempunyai dampak terhadap upaya
penegakan hukumnya. Penggunaan teknologi tinggi dalam cybercrime
menjadikan kecepatan kejahatan ini berlipat ganda sehingga menyulitkan dalam
penegakan hukumnya. Dengan skill yang dimilikinya pelaku cybercrime dapat
melakukan kejahatan dalam waktu yang relatif singkat tanpa dibatasi ruang dan
waktu, Bahkan pelaku dapat menghapus jejak yang ditinggalkan sehingga sulit
untuk dilacak. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki
kemampuan dan keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar
dapat melacak kejahatannya dan menemukan pelakunya. Disamping itu juga
diperlukar: sarana dan prasarana teknologi tinggi untuk menunjang Kinerja
penegak hukum. Keterlambatan penanganan cybercrime yang disebabkan tidak
tersedianya sarana prasarana atau aparat penegak hukum yang mempunyai
keahlian di bidang teknologi informasi akan memustahilkan terungkapnya
cybercrime.

Ketidakmampuan suatu negara untuk melacak dan
mengungkapcybercrime pada akhimya akan mempengaruhi penegakan hukum di
negara lain, termasuk nepara-negara maju yang memiliki kemampuan relatif
tinggi baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Hal ini berkaitan
dengan adanya prinsip double criminality untuk penegakan hukum terhadap
kejahatan transnasional.

Masalah lain yang akan dihadapi dalam penegakan hukum terhadap

pelaku cybercrime adalah berkaitan dengan jurisdiksi, terutama mengenai ruang
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berlakunya hukum pidans menurut tempat (Jurisdiksi teritorial). Luas dan
tersebarnya potensi lacus delict; dalam kejahatan yang tergolong cybercrime akan
menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip jurisdiksi atau terjadi konflik
jurisdiksi®® Menurat Debra L. Shinder cybercrime cases, more than most others,
aften imeolve complex jurisdictional issues that can present both legal and
practical obstacle (o prosecution™. Oleh karena itu upaya penegakan hukum
terhadap pelaku ¢ybercrime tidak hanya menjadi perhatian nasional saja tetapi
juga regional dan interpasional.”’

Dengan meminjam pendapst Howard Jones mengensi perkembangan
kejahatan ekonomi yang menyatakan bahwa kemajuan ekenomi itu sendiri
merupakan biang dari perkembangan 1";ejahatazzq,z‘g maka pesatnya kemajuan di
bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah dan akan terus dicapai
manusia juga akan selalu ditkuti dengan perkembangan kejabatan-kejahatan baru
di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sepertl evbererime. Oleh Karena
itn pemanfaatan feknologi informast dan kemunikasi harus disertai dengan upaya
mengantisipasi imbulinya cybercrime tersebut,

Berdasarkan pengertian, batasan, atau kategorisasi cybercrime, ruang
lingkup perbuatan-perbuatan yang termasuk cybererime relatif lsas mencakup

kejahatan-kejahatan baru terhadap sisters komputer dan bentulc-bentuk bara

%5 2% Arayad Sanusi, Hukem dan Teknologi bnfermasi, Jokars: Tha Kemas Buku, 2605, hal 6

* Debra L. Shinder, Scene of the Cybercrime, Computer Forensic Handbook, Syngress
Publishing, Rockiand, MA, 2002, ha, 626,
* KMRT Roy Suryo, Pemanfaatan IT dun Impiikesinya lerhadap Cybersrime, Makalsh Seminar,
Jakarm, 9 Desernber 2003,

# sudarto, Hikum Pidann den Perkembangan Musyarahs:, Kajian terkadep Pembaharuan
Frukum Pidana, Sinar Baru, Baodung, 1983, hal. 32,
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kejahatan tradisional yang beradaptasi dengan menggunaeken sistem komputer,
termasuk  kejahatan offfine vang dilakuksn atau difasilitast komputer, seperti
cyberierrorism dan  money laundering. Dengan demikian kejahatan yang
ditujukan terhadép komputer, jaringan komputer atau internet, dan kejahatan
yang dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer dapat
dikategorikan schagai cybercrime. Berkaitan dengan hal ini, tidak dapat dibindari
adanya perbedean pandangan mengenal terminologi, batasan, atau kategorisasi
cybercrime ™

Hingga saat ini pemerintah dan bangsa Indonesia tengah berwpaya
memanfaatkan teknologl informasi secara optimal,® dan berdasarken Stors Web
Worlldwide pada tahun 2008 penduduk Indenesia yang menggunskan internet
hanya 25 juta atan sekitar 10 % dari total penduduk Indonesia (237,5 juta jiwa).!
Meski demikian, kengian-kerupian yang ditimbulkan oleb pelaku cybercrime di
Indonesia felah menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara lain dalam
wansaksi bisnis secara onfine. Korban oybercrime vang dilakukan oleh pelaku
dari Indonesia fersebar di berbagai benua mulai dari Asia termasuk df Indonesia

sendiri, Australia, Eropa sampal Amertka dan mencapal  kerugian -aunfuk

* Organised Crime & Law Enforcement in Europe, Loc.cit. hal, 24-25

3 Merurut Budi Rahardip, bolum optimaluya pemanfaatan teknologi informasi df Indonssia
disebabkan beberapa hal ,yaitu : lwrang tersedianya infrastruldur telekomunikesi, personal
komputer {PCY & Indonesis masih rendudy, I8l atou conrenr yang berbahasa Indonesta masih
langka. Agus Raburjo, Cvbererime, Pemahomuen dan Upaye Pencegatun Kefahaan Herehnologi,
(Chra Aditya Bakd, Bandung, 20607, hal. 26-27.

3 Statc-Web Worldwide, Tremds ond Swiistics © the Webs richest sewrce, dulam
hitn /7 click. com/siatiweb worldwide, 12 Mad 2000
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carding atau credit card fraud saja— lebih dari Rp. 11,6 Milyar, ™ serta termasuk
tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina ™

- Sama seperti negara lain di dunia, Indonesia juga memiliki masalah dalam

menghadapi kejahatan Intemet yang angkanya terus menunjukan peningkatan.
Hasil survei 4AC Nielser menunjukkan, Indonesia menempati posisi keenam
terbesar di dunia ataw keempat di Asia dalam kejahatan Internet™ pada tahun
2007, Tindakan carding, hacking, cracking, phising, bhooting, viruses,
cybersguating, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi
destruktif (cara pembuatan dan penggunasn bom) telah menjadi bagian dari
akiifitas perbuatan pelaku kejakatan Internct di dunia, termasuk Indonesia>

Dikaitkan dengan Convention on Cvbercrime 2001, Indonesia termasuk
negara yang cukup tertinggal dan terlambat dalam bereaksi, Produk hukum yang
mengatur mengenai teknologi informasi seperti internet masih belum memadai
dibanding angka pernmbukéa dan perkembangan dari fcknologi informasi itu
sendiri.

Walaupun terkesan terfambat, namun akhiraya hal itu dijawab pemerintah
melalui Departemen Komunikasi dan Informatika dengan menerbitkan sebuah
undang-undang yang mengetur mengenal ams informest dan transaksi yang
dilakukan melalui berbagai media efekironik, termasuk internet, yaitu Undang-

unidang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE}

2 E. Brain Mandala, Tindak Pidknn Teknologi Informeasi {ovbercrime) don Sirategi
Penongguiangannys, Mekatah, Jakarts, 2003, hal. 2-3,

Y KMRT Roy Surye, Pemanfagian T dan Implikosinye perhadap Cybercrime, Makalsh
Seminar, Jakaria, 3 Basember 2003,
* Terminolog lain yang digunakan berkailan dengen kejshatan yang dilakuken dengan Kemputsr
antara lain : comprfer crime, computar related crime, inferpet crime.
% Ahmad M. Ramii, Pager Gunung, lndra Apriadi, Op. ciz, bal. 3.

Universitas Indonesis

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



13

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hokum &1 bidang
informasi dan transaksi elekironik. Artinya, untok hal-hal yang dapat merugikan
kepentingan seseorang ataupun institusi telah diatur keberadaannya, dengan
mendefinisiken jenis media yang dipergunakan, jenis perbuatan yang dilakukan,
dampak dari perbuatan tersebut dan sanksi yang dapat dikenakan stas perbuatan
tersebut >

LU ITE yang terdiri atas 13 Bab dan 54 Pasal memiliki cakupan materi
yang cukup luas, di antarzm-ya adalah : extrateritorial jurisdiction, asas netral
teknologi, pengakuan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti
yang szh, pengakuan atas tands fangan elektromik, penvelenggara sertifikasi
elektronik {eertification authorithy), nama domain, perlindungan hak pribadi, dan
perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidana vang mengatur ikhwal illegal
conten”’t atau indecent materigl, illegal access®™, illegal interception™, data

nterference’™, system interference, misuse of device™, computer reloted fraud &

Forgery™.

8 Cahyana Ahmadjatadi, Direltur Jenders! Aplikast Telematika, wasvencars puda acars Public
Comer di MetroTv, 11 Margt 2008,

* Hegal Contert winlah ketentuan yang mengabur larang menyebarluaskan Konten ~konten yang
berientengan dengan hubum, sepertt  pornografi, perjudian, pencemuran namg baik, penghinaan,
ancamar, dil. Hlegel content terdapat dalam Pasal 27, Pesal 28, dan Pasal 29 Undeng-tndang No
11 Tahun 2008 tentang Informast den Transaksi Blekiraniic

** Retertuan iHegal acces terdspat dalam Pasal 30 syat (1), ayat {2) dsn ayst (3) Undang-Undang
Neo 11 Tehon 2008 tentang Informas] dan Tranuekst Blekbronik.

** Ketentuan mengensd ifegal inferseption terdapat dalam Pasal 31 Undung-Undeng Ne 1]
Tahun 2008 fentang Informasi dan Transaksi Blakironik,

4 Ketentuan mengenni data infterference terdapat delam Pasal 32 Undang.Undang No 11 Tahan
2058 tentang Informast dan Transaksi Elektrontk

1 Ketentuan mengenai sysfem interferenve terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undeng No 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“2 Ketentuan mengenal misuse of device atay penyalahunann perangkat terdapat dalam Pasal 34
Undsng-{ndang No 11 Tahun 2008 fentsng Informasi dan Trensaksi Elektronik

“ Ketentuan mengenal computer related fraud & forgary terdapat dolom Pasol 35 Undeng-
Undang No 1} Tshun 2008 wotang Informas! dan Trenssksi Eleldronik
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Luasnya cakupan materi yang diatur UU ITE tak ayal menghaditken pro
dan kontra di tengah masyarakat. Segera sefelah U ITE ditctapkan Dewan
Perwakitlan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 dan diwartakan kepac{gi 'publik,
muncul beragam pendapat atas UL ITE, Pihak yang pro atau mendukung UU ITE
memberikan apresiasi kepada Pemerintah ¢q Depkominfo atas hadimya UU ITE
vang meniadi oyber Iow pertama di Indonesia. Sementara beberapa pthak vang
kontra, selalu menjadikan Hak Asasi Manusia sebagal argumen untuk mesolak
kehadiran UTY ITE. Dewan Pers, salah satu pihak yang kontra, menyatakan
hahwa UL ITE berpotensi mengancam kebebasan pers karena adanya ketentuan
larangau penyebariuas informasi clektronik yang bermuatan pencemaran nama
baik dan SARA™

Sepuluh Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung delam Aliansi
Nasional Reformasi Hukum Telematika Indor-lesia mengeliarkan pernyataan
sikap bersama yang menyaiakan bzhwa UU ITE mengancam kemerdekaan
berpendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia dengan dasar Pasal 28F
UUD 19435, Sclain itu, beberapa pihak izin menolak intervensi pemerintah dalam
mengatur informasi bermuatan “melanggar kesusilaan™. Pro dan kontra UU ITE
juga merembet ke dalam diskursus blocking atau pemblokiran atas beberapa
situs-situs pornoprafi dan film Fitna yasg berujung pada kerjasama sinergis

Pemerintah Indonesia dengan Google sobagat pemilik situs Youtube.”

I Pasal 27 nyat (3) dan Pasal 28 ayat (%) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infornrasi
dan Transeksi Blekironik
“ www voutsbe com, sebuch situs untuk seling berbegi videe milik Google.
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Pada tanggal 25 Movember 2008, Narliswandi Pilliang sebagai pribadi
dalam kapasitasnya sebagai Jurnalis® yang khawatir bahwa keberbadaan UU ITE
sebapal sustu ancamesn terhadap dirinya terkait dengan keberasdaan tulisannys
yang dimuat  di W,;} restalic info, megajpkan permohonan  penguiian
konstitusionalitas Paml 27 Ayat (3} UU ITE ke Mahkamah Konstitust.

Pasal 27 ayat {3y UU ITE vyang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya berbunyi sebagai beriket,

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribustkan dan/atau

mentransinisikan  danfatay membuat  dapat  diaksesnya  Informasi

Elektronik danfatac  Dokumen Elektronik yang memiliki muafan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. "

Secara stngkat, intisari permohonan judicial review Iwan Piliang adalah
sebagai berikut, Pada tanggal 18 Juni 2008, Iwan Piliang melalul internct telah
mamuat suaty fulisan dengan ndul “Hoyek Tabuik Adaro dan Dan Soekanto®
pada website hitp://presstalk dnfo/info/detall pho?no=131, yang pada salab satu
paragraf tulisan tersebut menyebutkan antara lain :

“PAN meminta uang Rp 2 iriliun kepada Adaro, agar di DPFR tidak

dilzkukan hak angket mepoghammbat IPO Adaro. Bahkan Alvien Lig,

Anggota DPR dari PAN, datang ke kantor Adaro menemul Teddy P.

Rahmat, Menuvot sumber saya ite, Alvin pun meminta vang rmulai dari Rp

6 Miliar, terakhir Rp | Miliar untuk dirinya....”™

Setelah mengetahul adanya tulisan tersebut, Alvin Lie yang merasa nama

baiknya dicemarkan melaporkan Iwan Piliang kepada Polisi. Terkait kasus itu

maka sebagai salah satu upaya mencari perlindungan hukum Iwan Piliang

# 1.ebih tepatnya disebut sebagal citizen journalist, yailu sebutan bagi warga masyarskal biusa
yang menndis laporan levaknys seperti laporan jurnabis,

* Pasal 27 myat (3) Undang-Undang No 11 Tabun 2008 tentang Informesi dun Transaks!
Elekironik

** htpHorsialk nfofinfoddeiailohn?no=131, dlakses pada tanggal 11 Mel 2000
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mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 27 ayat (3) UU
1TE dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) unfuk membatalkan pasal 27 ayat
(2) UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik tersebut. Permohonan Iwan
Piliang dicatat dalam registrasi perkara Nomor S0/PUU-VI/2008.

Dalam permchonan fersebuf, Iwan Pillang menyampaikan dalil-dalif
bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah pasal karet yang dapat disalahgunakan
oleh penguasa untuk memberangus kebebasan pers dan oleh karena itu Pasal 27
Ayat (3) UU ITE dianggap inkonstitusional karena melanggar Pasal 28 ayat (1),
Pasal 28A, Pasal 28C avat {1) dan (2), dan Pasal 28E ayat {2} dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya
disebut U NRI Tahun 1945. Oleh karenanya Iwan Piliang memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3)
UU ITE dinyatakan tidak memilik! kekvatan hukum mengikat,*

Menurut Iwan Piliang, munusas Pasal 27 ayst {3) UU ITE dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum (rechisonzekerheid) karena amat rentan pada
tafsic apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran mervpakan kritik
atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut secara
konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu
saat dapat menghambat upaya komunikast dan perolehan informasi, yang dijamin
Pasal 28F UUD 1945, Masih menurut fwan Piliang, rumusan pasal 27 ayat (3)
UU 1TE tersebut juga sangat bertenfangan dengan semangat demokrasi yang saat

ini meletakan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, terbukti dengan

¥ www.mahkamalkonstitusi.go.id, disksss pads tanggal 11 Mei 2009
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dikeluarkanmya Undang-Undang Nomor 14 Talun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

%givm juga Mahkamah Konstitusi melakukan sidang atas permohonan
Twan Pilian-g untuk menguil konstitusionalitas Pasal 27 ayat (37 UU ITE, pada
tanggal 5 Janwari 2009, Panitera Mahkamah Konstitusi kembali menerima
permohonan pengujian koustitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UL ITE tehadap UUD
NRI Tahun 1945, Kali ini permohonan diajukan oleh Edy Cahyono, Nenda Inasa
Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia, (PBHI}, Aliansi Jomalis Independen (AJD), dan Lembaga Bantuan
Hukum Pers {LBH Pers). Permohonsn keensm Pemohon ini masuk dalam
registrasi Perkara Nomor 2/FPUU-VII/2009.

Edt Cahyono dkk beragumen bahwa Para Pasal 27 ayat (3) UU ITE
bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar prinsip-prinsip
kedaulatan ralcyat, Pasal 27 ayat {3) UU ITE jugas dinilal melanggar asas fex cerfa
dan kepastian hukum, Pasal 27 ayat (3} UU ITE sangat berpotensi
disalahpunakan, berpotensi melangpar kebebasan berekspresi, dan berpendapat,
Menurut Eddy Cahyono dkk, keberadaan Pasal 27 ayat (3) DU ITE mempunyai
efek jangka panjang yang menakutkan, Qleh karena itu, Eddy Cahyono dkk
meminta hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat
{31 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasat | ayat (2), Pasal 1
ayat {3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1} dan ayat {2}, Pasal 28D
ayst (1}, Pasal 28E ayat {2} dan ayat {3}, Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat {13 UUD

1943,
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Mabhkamah Konstitusi diberi wewenang untuk melakukan pengujian
uwndang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam
Pasal 24C ayat {1} yang bczhn;gi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir -yang putusannya hersifat final untuk menguyji
undang-undang terhadap Undang Undang Desar” Mengenai kewenangan
penguiian ini selanjuinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi dirnuat dalam Baglan Kedelapan Pasal 50 sampat
dengan Pasal 60.%°

Setelah melaui dua kali sidang pleno yang dilaksanakan pada tanggal 22
Januari 2009 dan 12 Februari 2009 untuk mendengarkan keterangan Pemohon,
Keterangan Pemerintah, Saksi Pemohon, Saksi Pemerintah, Keterangan Al dard
Pemohon dan Keterangan Ahli dari Pemerintah serta Keterangtan DPR, maka
pada fanggal 5 Mei 2009, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan
putusan afas kedua permohonan pengujian konstitusionalifas Pasal 27 ayat (3}
UU ITE tersebut. |

Terhadap permohonan pertama yang diajukan ofeh Iwan Piliang, sembilan
Flakim Konstiusi yaitu Moh. Mahfud MDD, sebagai Ketua merangkap Anguols,
bersama delapan Hakim Konstitusi yang fsin yakni Abdul Mukthie Fadjar, M.
Arsyad Sanusi, Maruarar Siahasn, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki,
Mubammad Alim, M, Akil Mochtar, dan Harjono, mengadili, menyatakan

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ™

3% Prof. Dr. H.M. Laita Marzuki, $.54. Berjalan-Jalon df Renah Hukum, Koostitugi Press, Jakarts,
2005, hal. 84,
51 Mahkamak Konstitsi, Pufusoy Mahkamah Konstitusi Nosop S0/PUU-VE2008, 5 Mei 2008
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Sementara untuk permohonan kedus yang dizjukan oleh Edy Csahyono
dikk, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemchon tidak dapat
diterima. Terhadap permohonan kedua ini, Hakim Konstitusi berpmdiriag_m
berlaku prinsip »e bis in idem’™, Hakim Konstitusi menimbang bahwa dengan |
pertimbangan hukum yang sama dengan permochonan Nomor S6/PUU-VI2008,
yang tolah diputus teriebih dahulu karena merupakan permohonan yang
diregistrasi lebih awal, oleh karena pasal, ayat, dan substansi Undang-Undang
yang diuji adalah sama, maka secara mutafis muiaidis pertimbangan hukam dan
amar putusan vang telah termust dalam Putusan Nemor SO/PUU-VI2008
bertanggal 5 Mei 2009, meniadi pertimbangan hukum dan amar puiusan yang
juga berlaku untuk PYerkara Nomor 2/PUU-VII200339, Oleh karenanya,
sekiranya Mahkamah akan menilai materi permohonannya, maka Mahkamah
Konstitusi  akan  memutus  permohonan  tersebut  menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 60
Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi™ maka
permohonan tersebut harus dinyatakan tidsk dapat diterima ™’

Cleh karena ito, berangkat dari berbagal uvraian di atas Penolis ingin
membahas parspekiif hukum atas permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal
27 Ayai (3) Undang-Undang Nomor {1 tabun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

% Pringip me bis inr idesr aSinya satu Xesus yang sudah berkekualan hukum fstsp, tidak bise
digjukan kembabi.

* Pasal 60 Undang-Undsng No 24 tahun 2003 tentang Mahkamsh Konstitusl: Terhadap materi
muglan ayat, pasal, dan/elan bagian delam undanp-undang yang seleh digi, Gdek depat
dimahonkan peaguiian kembali,

** Mahkamah Konstitsi, Loc.off.

Universitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



20

Indonesia Tahun 1945 dengan judul Analisis BHakan: atas Pengujian
Konstitusionalitas Pasal 27 Ayaf (3) Undang-Undanyg Nomor 11 Tahun 2008

tentang Yuformasi dan Transaksi Elekironik.

1.2, Pokok Permasalahan

Berdasarkan judu! yang telah dikemukakan sebelumnys, maka Pepulis
mengemukakan beberaps pokok permasalahan yang akan dibshas dalam
penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekironik mengatur tentang pencemaran nama baik di Internet?

2. Apaksh pengaturan pencersaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3) Undang-
Vadang Mamor 11 Tahun 2008 entang Informasi dan Transaksi Elektronik
berteontangan {fegengesteld) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19457

3. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian koastitusionalitas Pasal
27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik bersestai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 19457

1.3, Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian pokok permassiahan yang ielah dikemukakan, maka
tujuan vang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk menjawab permasalahan

scbagai berikut,
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1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 testang Informasi dan
Transaksi Elekironik dalam mengalur tentang pencemaramnema baik di
internet.

2. Pengujian konstitusionalitas pengaturan pencemaran nama baik pada Undang~
Undang Nomor 11 Tahen 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat
(3} Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informast dan Transaksi

Elekironik.

1.4.Metode Penelitian
1.4.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pepelitian hukum dokirinal yang bersifat
deskriptif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif yaitu yaitu pendekatan yang perhatian utamanya adalah pengaturan

norma secara yuridis dari objek yvang akan diteliti.

14.2. Jenis Data vang Digunakan
Sehubungan dengan pendekatan yang akan dilekukan yaite metode
pendekatan yuridis normatif maka jenis data yanga akan digusakan adalah dalam
penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum
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Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi,

b. Bahan hukem sekunder, yaitu buku-buku yang membahas mengensi hukum
intemnet, hukum ;:eiematika dan buku-buku lainnya yang membahas hal terkait
dengan obiek penulisan. Tulisan-tulisan, baik makalah maupun artikel, yang
membahas mengenal hukum Internct yang tersedia & beberapa situs internet.

¢. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunfuk maopun
perjelasan terhadap bahan hukure primer dan baban hukum sekunder yang

berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.”

1.4.3. Metode Pesgumpulan Data

Data-data sekunder tersebut diperoleh dengan cara melakukan studi
kepustakaan. Data sekunder farsebut diclsh dengan cara mengutip, menyadur
tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, karya ilmiah maupun petaturan

perundang-undangan.

1.4.4. Metode Analisis Data

Datz sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisa sccara deskriptif,
Dalam hal ini, hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan skan
dianalisis dan dikajl kemudian disistematiskan menfadi analisis yang disusun

dalam bentuk laporan penelitian hukum.

** Soerionc Sockanto dan Sri Mamudji, Penefitian Hukum Normatif, Suata Tinjawan Singkal,
Iskarian: Rajawali Press, 2003, hal. 29
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4

Analisis dafa ‘da:zgarz mengpunakan teknik analisis deskriptif vang
bertuiuan untuk mengumpulkan fakta disertai dengan penafeiran date, data vang
diperoleh akan diolah secara kualitatif yang berasal dari studi kggus’iakaazz dan
dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, antuk ;salanjumya

disajikan dalam bentuk deskriptif guna mendapatkan simpulan,

1.8, Definisi Operasional

Penelitian inl secara garis besar akan menggunakan konsep dan
peagertian vang berhubungan teknologi informasi yang terdiri dari tindak pidana
kejahatan dunia maya atau penyalehgunaan terhadap teknologi komputer,

informasi dan komunikasi yang dalam hal ini adalah jaringan Internet,

1.5.1. Teknologi Informasi

Kamus Oxford mendefinisikan teknologi sebhagai “the scientific study and
use of applied sciences™ Definisi tersebut menjelaskan teknologl sebagal
pembelzjaran dan penerapan atay penggunaan ifmu pengetahuan.™

Sedangkan informasi berasal dari bahasa asing, yaitu informartion yang
memiliki kata dasar inform dan secara leksikal mempunyai arti fo give form or
characier to atau o give, imbug or inspive with something specific guality or

choracter”’

# Ouford, Advanced Eearner’s Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford Unbversity Press,
1995), hal. 1226.

3 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2003),
hal, 29,
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Maka bila kitea merangkumnya dapat kifa temukan babwa teknologi
informasi adalah suatu bentuk eksplorasi  ilmu  pengetshuan  yang
mempergunakan informasi sebagal komoditas wtamanya. Definisi yang lebib
pasti diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut “Teknologi Informasi
adalzh suatu teknik vrtuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumksan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi® **

1.5.2. Internet

Pada intinva interngt meropakan jaringan komputer yang terhubung satu
sama iain melalui media komunikast, seperii kabel telepon, serat optik, satelit
maupun gelombang frekvensi™ Bila kita simpulkan Internet merupakan suatu
sistem informasi dalam sebzza_ﬁ jaringan komputer, baik lukal maupun mencekup
ares yang luas. Disediakan, digunakan dan dapat bersifat terbuka atau tertutep

bagi peblik untuk dapat diakses®®

1.58.3. Cyber low
Secara akademis, terminclogi eyberimw tampalmya belum menjadi
terminologi yang sepenubnya dapat diterima, Hal ini terbukii dengan masih

beragamnya terminologi yang digunakan untuk tujuan yang sama seperti The

% Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tesng Informasi dan Transaks] Elektronik.
* Apus Reharfe, Loc.cit, hal 55,
" Internet jugs biasa dikenal dengan istilzh oyberspace, dunia siber, rugng siber, dunis mays.
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Law of The Internet, Law and The Information Superhighway, Information
Technology Law, The Law of Information, dan lain sebagainya.®!

Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati
atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Sampai
saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyberlaw,
misalnya, Hukum Siber, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan
Hukum Telematika. *> Dengan demikian maka cyberlaw dapat didefinisikan
sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang

muncul akibat dari pemanfaatan Internet.

1.5.4. Kejahatan Infernet (Cybercrime)
Menurut United Nations Manual on the Prevention and Control of
Computer-Related Crime, Cybercrime adalah:®®
Aktifitas yang termasuk dalam kejahatan dunia maya termasuk kejahatan
tradisional seperti penipuan dan pemalsuan serta kejahatan lain yang
spesifik dunia maya seperti sabotase komputer/jaringan, akses ilegal
terhadap komputer, dan penggandaan ilegal dari software.
Convention on Cybercrime 2001 membagi kejahatan Internet menjadi

beberapa kategori yang diatur pada chapter II section | Substantive Criminal

Law, yaitu:

8 M Arsyad Sanusi. Loc..cif. hel. 76

%2 Berasal dari istilah Perancis, vaitu felematique. Berkembanpg menjadi istilah fefematics, yang
merupakan singkatan dari kata felecommunication and informatics sebagal wujud dari perpaduan
konsep computing and communication. Istilah ini juga dikenel sebagai the new hybrid technology
yang lahir karena perkembangan teknologi digital saat ini.

% Tersedia di http//www.ifs.univie.ac.at/~pr2pal/rev4344.html (5 Desember 1999}, hal. 7.
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1. Offences Against the Confidentidiity, Integrity and Availobility of
Computer Data and Systems (Kejahatan terhadap Kerahasiaan,
Integritas dan Ketersediaan Data dan Sistem Kompater)

2. Computer-related Offences (Kejahatan vyang Terkait dengan
Komputer)

3. Contentrelated Offerices {Kejahatan yang Terkait dengan Muatan
yang Tersedia)

4. Offences Related to Infringements of Copyright and Related rights

(Kejahatan yang Terkait dengan Hak kekayaan Intelektual)®,

1.6, Sistematika Peaulisan
Untuk memudahkan dan penyusunan dan penulisan semua informasi yang
telah dikumpulkan, maka fesis ini dibagi menjadi bagian-bagian uratan yang

disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Babl : Pendahuluan
Dalam Bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang
dibuatnya penulisan tesis, pokok, tujuan peneclitian, metode penelitian,

kaiian teori, dan sigtematika pembahasan,

84 M Arsyad Sanusi, Gpeit, hal, 95

Driversitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



27

Bab IX : Tinjavan Uniam Undang&]ndané Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalarn Bab ini divraikan secara terperinei mengenai sejarah lahir, cakupan
materi, perbuatan dilarang dan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakst Elektronik.

Bab HI : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang
Nemor 11 Tabun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik.
Dizlam Bab ini akan digambarkan proses pengujian konstisionalitas Pasal
27 ayat {3) Undang-Undang Nomor 11 Tahen 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dari deskripsi para Pemchon dan Legal Sianding-
nya, dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon, tanggapan Pemerintah,

tanggapan DPR, hingga Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab IV @ Analisis Hukum Penguojian Konstitusionalitas Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trausaksi
Elektronik.
Pada Bab mi akan dimuat snalisis dan kajien hukum atas pengujian
konstitisionalitas Pasal 27 Avat (3} Undang-undang Ne.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Blektronik.

Bab V : Simpulan dan Saran
Dalam bab inl akan diberikan simpuian serta saran dari pemikiran penulis

atas segala hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
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BABII
TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2.1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang yang saat ini dikenal dengan Undang-Undang No 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai dirancang oleh
pemerintah sejak Maret 2003. Ketika itu, Kementrian Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).%® Semula RUU ini dinamakan RUU
Informasi, Komunikasi dan Transaksi Elektronik (IKTE) yang disusun oleh
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan fim dari
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan tim asistensi dari Institut Teknologi
Bandung, serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) Universitas
Indonesia.

Menurut catatan Departemen Komunikasi dan Informatika, pada tanggal

14 Januari 2003, Sekretariat Kabinet mengundang instansi terkait yaitu

% Cahyana Ahmadjayadi ed. 2008, Buku Panduan Memahami UU ITE, Jekarta: Departemen
Komunikesi dan Informatika, hal. 11
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Kementerian Komunikasi dan Informasi, Departemen Perhubungan, Departemen
Perindustrian dan  Perdagangan untuk melakukan rapat koordinasi guna
membahas kedus RUU yakni RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU
Informasi Elektronik dan  Transakst Blektronik. Rapat memmotuskan agar kedua
RUAJ diselaraskan menjadi satu RUU saja, sesuai arahan Presiden, serfa
menunjuk  Kemenferian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator
penyelarasan RUU tersebut.®

Kementrian Kominfs diberikan waktu 1 {satr) bulan oleh Sckretariat
Kabinet untuk menyelesaikan penyelesaian kedua RUU menjadi satu RULL
Penyelerasan dimaksudkan untuk menampung aspirasi  komunitas ICT dan
masyarakat (ermasuk pelako vssha yvang memanfaatkan teknologi informasi.
Pada tanggal 14 Janvari 2003, Kementerian Kominfo mengadakan rapat internal
dengan mengundang pihake-pihak terkait, yaitu Universitas Diponegore dan
Universitas Indonesia, sebagai konsultan yang difugaskan oleh Departeroen
Perhubungan dan Depariemen Perindustrian dan Perdagangan untuk menyiapkan
Naskah Akademis RUU Pemanfaatan Tekaologi Informast (RUYU PITD das RUL
Infomasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE).

Sclanjutnya pada tanggal 22 sampai dengan 24 Januari 2003, dan tanggal
30 Januari 2003, Kementerian Koniinfo menyelenggarakan rapat-rapat mntuk
menysiaraskan kedua RUU tersebut. Rapat melibatkan unsur-unsur Kementerian
Kominfo, Deparieme Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan,

Universitas Diponegoro, dan Universitas Indonesia,

% thid, hal.12
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Pada tangpal 13 Februari 2003, Kementerian Kominfo melakukan
pertentuan dengan Komunites ICT 7 untuk mensosialisasikan RUU ITE {hasil
penyelarasan Tim Kecil), sekaligus untuk memperoleh masukan tambahan dalam
rangka penyempurnaan RUU ITE oleh Panitia antar departemnen. Pada tanggal 14
Februari 2003, Kementerian Kominfo menyampakan RUU ITE  yang masih
bersifat rancangan sementars  kepada  Wasekab., Selanjutmya Panitia
Amtardepartemen yang telah ditetapkan denpae surat keputusan Menteri
Kominfo, melakukan pembahasan secara komprehensif, serta memfinalkan RUU
ITE, dimana judul RUU dinbah menjadi RUU fentang Informasi dan Transaksi
Blektronik (RUU ITE), Melalui suraf Menteri Komunikasi dan Informasi,
tertanggal 19 Jull 2003, hasil penyelarasan panitia antardep ielah disampaikan
kepada Presiden,

Pada tangga! 1 September 2003, Sekretariat Kabinet mengundang instansi
dan asosiai lerkait { Dep. Perhubungan, Dep. Perindag, Dep. Kehakiman dan
HAM, Dep. Dalam Negeri, Dep, Kevangan, Dep Komunikasi dan Informasi),
MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia } dan FTH (Federasi Teknologi
Informasi Indonesia} untuk rapat datam rangka pembafatan konsepsi RUU ITE.

Dalam rapat terschut disepakati bshwa terdapat beberapa elemen dari
RUU ITE vang perlu disempurnakan lagi. Untuk itu, Kementerian Komunikasi
dan Informasi (Kominfo) ditugaskan melakvkan penyempurmnasn RUU tersebut,
Pada tanggal 8 September 2003 Kementerian Kominfo mengadakan rapat

melibatkan unsur-unsur Dep, Perhubungan, Dep. Perindag, Dep. Kehakiman dan

10T information and Consmunieation Technofogy yang diterjemsbkan ko Bahase Indonesis
menjadi Teknologi Informasi dan Komaunikasi (TT®}
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HAM, untuk menyempumakan RUU tersebut sesuai dengan hasil rapat
pembahasan tanggal 1 September 2003 di Sekretariat Kabinet®.

- Oleh karena RUU tersebut amat dinantikan oleh masyarakat, maka
Pemerintah terus mengupayakan agar RUU ITE ini dapat dibahas dengan Dewan
Perwakilan Rakyat RI dalam tahun 2003. Upaya tersebut juga memperoleh
dukungan dari Sekretariat Kabinet. Untuk mempercepat proses pembahasan RUU
tersebut di DPR RI, maka naskah RUU ITE yang telah disempurnakan harus
memperoleh paraf persetujuan dari Menteri Perhubungan, menteri Perindustrian
dan Perdagangan, serta menteri Kehakiman dan HAM. Pada tanggal 18

September 2003, Menteri Komunikasi dan Informasi *°

mengirimkan surat
permintaan paraf persetujuan kepada ketiga menteri tersebut.

Pada tanggal 2 September 2004, RUU ITE telah disampaikan kepada
DPR melalui Amanat Presiden (AMPRES) No: R.24/PU/IX/2004. Sampai
kemudian dikembalikan kepada Pemerintah (Kominfo). Seiring dengan
kebijakan DPR, bahwa RUU Inisiatif Pemerintah dikembalikan kepada
Pemerintah.Seiring dengan pengembalian naskah RUU ITE dari DPR ke
Pemerintah, maka amanat UndangUndang No. 10 Tahun 2004, bahwa sebelum
RUU dikirim ke pressiden untuk diteruskan ke DPR maka perlo
diharmonisasikan melalui rapat Interdep di Departemen Hukum dan HAM. Rapat
tersebut telah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2005. Pada tanggal 14 Juni 2005,

RUU tersebut telah selesai diharmonisasikan dan Draft Final tersebut telah

dikirim ke Presiden pada tanggal 2 Agustus 2005 dengan surat

** bid, hal. 14
% Nomenklatur awal Deparlemen Komunikasi dan Informatika adalah Kementrian Negara
Komunikasi dan Informasi.
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No0.236/M/KOMINFO /8/2005 dengan tembusan ke Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Sekretaris Negara dan Sekretariat Kabinet.

Setelah Departemen Komunikasi dan Informati}fa terbentuk, pembahasan
RUU ITE kembali digulirkan. Melalui surat Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono No. R/70/Pres/9/2005, naskah RUU ITE disampaikan ke DPR RI.
Sebagati tindak lanjutnya, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE.
Pansus RUU ITE DPR RI tersebut beranggotakan 50 orang dari 10 Fraksi di DPR
RI. Bersamaan dengan itu, Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan
Informatika membentuk “Tim Antar Departemen Dalam Rangka Pembahasan
RUU ITE Antara Pemerintah dan DPR RI”. ™

Pembahasan DIM RUU ITE antara Pansus UU ITE DPR RI dengan
Pemerintah (Tim Antar Departemen Pembahasan RUU ITE) mulai dilaksanakan
pada 24 Januari 2007 di Ruang Komisi I DPR. Pembahasan dilakukan sekali-
dalam seminggu sesuai undangan DPR. Pada pembahasan RUU ITE tahap
Pansus, sesuai ketentuan, Pemerintah diwakili oleh Menteri Komunikasi dan
Informatika atau Menteri Hukum dan HAM serta didampingi anggota Tim Antar
Departemen Pembahasan RUU ITE. Rapat Pansus yang dilaksanakan sejak 24
Januari hingga 6 Juni 2007, dilakukan sebanyak 17 kali dan berhasil membahas
seluruh DIM.

Setelah Pansus, pembahasan dilakukan pada tahap Panitia Kerja (Panja),
berlangsung mulai 29 Juni 2007 sampai 31 Januari 2008, dengan jumlah rapat

sebanyak 23 kali. Selesai Rapat Panja, pembahasan dilanjutkan pada tahap Tim

0 Ibid, hal. 6
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Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin} yang berlangsung sejak 13
Februari sampal 13 Maret 2008 dengan jumish rapat sebanyak 5 kali. Tahap
selanjutnya setelah Rapat Pansus, Panja, dan Timus-Timsin dilalui, digeleg Rapat
Pleno Pansus RUU [TE dilakukan sntuk pengambilan keputusan tingkat pertama
terhadap naskah akhir RUU ITE. Ini dilangsungkan pada 18 Maret 2008, dan
hasilnya menyetujui RUU ITE dibawa ke penpambilan keputusan tingkat 11,

Pada Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 25 Maret 2008, 10 Fraksi sepakat
menyetujui RULN ITE  ditetapkan menjadi Undang-Undang untuk sclanjutnya
dikirim ke Presiden untuk ditandatangani. Pada tanggal 21 April 2008, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan menjadi Undang-Undang No 11 Tshun 2008 tentang

Informasi dan Transaski Elektronik.”

2.2.Cakupan Materi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tenfang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Untuk melihat secara singkat cakupan pengaturan Undang-Undang No 1]
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat dari
struktur ULF ITE, yaits: Bab [ memuoeat ketentuan umum, antara [ain mermuat
definisi, teknologi inforrasst, informast elektronik, dokumen elektronik, transakst
clekironik, tanda tangan elektronik, sistem elektronik, penvelenggara sistem
eiekironik. Bab II mengelengabkan asas dan fmjuan UU ITE.  Tuojusn

pembentukan UU ITE tercermin dori Pasal 4 UUTTE, vaitu untuke

73 fbid, kal7
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1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia;

2. mengembangkan, perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab;

5. dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”™

Bab IIl memuat ketentuan mengenai informasi elektronik, dokumen
elektronik dan tanda tangan elektronik. Bab IV mengatur Penyelengpara
Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V Transakst Elektronik, Bab
VI memuat pengaturan ikhwal Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak
Pribadi, Bab VII  Perbuatan yang Dilarang, Bab VIII mengetengahkan
Penyelesaian Sengketa, Bab IX memuat peran Pemerintah dan Peran Masyarakat,
Bab X mengatur penyidikan, Bab XI Ketentuan Pidana, Bab XII mengatur
Ketentuan Penutﬁp.

Ada banyak kalangan yang menilai bahwa cakupan materi Undang-
Undang No 11 Tahyn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekironik sangat
luas. Menurut Digen Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan
Informatika, cakupan cyberlaw luas, karena meliputi transaksi elektronik, alat
bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, intelectual property, termasuk tindak
pidananya”.

Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan menyatukan materi-

materi tersebut dalam satu undang-undang. Pertama, penyatuan ini menghemat

72 pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
™ Cahyana Ahmadjayadi ed. ,O0p.cit.hal.21
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waktu karena jika tiap materi diatur dalam undang-undang sendiri, akan
membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas di DPR. Kedua, tim dapat melihat
keseluruhan materi secara holistik dan mengatur agar keterkaitan materi-materi
tersebut secara komprehensif,

Salah satu keunikan tindak pidana siber adalah bahwa satu tindak pidana
yang dilakukan di satu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara
lain. Ketika hal ini terjadi, permasalahan mengenai yurisdiksi yang dapat
melakukan law enforcement terhadap tindak pidana tersebut. Tiap negara
memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya.

Oleh karena itu sanpat penting bagi aparat penegak hukum untuk
melakukan kerja sama (mutual assistance) dengan aparat penegak hukum negara
lain dalam mengungkap satu tindak pidana. Kepentingan tersebut harus
dijustifikasi dengan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.”

Salah satu keunikan yang dimiliki Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa UU ITE menganut asas
extra territorial jurisdiction. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 UU ITE, yang
menyatakan:

UU ITE berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum

sebagaimana diatur di dalam UU ITE ini, baik yang berada di wilayah

hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

™ Ibid, hal. 23
3 Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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Para penyusun Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik memilih untuk mengacu model yang bersifat komprehensif.
Artinya materi muatan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup hal
yang luas disesuaikan denpan kebutuban szat ini. Oleh karena sifainya yang
komprehensif, maka dalam undang-undang tersebut tercakup banyak aspek
hukum, vaite aspek hukum perdata materiil, hukum pidana meteriil, hukum acara
pordata, hukum scara pidana, dan hukum pembuktian. Dengan kata Iain, yang
dipilih bukan model pengaturan yang berpilak pada pemilahan materi hulum
secara ketat sehingga regulasi yang dibuat menjadi bersifat sangat sempit dan

spesifik pada sektor tertentu saja.

2.3, Jenis-jenis Kejahatan Infernet Menurut Usndang-undang Nemor 11
tahun 2808 tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik

Pengertian ksjchatan dunia maya atau cybercrime "Menwat MaT
{Memorie van Toelichiing) dikatekan bahwa Kkejahatan (misdrijven} adalah
“rechtsdeticter”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun iidak ditentulan
dalam undang-undang, sebagai perbuaian pidana, telah dirasakan sebagai onreciy,
sebagal perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum”.”® Dunia mayz dapat
disamakan dengan internet’’ yaitu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer
yang menghubungkan situs akademik seperti situs Universitas Indonesia™, situs
pemerintahan {electronic government), pelayanan iransaksi elektronik melahu

ATM  (electronic barking), KkKomersial (perildanan), organisasi, maupun

8 Moeliatno, 2000, Asus-asas Hukum Pidano, Rineka Cipia |, Jakete, Hal. 71
*¥ {mernet adaleh kepeadekan dari inter-network yang artinya antar jaringan
2 Alamat situs Universitas Indonesia adatah weav.uisc.id
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perorangan. “Dunia maya (cyberspace) dapat dideskripsikan sebagai suatu
“ruang/dunia” non fisik yang didalamnya terjadi komunikasi-komunikasi
elektronik dan tersimpan data-data digital didalam sebuah\sj_s‘tem komputer atau
jaringannya”.” Melalui ruang dunia maya ini, kesepakatan-kesepakatan bisnis
dapat dilakukan secara instan dari selurzh peniuru duﬁia, tanpa perlu lagi pena,
kertas, dan bahkan tidak perlu lagi bertatap muka langsung. Bahkan, kini terjadi
transaksi perdagangan secara elektronik yang sering disebut e-commerce®® yang
menggunakan kartu kredit dan kartu debit untuk menggantikan mata vang.
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dibuktikan juga dengan
banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknya juga
penyalahgunaan Internet itu sendiri. 8! Kenyataan ini sangat kontras dengan
ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi khususnya
dalamn lingkup informasi dan transaksi elektronik. Dengan keberadaan UU ITE,
satu persatu kejahatan Intermet yang telah terjadi di Indonesia mulai
diidentifikasikan dan diatur keberadaannya. Kejahatan-kejahatan Internet tersebut
dalam pengaturannya oleh UU ITE disebut sebagai Perbuatan Yang Dilarang dan
diatur pada Bab VII UU ITE dari pasal 27 sampai dengan pasal 37. Sementara
itu, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan
kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Bab VIL

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bersanksi pidana itu merupakan tindak-

™ M.Arsyad Sanusi, 2005, Hukum dan Teknologi Informasi, Tim KemasBuku, hal. 102

% E.commerce adalah kependekan dari electronic commerce, yang arlinya transaski perdagangan
lewat internet

®1 Petrus Reinhard Golose, Op.cit, hal. 6
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tindak pidana komputer Indonesia. Berikut Tindak-Tindak pidana komputer yang

diatur oleh UU ITE adalah sebagai berikut

231, Pornografi Online
Larangan melskukan perbuatan yang bermuatan melanggar kesusilaan
diatur dalam Pasal 27 ayat (1} dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 453
ayat (1),
Pasal 27 ayat (1) menentukan:
Setiap QOrang dengan sengaja dan fanpa hak mendistibusikan dan/atau
menfransmisikan  dan/atay membuat dapat  disksesnya Informasi

Flektronik 2 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melangear kesustiaan,

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (1) ditentukan
dalara Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi
(1) Setiap Orang yang memenuhi unser sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1}, ayat {2}, avat {3}, atau ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama & (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rpl.000.600.000,00 (satu miliar rupiah).

¥ Informasl Blektrontk adalah sstu atau sekumpulan dats elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, pambar, peta, rancangan, folo, elecirenic data interchange (EDI,
sursd elekironik (elecironic mail), telegram, teleks, fefecopy atau sejenisnysa, huruf, tands, angka,
Kode Alses, simbol, ateu perforasi vang tetuh diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya. (Pasal | ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 ientang
Informasi dan Transaksi Elektronik).

¥ Dokumen Elektronik adalah seliap Informasi Elcktronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analeg, digital, elektromapnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapai dilihat, ditamnpilksn, dan/atau didenpar melelui Komputer aigu Sistem Elektranik,
termesnk stap! tidak fterbstes pada ulisan, suara, gambar, peta, rencangan, folo ataw sejenisnya,
hurut, tanda, angks, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atav dapat
dipahami oleh orang yang mami memahaminya. (Pasal 1 avat 4 Undang-undang Nomer 11
tehun 2008 isntang Informasi dan Transsksi Elektronik).
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Aetus reus®® dari tindak pidana Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1
adalah mendistribusikan, mentransmisikan, dan/stau membuat dapat diskses,
Sementara mens red” dari tindak pidana tersebut adalzh “dengan sengaja”. Objek
dari actus reus tindak pidapa tersebut adalah “Informasi Elekironik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki mustan yang melanggar kesusilaan”,

Kata tanpa hak dalam Pasal 27 ayat (1} digunakan pula dalam berbagai
pasal dalam UU ITE. Kata “fanpa hakPmerupaksn teriemahan dari kate “withouwt
righ?’ vang digunakan dalem cyber fenv  di berbagai negara yang berbahass
Inggris, UU ITE tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai apa yang
dimaksud “tanpa hak™ Sayangnya Convention Cyber Crime tidak pula
memberikan keteranpan apa vang dimaksudkan dengan “withowut right™. *

Ancaman pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat {1) hanya
ditujukan Kkepads pihzk yvang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atag
membaut dapat diakasesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan pihak yang menerima
distribusi atau transmisi dan pihak yang mengakses Informasi Elektronik dan/ztau
Dokomen Hiektronik vang memiliki mustan vang melanggar kesusilaan fidak

dipidana dengan pasal-pasal tersebut. Pasal 52 ayat (1)* mengancambkan sanksi

¥4 detus reus adalah conduct atau perilaku yeng dapat berupa “melakukan perbuatan erienfu yang
dilarang oleh undang-undang” atan “commission” atsu “acl” atau berupa “berdism diri™ atau
“tidak melakuken perbuatan yang diwalibkan eleh hukum™ atay “omission”. {Lihat Sutan Remy
3;3}4:2&21\5,, Pedanggungiawsban Qidara Karporast, Orafitl Fers, Jekerta, 2006,

¥ Mens rea adalab sikap kalbu atan unsur kesalshan dari sualy tindak pldane tertente, (Libat
Suten Remy Syajdeini, Periangpongiawaban Oidana Korporasi, Grafit Pers, Jakaria, 2086

¥ Kundungan arti “tanpa hak® bila dikeitkan dengao ndak pidana komputer sdalah “tasps
memiliki kowensagan™ alau “ianps mempercich ixin™

* Undang-Undang Mo {1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Blekroni Pasal 52 (1)@
Pralam taf tisdak pidanz sehagaimens dimeksud dalem Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan
ataw ekaploitasi seksoal terhadap anak dikenakan pemberatan sepertigs dar pidana pokok.
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pidana yang lebih berat apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalsm Pasal
27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau ekspolitasi seksual terhadap anak.

.
2.3.2. Perindian online

Larangan melakukan perjudian dengan menggunakan sigtem elektronik
atau dilakukan secara onfime® diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan
diancam sanksi pidana berdasrkan Pasat 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaia dan tanpa hak mendistribusikan dan/ztau
meniransmisikan dan/staun  membuat dapat disksesnva  Informasi
Elckironik das/aten Dokumen Flektronik yamg memiliki mustan
perjudian.

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat {2)
ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1)". Actus reus dari tindak pidana Pasal 27 ayat
(2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah: mendistribusikan, dan/atan
mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diskses. Dengan demikian vang dapat
dituntut berdasarkan Pasal 27 ayat {2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE hanva
penyelenggara pengelola perjudian onlive, sedangken penjudinya tidak dipidana
Mens rea dari tindak pidanz tersebut adalah “dengan sengaja”™, Objek dari acsus
reus tindak pidananya adalah “Informasi Elekfropik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

* Perjudian ofine febih dikemal dengan isillah s-gombling slau online gambling,

* Pasal 45 ayat (1} UU ITE berbunyi 1 Seliap Orang yang memenuhi unsor sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 27 aym (13, ayal £2), ayat (3}, stauayat (4} dipidana dengan pidens penfara
paling loms 6 {enam) tzhen dufaisy denda paling banyek Rpl.000.000.000.00 {setu miliwr
mpizh},
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2.3.3. Penghinaan dan/atan Fencemaran Nama Baik

Larangan melakukan penghinaan dan/pencemaran nama baik dengen
menggunak sistem elekironik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi
pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUITE. |

Pasal 27 ayat {3) berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atay  membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atan Dokumen Rlektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Aricaman pidana terhadap pelake yang melanggar Pasal 27 ayat (3)
ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1)%°. Actus reus dari tindak pidana Pasal 27 ayat
(3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah: mendistribusikan, dan/atau
mentransmisikan, dasfatan membuat dapat diakses. Menurut  Prof. Dr.Sutan
Remy Syahdeini, SH, dalam dunia intemet atau cyber space, tindak pidans yang
diatur dalam Pasal 27 ayai (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah “Cyber

Stalking”™

2.3.4. Pemerasan dap/atau Pengancaman
Paranpan melakukan perbuatan momeras dan/atau mengancam dengan
menggunakan sistem komputer diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dan diancam sanksi

pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

# Pasel 45 eyat (1) UL} FTE berbunyi ©  Seiiap Owrang vang memenuhi unsur schapaimana
dimaksad dajam Pasal 27 ayat (1), avat (2}, ayst (3), sisuayat {4} dipidana deygan pidana peniara
paling lams 6 (enam {ghun dan/atau denda paling banysk Rpl.000.000.000,00 (ssm miljar
rupiah).

" Prof. Dr.Sutan Remy Syahdeinl, Kejahatan don Tindak Pidana Komputer, Jakarta: Pusteka
{Mtuma Grafii, 20009, hal. 233
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Pasal 27 ayat 4 berbunyi:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan  danfatau membuat dapat diaksesnya Informasi
Blektronik dan/atsus Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
peraerasan dan/atay pengancaman,

Ancaman pidana ferhadep pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (&)
ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE®. Actus reus dari tindak pidana Pasal
27 ayat (3) jo Pasal 435 ayat (1) UU ITE adalah: mendistribusikan, dan/atau
mentransmisikan, danfatan membuat dapat diakses.

U ITE fidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pemerasan
dan/atan pengancaman, Namun menurut Prof. Dr.Sutan Remy Syahdeini, SH,
yang dimaksudkan dengan “ pemerasan” adalah “black mail” dalam bahasa
Inggris. Sementara yang dimaksudkan dengan “pengancaman” adalah
menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. Ancaman haru mengandung janii
bahwa orang vang menvampaikan ancaman itu ekan melakukan sesuatu yang
tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhwatirken bagi orang vang menerima
ancaman apabila sesvatuy yang dilnginkan oleb orang vang menyampaikan
ancaman terschut fidak dipenuhi oleh pihak vang menerima ancaman.” Bila

difbungkan dengan Pasal 20 UU ITE™ yang secara khusus mengatur mengenai

“ancaman kekerasan®, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4} ind

#2 Pasal 45 ayns (1) UL ITE berbunyi ©  Sefiap Orang yang memenuhi unsur sehagaimana
dimaksud datam Pasat 27 ayat (13, eyat {2), eyat (3), etavayet (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 {enam) w@hun denfaisu denda paling banyak Rp1.000.000.000,60 (satu miliar
rupiah).

Prof. Dr.Sulen Remy Syahdeini, Kejohatan dan Tindak Pidana Kemputer, Jakarta: Puastaka Uta
ma Grafit, 20009, hal. 234

% pasal 29 UU ITE berbunyi ¢ * Sefiep Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimksn
Informasi Blekironik danfatan Dokumen Elekdromb vang berist ancaman kekerasan atav menakud-
pakuti yang ddujukes secara pribad?”
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adalah ancaman yang bokan berupa ancaman kekerasan. Artinya janji pengancam
vang terkandung dalam sncamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan”

terhadap pihak yang diancam.

2.3.5. Penvebaran Berita Bohong dan Peayesatan

Larangan melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan
penyesatan dengan menggunakan sisten komputer datur dalam Pasal 28 ayat (1}
dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat (1)
becbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyvesstkan vang mengakibatkan kernpian konsumen dalam
Transaksi Elektronik,

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (1)
ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE®, Actus reus dari tindak pidana Pasal
28 ayat {1} jo Pasal 43 avat (2) UU ITE adalah: menysbarkan, Mens rea dari
_tinéak pidana tersebut adalah “dengan sengaja”, Obick darl actus rews adalah
“berita bohong dan menyesatkan”, Harus dicermati pula bahwa berita bohong dan
menyesatkan ity harus ferkait deagan transaksi clektromik. Menurat Prof.
Dr.Sutan Remy Syahdeini, SH, tindak pidana vang diatur dalam Pasal 28 ayat (1)
o Pasal 43 avyat (2) Ul ITE teiah dirumoskan sebagal tindak pidana materiil,

Menurut rumusannye, perbuatan menyebarkan berita bohiong dan menyesatkan

% Pasnl 45 ayat £2) U ITE berbunyi ¢ “Seliep Orong yang memenuhi unsur sebagaimans
dimnaksud dalam Pasal 28 syat (1) atan ayat (2) dipidana dengan pidens penjara paling lame 6
(enam) hun danfatau dends paling banyak Rpi 880.008,000,00 (satu miliar supiah)”

tnivaersitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



44

harus mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang melalukan transaksi

elektronik atau e-commerce.’

2.3.6. Penyebaran Informasi Bermuatan SARA

Larangan melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan
Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) diatur dalam Pasal 28 ayat (2)
dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2).

Pasal 28 ayat (2) berbunyi:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa keberncian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2)
ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2).” Actus reus dari tindak pidana tersebut
adalah ”"menyebarkan”. Mens rea dari tindak pidana tersebut adalah dengan
sengaja”. Objek dari actus reus-nya adalah “informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, rzs, dan antaragolongan (SARA)™.

2.3.7. Pengiriman Informasi Bermuatan Ancaman Kekerasana atau

Menakut-nakuti

?Prof. Dr.Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Kemputer, Jakaria: Pus tak
aUtama Gralfiti, 20009, hal. 235

*? Pasal 45 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengen piduna penjera paling lama 6 (enam} tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Universitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



45

Larangan melakukan perbuatan mengirimkan informasi elektronik
danfataun dokumen elektronik vang berisi acamant kekerasan atau menaket-nakuti
diatur dalam Pasal 29 dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3)
UUITE.

Pasal 29 U ITE berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaia dan fanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik danfatze Dokumen Elektronik yang berisl sncamen
kekerasan atau menakust-nakuti vang ditujukan secara pribadi,

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 29 ditentukan
dalam Pasal 435 ayat (3)%°. Adctus rews dari tindsk pidana tersebui adalah
mengirimkan”. Mens rea-nya adalzh “dengan sengaja”. Objek darl acius reus-
nya adalah Informasi Elektronik danfatau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Oleh
karena perbuatan yang diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 435 ayat (5} UL ITE
berujuan menakut-nakutl, vaitu oirl dari perbuaian vang disebui terorisme, maka

perbuatan tersebut adalah tindak pidana cyberferrarism.

2.3.8. Pembobnlan Komputer dan/atan Siktem Elekéronik
Larangan melakukan perbuatan membobol sistem komputer yang diatur

dalam ULJ TTE terdiri atas:

® Pasal 45 gyat {33 UL 1TE MSetiap Orang yeng momenuhi unsur sehagoimens dimaksud dalam
Pasal 25 dipidans dengan pidens penjors paling lama 12 {dus belas) inhan donfolay dends paling
banyak Rp2.000,608.000,00 (dus miliar ruplah)”,
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a. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang berfujuan
mengakses saja tanpa tujuan Jain

b. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang selain bertujuan_
untuk mengakses adalah juga untuk memperoleh informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik

¢. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan selain
untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem
komputer yang diakses itu.*

Pertama, larangan melakukan perbuatan membobol Komputer dan/atau
Sistem Elektronik yang bertujuan mengakses saja tanpa tujuan lain, diatur dalam
Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan

cara apapur.

Melanggar larangan Pasal 30 ayat (1) diancam pidana berdasarkan Pasal
46 ayat (1) UU ITE. W detus rews dari tindak pidana tersebut adalah

“mengakses™. Mens rea-nya adalah “dengan sengaja”. Objek dari actus reus reus

rindak pidana adalah “Komputer dan/atau Sistem Komputer”.'"" Perbuatan yang

* Kelentuan Pasal 30 UU ITE mengenai illegal acces sejalan dengan pengaturan erticle 2
Convention on Cybercrime yang berbunyi : Article 2 — lllegal access : Each Perty shall adopt such
legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its
domestic law, when committed inténticnally, the access lo the whole or any part of a computer
sysiem without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security
measures, with (he intent of obiaining computer date or other dishonest intent, or in relatien to 2
computer sysiem Lhat is connected to another computer system.

1% Pasal 46 ayat (1) UU ITE : “Setiap Oreng yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama & {enam} tahun dan/atau denda
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

' U ITE menggunakan istilah Sistem Elektronik, sedangkan Convention On CyberCrime
menggunakan Istilah "Computer Syslem”. Menurut definisi yang terdapat dalam Keteniuan
Umum , Sistem Elektronik adalah Sistem Elekironik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
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dilarang Pasal 30 ayat (1) UU ITE adalah apa vang kita kenal dengan istilah
“hacking”. Kedua, larangan membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik
yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga untuk memperoleh informasi
elektronik darfatau dokumen elektronik. Larangan melakukan perbuatan tersebut
diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi ¢
Betiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses komputer dandfataw sistem elektronik dengen cara
apapun dengan bertujvan untuk mempercleh informasi elektronik
danfatau dokumen elektronik.
Melanggar Pasal 30 ayat (2} dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (2). '™
Actus rens dari tindak pidana tersebut adalah “mengakses”. Mens rea-nya adaleh
“dengan sengaja”. Objek dart gctus reus reus rindak pidana adalah “Komputer
dan/atau Sistem Komputer.'” Perbuatan yang dilarang dengan Pasal 30 ayat (2)
UU ITE ini kita kenal dengan istilah “Cracking ",
Ketiga, membobol Komputer dan/atau Sistemn Elektronik yang bertujuan
selain uﬁmk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem
komputer yang diakses ifu. Larangan melakukan perbnatan tersebut diatur dalam

Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses komputer dav/atan sistem elektronik dengan cara

elekirontk yang berfongsi mempersiapkan, meogumpulkas, meapeish, menpanalisis, menyvimpan,
menampiikan, mengumumian, menginmben, danfsisy monyebsrdan Informasi Elekironik
Semeniara yang dimaksudien dengan Compuisr Sysem menvrt Convention on CyberCrime
adaleh any device or o groug of intercomnecied or refoted devices, one or more of which, pursuant
{0 a program, performs autematic provessing of dota.

'% Pasal 46 ayst (2) UL ITE © “Seliap Orang yang memenuhi unsur sebagaimsna dimaksud
dalam Pasat 30 ayat {2} dipidans desgen pidans penjars poling lama 7 Qujuh) tahun denfatsy
denda paling banyak Rp700.000.000,00 (ujub ratus jota rupiah)™

¥ ada perbedaan entars Pasal 30 ayat (1) dengan Pasal 30 ayat (2). Seseorang hanya dapat
dituntit berdasarkan Passl 30 ayat {2} spabila bertgjusn uatik memperdleh informasi etektronik
danfatzi dokumen elektronik. Kadau toluannye hanya uotuk “mengintip” isi inforoasi elektranik
danfetau dokumen elekironik, meka pasul vang dikenokon adaioh Pasal 30 ayet {I} UU ITE.
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apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau sistem
pengamanan.

Melanggar larangan Pasal 30 ayat (3) diancam dengan ancamna pidana
berdasarkan Pasal 46 ayat (3)'™. Mens rea-nya adalah “dengan sengaja”. Obiek
dari actus reus reus rindak pidana adalah “Komputer dan/atau Sisters Komputer,
Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (3) ini juga disebut “Cracking” juga.

Bedanya dengan Pasal 30 ayat (2) adalah tujuan pelakunya.'™

2.3.9. Infersepsi atas Peoyadapan atas Informasi Fiekiremik dan/afzu
Dpkumen Elekirenik yang disimpan dalam Komputer dan/ateu
Sistem Elektronik.

Tindak pidana intersepsi' ztau penyadapan ates informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang dietur dalam UU ITE terdini atas:
a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi slektronik dan/atau
dokumen slekironik;
b. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas fransmisi informasi slektronik

dan/atau doknmen elektronik,

% Pasal 46 syat {3} UU ITE : “Seiiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayst {3} dipidans dengan pidana penjera paling lwms 8 (delepan} iabun danfaisy donda
paling banyak RpR00.006.000,00 {delspan ratus jula rupiah)”,

% Tyjumn pelaku yenz dimaksudkan oleh Pasaf 30 ayst {3) UU ITE adaleh “melanggar,
mensrobes, mulampsel atau menjebol sistem pengarmanan,

W Cetentuan Pass! 31 UL ITE teatang itlegal intereeption telah scialan dengan Convention on
Lybercrime khususnya Article 3 — Hiegat interveption : Each Pariy shofl adopt such kegidlative
aredf other measures as muy be necessary to esiablish as erimingl offences under Hs domestic faw,
when committed fnensionadly, the imterception withont right, made by technical means, of non-
public {rensmissions of computer daoiz io, from or within o computer systom, inchuding
sheciromagnetic emissions from u compuler system carrying Such compuier daie. A Party may
reguire ihat the offence be committed with dishonest intent, or in relation o a compuier sysiem
that iz comnecied fo anather camputer sysiem.

Universitas Indenesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



49

Pertama, tindakan melakukan intersepsi alau penyadapan atas informasi
glektronik dan/atau dokomen elektronik, diatur dalam Pasal 31 ayat {1) UU ITE
yang berbunyi : ~

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan intersepsi atdy penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dalam suatu komputer denfatan sistem elektronik

tertentu milik orang lain.

Melanggar larangan tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 UU
ITE'".

Kadua, melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi
dan/atau dokumen elektronik, distur dalam Passl 37 ayat (2} UU ITE vang
berhunyi:

Setiap Orang dengan senpajz dan tanpa hak atau melawan izzzki:m

mizlakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Blektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di

dalam swatu Komputer dan/atau Sistem Elekironik tertenty milik Orang

lain, balk yang tidak menycbabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atazu penghentian

Informasi Elektronik dam/atan Dokumen Elektronik vang sedang

ditransmisikan.

Pelanggaran techadap Pasal 31 ayat (2) juga disncam dengan ancaman
pidana Pasal 47 UU ITE, Aems rews  dari tindak pidana igrsebut adalah
“intersepsi atas transmisi”. Perfu ditekankan bahwa perbuatan melakakan
intersepsi tesebut hanya dalam hal sedang berlangsungnya transmisi atag

informasl elektronik danfatauy dolumen elekironik. Meny reg dari tindak

pidananya adalah “dengan sengaja”.Informast elektronik danfatan dokumen

7 pasat 47 UL JTE : “Setiap Orang yang memenuhl unsur sebagaimana dimeksud dalam Pasel
31 ayat {1) alay syat {2} dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepulnh} tabun dan/atan
denda paling banyak Ep880 000.000,00 {delapan ratus jala rupiah)”,

tniversitas indonosia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



1% 1ain®, Apabila

elektronik vang disadap stau dintesepsi harus “milik orang
intersepsi dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elekironik
milik sendiri maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidanz menurut pasal

1538

2.3.18. Mengusik Informasi danfatan Dokumen Elekironik

Pasal vang mengatur mengena) gangguan yang dilakukan terhadap data’®
yang tersedia dalam sistem Teknologi Informasi terdapat dalam Pasal 32 ayat (1)
vang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan

cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,

merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyiken suvatu

Informasi Elektronik danfatau Dokumen Elckironik milik Orang lain atau

milik publik.

Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat {1)
dlancam pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.M® detus rews dort tindak
pidana tfersebot adalah “mengubsh, menambah, menguranpi, melakukan
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan®™. Mens rea dari tindak pidana

tersebut adalah “dengan sengaja’”. Objek dari actus reus tindak pidananya adalah

% pengenian Orang dslam UU ITE harus sesual dengan Pasal 1 angka 21 UU FTE yang
menyatakan bahwa Orang addiah orang perseorsngan, baik warga pegera Indonesie, wargt noghra
asing, maupun badan hakum,

¥ Ketenman Paml 32 UU ITE nwngenal date interforence telah mengadopsi pengatruran
Convention on Cybercrime khusesroa Artivie 4 - Date interference 1. Fach Party shell adopt such
legisiative and other measnres a5 may bt necessary 1o esiablish ss oriminal offences vader s
domestic Iaw, when commitiad Intentionally, the domaging, deletion, deteriorstion, altamtion or
suppression of computer data without fight 2, A Party may reserve the right to roquire thet the
canduet described in paragraph 1 resaltin sericua harm,

19 pagal 48 ayat {1} DU ITE : "Setinp Orang veng memenuhi unsor sehagaimana dimaksud dulurn
Pusal 32 avat {1} dipidana dengan pidens pendars puling lome B (delepan) inhon danstey dends
paling banyak Rp2.000.000.0060,00 (dus miliar rupiahy”
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“mformasi elekironik dan/atau dokumen elekironik milik oreng lain atan milik

pﬁbﬁk} H 25#‘

2.3.11. Memindabhkan ataw mentransfer informasi elektronik dan/atzu

dokumen elekfronik

Lararigan memindahkan gtav mentransfer juformasi elekironik dan/atan
dokomen elekironik kepada sistem elekironik orang lain yang tidak berhak, diatur
dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atay melawan hukum dengan

garg aps pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elekfronik

dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistern Elekfronik Orang lain yang
tidak herhak.

Pelangparan terhadap larangan Pasal 32 ayat (2) UU ITE diancam dengan

pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UUITE. '"?

2.3,12. Tindak Pidana Kemputer terhadap Sistem Elekironik
Pasal ini mengatur mengenai gangguan yang dilakukan terhadap sistem

elektronik' ' terdapat pada Pasal 33 UU ITE yang berbunyi :

HE ¢ etentuan Umom UL ITE tidak memust dufinisi “publik®. Menurat pengeriian omum, yang
dimaksudkan dongan “publik” adalsh masyrskat luas aten siapapua stay sieps ssja.

T2pazal 48 ayat (2) UU ITE ; Setiap Orang yang memenubi unsur sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 32 nyal {2) dipidana dengen pidans penjara paling tama 9 (sembilen) tahun denfatay denda
Falirig banyok Rp3.000.080.000,00 (tiga miliar rupish).

13 Ketentuan system interference yang diatur Pasal 33 UU ITE ielah sejalan dengan Convention
on Cybercrime khwsusnys Article $ - System iderference : Each Purly shall adopt such
Fegisiotive and other measures as puty be neeassary 1o establish as criming! offences under iis
damesiic low, when committed inienpionally, the serlous hindering without right of the functioning
of o computer System by inputting, frommitting, dowoging, delefing, deteriorating, altering or
suppressing computer date.
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Setiap Orang dengan sengala dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan tndakan apa pun yang berakibat terganggunyz Sistem
Elektronik danfatau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak
bekeria sebagaimana mestinya.

Pelanggaran terhadap ketentvan Pasal 33 UL JTE diancam dengan
pidana berdasarkan Pasal 4% UU ITE,'"* Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal
33 UU ITE dalam peristilaban kejahatan komputer dikenal sebagai Denial of
Service Atiack ataw DOS Aitack dan Distributed Denial of Service Attack atau

DDOS dnack,

2.3.13. Tindak Pidasa Penyalaliganaan perangkat keras dan perangkat
lunak Komputer
Ketentuan yang mengatur mengenai penyelahgunaan alat ' dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi terdspat dalam Pasal 34 avat (1) yang
berbunyi:
Setiap Urang dengan sengeja dan tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor,
mendistribusikan, menysdiakan, atau memiliki:
a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau

secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33,

19 pagal 49 UL ITE : Setiap Orang yang memenubl unsus sehagaimana dimeksud dafam Pasal 33,
gipidena dengan pidans penjara paling lmwa 10 {sepuluh) tahun darvatau denda paling banyek
Rgz 1£.000.000.000,06 {sepulvh milier rupish),

H (etentuan mengenai penyalahgunean slat atau Misues of devices yang distur dalam Pasal 34
ayat (1) UL ITE telah sejalan dengan Convention on Cybercrime khususays Arficle 6 — Mg of
devives : 1. Each Party shall edopt such legislutive and other meusures a8 may be necessary 1o
extublish as criminal offences wnder i domesyic low, when committed intentionally ond withowt
right: @ the production, sols, procurement for use, impord, disiribution or ofherwise making
avnilable oft |« device, including a computer prograw, designed or adapted primarily for the
prrpose of commiitting oy of the offences estabiished in greprdance with Article 2 - 5, . a
computer password, (ueess code, or similar data by which the whole or ony part of a computer
syutern {5 capabie of baimy aucessed with intent that it be used for the purpose of committing any
of the offences established in Articiez 2 - §
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b, Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal vang sejenis dengan itu
yang ditujukan apar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan
tujuan memiasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampal dengan Pasal 33,

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat {1} UU ITE diancam

dengan pidana berdasarkan Pasal 50 UU ITE.¢

2.3.14. Tindak pidana pemalsuan informasi elekironik dan/atan dokumen
elektronik
Ketentuan yang mengenai pemalsuan ferhadap Informast Elekironik

dan/atau Dokumen Elektronik diator dalam Pasal 3§ U ITE vang berbunyi:
Setiap Orang dengan senpaja dan fanpa hak atav melewan hukum
melakukan  rsanipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,
pengrusakan Informasi Elektronik danfatay Dokumen Elektronik dengan
tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Blektronik tersebut
dianggap seolah-olah data yvang otentik.

Pelanggaran terhadap Pasal 35 UU ITE dizncam dengan pidana berdasarkan

Pasal 51 ayat (1} UU ITE yang berbunyi;
Setiap Orang vang memenuhi vnsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 dipidana denpan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp12.000.600.000,00 (dua belas miliar
rupiah).

2.4, Pengaturan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2608

tentang Informasi dan Transaksi Elckironik

1 pasal 50 UL ITE : Sstiap Orang yang memenshi unsur sehagsimona dimaksud dalam Pasad 34
ayat {1} dipidana dengan pidane penjare paling fama 10 {sepuich) ishun danfatav denda paling
banysk Rp18.000.000.000 00 {zepulvh miliar vapigh}.
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2.4.1. Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan _Perundang—undangan di
Indonesia

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang
apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris),
pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel yang dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan),
fitnah (tertulis). Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan) sedangkan
Libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia
belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel.

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang
penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan.
Penghinaan atau defamation secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan
yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal
pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “twelve tables” di era
Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat
pengukuhan kekuasaan oforitarian dengan hukuman-hukuman yang sangat
kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus
defamation (lebih sering disebut Iibelli famosi) terus meningkat secara signifikan.
Dan, secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara
lain, termasuk Inggris dalam lingkungan Common Law, dan Prancis sebagai salah

satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law).

Universitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



55

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP} dominan
merupakan duplikasi Wethoek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada
dasamnya sama depgan KUHP Belanda (Wr.S). KUHP Belanda yang
diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang-undang
yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prapcis yang sangat banyak
dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat
sebuzh jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam
KUHP Indonesiz dengan perkembangan historis awal tentang fidelli fomosi di
masa Romawi Kuno. Dalam KUHP pencemnaran nama baik diistilahken sebagai
penghinzan/penigtoan terhadén sescorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku 1
KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 daxn Pasal 318
KUHP, Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap sesecrany, secara
umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pagal 317 ayat {1)
dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

Pasal 310 KUHP berbunyi :
{1) Barangsiapa sengaia merusak kehormatan atau nama baik seseorang
dengan jalan menudub dia melakukan sesuaty perbuatan dengan maksud
yang nyata akan tersiamya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan
hukuman penjara selama-lamanys sembilan bulan atau denda sebanyalk-
banyaknya Kp 4.500,-.
(2) Kalau hal ini dilakekan dengan tolisan atau gambar yang disfarkan,
dipertunjukan pada umum atan ditempelkan, maka yang berbuat itu
dibukom karena menista dengan tulisan dengag hokuman penjara selama-
farnanya safu tahun empat bulan atau denda ssbanyakbanyaknya Rp 4.500,-.
(3) Tidak termasuk menista afau menista dengan tulisan, jika ternyata

bahiwa sipembuat melakukan hal itu ontuk kepentingan umum atau lantaran
terpaksa perly untuk mempertahankan dirinya sendici.
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Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi :

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan,
dalam hal ia dilzinkan untuk membuktikan dan jika tudubas Hu
dilakukannys sedang diketshuinya tidak benar, dihvkum karena salah
memiitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun,

Pasal 315 KUHP berbunyi

Tiap-ttap penghinaan dengan sengaja vang tidak bersifst menista ataw
menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada sescorang baik ditempat
umurm dengan lisen, atay dengan tulisan, mavpun dihadapan omng itu
sendiri dengan lisan atau deagan petbuatan, begitupun dengan tutisan yang
dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan
ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu
afau denda sobanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Pasal 317 ayat (1)
Barangsiapa dengan sengaje memasukkan aten menyuruh menuliskan sueat
pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negent tentang
seseorang sehingpa kehomatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung,
maka dihukum karema mengadu dengan memfitneh, dengan hukuman
penjara selama-lamanys empat tahun.

Pasal 318 ayat (1}
Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu  perbuatan,
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakvkan sesuatu
perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah,
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
R. Soesilc menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghing”, yaitu

“menyerang kehormatan dan nama balk seseorang”. Yang discrang blasanya

merasa “maly”, “Kehornmatan” yvang diserang disini hanya mengenai kehormatan
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1M Mepurut R.

tentang “nama baik”, bukan *kehormatan™ dalam lapangan seksud
Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu

1. menista secara lisan (smaad);

2. meaista dengan surat/ternulis (smaadschrifi);

3. memfitnah (Jaster},

4_penghingan ringan {eenvoudige belediging),

5. mengady secaca memfitnah (Festerlifhe cankinehi);

6. tuduhan secara memfimah (asterlijke verdachimaking)'*®

Semua penghinasn di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari
orang yang menderite/dinista/dihina {delik aduan), kecuall bila penghinaan itu
dilakukan terhadap seovang pegawai negeri pada wakiu sedang menjalankan
pekerjaannys secara sah. Ohjek dari penghinaan terscbut hamis “manusia
perseoraagan”, maksudnya bukan instansi pemerinteh, pengurus  sustu
perkumpulan, segolongan penduduk dan laindain. Bila objeknya bukan
perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal Khusug seperti : Pasal 134 dan Pasal
137 KUHP {penghinasn pada Presiden atau Wakil Presiden) yang telah
dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasa] 207 dan Pasal 208
KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal 314 ayat (1) KUHP, pepghinaan yang dapat dipidana
harus dilakukan dengan cara “menuduh sescorang telah melzkukan perbuatan
vang tertentu”, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar {(diketahui orang banyak).
Perbuatan vang dituduhkan tidak perlu suetu perbuatan yang boleh dihukum

seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan secbagainya. Perbuatan tersebut

g, Soesile, Kitab Undenp-Undeng Hukum Pidena (KUHP) Serta Komestar-komentecnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeis - Boger, 1996, hal. 223
H® tbid, hal, 226,
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cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan,
misalnys menuduh bahwa seseorang teleh berselingkub. Dalam hal ini bukan
perbuatan yang boleh dihulum, aken tetapi cukup memalukan bagi yang
berkepentingan bils diumumkan. Tuduban tersebut harus dilakukan dengan lisan,
apabila dilakukan dengan tulisan (suraf) atau gambar, maka penghinaan Hu
dinamakan “menistafmenghine dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat
dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Penghinasn menurat Pagal 310 ayat (1) dan (2) diatas dapat dikecualikan
(tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilalukan untuk
membela “kepentingan umum™ atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau
tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh
tersangka terletak pads pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah
menurut Pasal 311 KUHP, tidak peclu dilakukan dimuka uimum, sudah cokop bila
dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Jika
penghinaan ity berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada
Pembesar/pejabat vang berwalib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317
KUHPp!®

Menurnt Prof, Muladi, Gumu Besar Hukum Pidana Universitas
Diponegoro bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang
tercantum  dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang
kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadj tercela di

depan umtim, Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan

V¥ Mudzakkir, Konstitusivonalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Makalah pada Sosialisasi UU ITE
43 Ranten, 16 Juni 2008
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pencemaran nama baik apabila menyampaikan suastu informasi ke publik.
Pertarna, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedus,
untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sshingga orang
yang menyampaikan informasi, secars lisan ataupun tertulls diberl kesempatan
utgk membuktikan bahwa tuivannya it benar, Kalau tidak bisa membuktikan
keberarannya, itu namanya penistaan atau fimah 2
Seperti yang telah dinraikan sebehumnya, Pasal-pasal dalam Bab XVI Buku I
KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atad pencemaran nama haik terhadap
seseorang {perseorangan/individu), sedargkan penghinasn atau pencemarin nama
baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulian, atau segolongan
penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu
1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal
137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatatkan atau dinyatakan tidak beriaku
iagt oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Penghinaan terhadap kepals negara ssing {Pasal 142 dan Pasal 143
KUHP};
3. Penghinaan terhadap segolongan pendudak/ kelompok/ organisasi (Pasal
156 dan Pasal 157 KUHPY;
Penghinaan terhadap pegawal agama (Pasal 177 KUHP);

Penghinaan terhadap kekuassan yang ada di Indomnesia (Pasal 207 dan
Pasal 208 KULP).

M

Selain sebagaimana vang diahw dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), berkaitan dengan “pencemaran nema baik” juga diatur dalam
UU No. 32 Tahus 2002 tentang Penviaran. Dalam UL No. 32 Tzahun 2002, Pasal

36 ayat (3} menyebutkan bahwa : “Isi siaran dilarang : a.) bersifat fitash,

0 prof. Muladi, “Anacaman Pencemaran Name Boik Mengintal®, wvew hukomondine.com
tanggal 30 Mei 2005.
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menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b) menonjelkan unsur kekerasan,
cabul, perjudian, penyalshgunaan narkotika dan obat terlarang; atam c).

mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

2.4.2. Perbsndingan di Negara-Negara Maju

Sebagai informasi dan perbandingan saja, di negara-negara demcokratis,
pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana diangpap sebagai
ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, tindakan vang diangeap
mcrugikan roputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungiawabannya
melafui hukum perdata, bukan pidana.

14 Amerika Serikst, misalnya, tidak dikenal pertangpungiawaban pidana
univk tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan. Hal #u dianggsp
bertentangan dengan First Amandement dalam konstitusi AS yang menjamin
kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pandangan tersebut dikemukakan
oteh Frederick Schauer, Frank Stanfon Professar of the Firsi Amendment, John
F. Kemnedy School of Government, Harvard University dalam acara Law
Colloguium di Jakarta.

Hal itu semakin tegas setelah muncul putusan Mahkamzh Agung AS
dalam kasus New York Times v. Bullivan pada 1964. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah Agung AS menyebutkan bahwa pejabat pemerinizh (dan nantinya
seraua publik figure), hanya dapat meminta perfanggungjawaban media atan
mereka yang melontarkan pernyataan, jika mereka dapat membuktikan secars
meyakinkan dan jelas bahwa yang dikatakan terhadap mereka secara faktual

salah. Ditambah, pada sazat hal itu dikatakan atau dipublikasikan, yang
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menyatakan atan mempublikasikan telal mengetahui bahwa hal ttu kemungkinan
salah.

Sejak adanya putusan Mahkamah Apung tersebut, bahkan gogatan perdata
pun sangat jevang diajukan. Karena bagi mercka yang menggugat harus dapat
membuktikan aps yang disampaikan itu salah dan ada kesengalaan untuk
menyatakan atau mempublikasikan hal itu walau telah diketahui bahwa itu salah.

Di Belanda, negara kelahiran KUHP dan KUH Perdata Indonesia,
ketentuan  tentang  pencemaran  nama  baik  dalam  perangkat
perundangundangannys telah berubah darl apa yang ada di Indonesia. Hal ini
dikemukakan oleh Jan De Msij, Professor dari University of Amsterdam yang
juge menyampaikan makalah dalam Leww Colloguigm. Memuut Mei), katentuan
pencemaran nama baik dalam KUHP Belanda telah berubah sejak 1978, Saat inj,
di Belanda, tuntotan pidanz terhadap jumalis sval pencemaran nama baik
merupakan hal yang sanpat jarang ferjadi. Biasanya, tuntutan pidana dilakukan
terhadap orang atau kelompok yang menyebarkan kebencian atau diskriminasi,
bukan terhadap jurnalis.

Kalaupun ada tuntutan pidana, biasanya hukuman yang diberikan adalah
denda, bukan pidana peajara, Sampai tahun 1992 peraturan tentang penghinaan
dan hal lain yang membatasi kebebagan berpendapat dalam KUHPerdata Belanda
masih sama dengan KliiiPerdata Indonesin, Baru pada 1992, pasal tentang

pertanggungiawaban perdata dan fitnah diubah, pamun pasal tentang perbuatan

Universitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



62

2! hanya sedikit berubah. Pasal 1365 itulah yang kini menjadi

melawan hukum
dasar gugatan terhadap media.

Pakar perbandingan hukgp internasional, Toby Daniel Mendell dalam
keterangan ahli pada sidang uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) terkait pasal pencemaran nama baik yang diajukan dua pekerja
pers, di Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2008, berpendapat bahwa sanksi
pidana untuk kasus pencemaran nama baik sudah tidak relevan lagi di dunia
modern. Banyak negara sudah eninggalkan kefentuan itu dan menggantinya
dengan sanksi perdata.

Sanksi pidana dinilai fidak proporsional dan berlebihan untuk
menghukum suatu tindak pencemaran nama bailt‘:." enurut Mendell, kebebasan-
berpendapat adalah dasar sebuah negara demokrasi. Sebagai hak dasar,
kebebasan ini memang dapat dibatasi asalkan dilakukan secara sah. Pembatasan
harus dilakukan dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, atau untuk
melindungi tujuan yang sah. Namun, pembatasan harus dilaksanakan secara hati-
hati dan tidak boleh memiliki killing effect (efek membunuh) sehingga membuat
orang tak berani mengemukakan pendapat. Mengenai sanksi pidana untuk kasus
pencemaran nama baik, Mendell menjelaskan, hal itu tak lagi digunakan banyak
negara. Aturan itu tak lagi relevan. Aturan itu relevan saat muncul pada abad ke-

13 atau ke-14 untuk melindungi kepentingan umum. Pada masa itu, suatu

pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang dapat berdampak pada

121 Lihat Pasal 1365 KUHPerdata
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terjadinya duel yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, Namun, saaf ini
hal ito tidak ada kgi'®

Pengalaman di berbagai negara, termasuk negara miskin seperti Ghana,
Ukraina dan Srilanka, felah mepunjukkan hal itu. Di negara-negara ifg,
penghapusan kefentwan pidana tentang pencemaran nama  batk  fidak
mengakibatkan semakin banysknya pencemaran nama baik, secara kualifatif
maupin kuantitatif. Di berbagal negara lain, pasal pencemaran nama baik tidak
menarik bagi pemuntur umum. Pasalnya, ketentuas it menuntut adanya
pembuktian bahwa hal yang dituduhkan salah, dan bukti bahwa hal itu dilakukan
dengan sengaja dengan tujuan menyakiti seseorang. Sehingga, sangat sulit bagi

pengatut untuk membukiikan itu.

2.4.3. Penpaturan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Ne 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dari 54 pasal UU ITE, pasal yang paling banyak disorot pasca.
diundangkannya 1JU ITE adalah Pasal 27 ayat {3). Qleh scbagian kalangan
seperti Aliansi Jurnalis lndependen (AN} dan Dewan Pers'” menilai UU ITE,
Khsususnya Pasal 27 ayat (3), adalah aturan vang sengaja dibuat untuk
mengancam Kebebasan pers di Indonesia.

Pasal 27 UU ITE selengkapnya berbunyi sebagai berikut

2 oy Daniel Mendell, Pakar Perbandingan Hukum Internasional, keterangan saksi ahli dalam
sidang i matert tethadep Xitab Undang-undang Hukem Pidana {KUHPY terkall pasal
Pencemmﬁ nama bark, vides conference di Mahkamals Konstitust tanggat 23 Joli 2003,

B Wakil Ketua Dewan Pers Leos Bawbara dafam berbegal kesempatan, kepada media, selaiu
mengatsken bahwa UL ITE mengancam kehehasan pers, Kompas, 12 Juni 2009
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(1} Setiap Orang dengan sengaj2z dan tanpa hak mendistribusikan
danfatau  mentransmisikan  danfatau membuat dapat diaksesnya
Informast Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan,

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistrbusikan
dan/atau  mentransmisikan danfatau  membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan perjudian.

(3) Setiap Qrang dengan sengaia dan tanpa hak mendistribusikan
dap/atan  mentransmisikan  danfstay  membuat dapat diaksesnys
Informasi Elektronik den/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
‘muatan penghinaan dan/atay pencemaran nams baik.

{4) Sefiap Orang dengan sengaia dan tanpa hak mendistribusikan
danfatan menfransmisikan dan/atay membuat dapat disksesnya
informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik vang memiliki
muatan pemerasan dan/afau pengancaman.

Terkait dengan unsur-upsur Pasal 27 ayat (3) yakni perbustan
penyebariuassn  dilakukan  dengan  cara  mendistribusikan danfatay
mentransmisikan dap/atan membuat dapat disksesnya Informasi Elektronik
dan/atay Dokumen Blekgonik dapat dijelaskan sebagal berikut. Mendisiribusikan
yaitu menyebariuaskan nelalui sarana/media elekironik ditujukan kepada orang-
orang  fertentu  vang dikehendaki.  Sedangkan, mentransmisikan  yaitu
memasukkan informasi ke dalam jaringss media elektronik {on ling) yang bisa
diakses publik oleh siapa safa vang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan
saja dan di mana saja}. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan'™,

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data celektromik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

electronic data imerchonge (EDI), sural elektronik (elecironic maril), ielegram,

'41 ihat Pasa! | angka 15 Usndase-Undang No 31 Tabun 2008 tenteng Informasi dan Transakst
Elckironik
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teleks, refecopy atau sejenisnya, huraf, tands, angka, kode akses, simbol, atan
perforasi yang telah divlah yang memiliki arti stau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.'? ~

Dokumen Elektronik adalah sefiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atan disimpan dalam bentuk analog, digital,
elekiromagnetik, optikal, atau sejepisnya, ysng dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atan Sistem Elekironik, termasuk tetapl
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambir, péta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atan perforasi yang memiliki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh crang yang mampu mema.haminya«m

Sedangkan pengertian memiliki muaten ponghinaan dan/aian pencemaran
namaz baik, maksudnya adalah memuat materi penghinean dan/atau pencemaran
namz baik sebagaimana dimaksud dalam passl-pasal KUHP yang mengatur
tentang penghinaan dan/atan pencemaran nama baik.

Menurut Dr Mudzakki, SHMM, 'Y,  terdapat beberapa alasan
pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 27 ayat {3). Pemberlakuan secara khusus
tersebut umumnya dilakukan apabila forksit dengan bidang yang khusus atau
bidang tertenin vang memiliki karakteristik vang tidak bisa diterapkan begity saja
dengan keadaan umum. Dalam hubungannys dengan pemberlakuan tindak pidana

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat

5 posal | angks | Undang-Undang No 1 Tshun 2008 tentang Informasi dan Trangaksi
Elekironik

5 pasat T angka 4 UL No 11 1ahun 2008 fepang Informasi don Transeksi Elektronik

YT Dosen Hukem Pidans Universitas Istam Indoncsia, menjodi saksi abli Poowerintah datam
pemmohonan pengiiian konstitusionalitas Pasal 27 ayet {3} Undang-Undarg Neo 11 Tahun 2008
tentang Informast dan Franssksi Elekranik di dabkamah Konstiusi,
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{3} Undang-undang Nomor 11 Tshun 2008, karena bidang informasi dan
transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karekateristik mengenai
beberapa hal, yait:

a. Mudah untuk dimuat dalem media vang menggunakan sarana elektronik
atau siber (hanya menckan beberapa tombol, sudah dapat diakses oleh
publik yang berbeda dengan menpgunskan sarana yang konvensional/non
siber}.

b. Penycbarannys sangat cepat dan meluas dalam dunia maya yang dapat
diakses oleh siapapun pengskses dan dimanapun ia berads, di dalam
wilayah Indonesia den di negara lain di luar wilayah Indonesia vang
umumnya tidak haras membeli atau berlangganan,

¢. Daya destruktif deri pemuatan materi penghinsan danfatau pencernaran
nama baik dengan menggunakan media elektronik sanpgat lvar biasa
karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Hal ini jelas
berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan dikertas,
dalam surat yang dikirimkan, atan di media koran (yang dapat dibaca oleh
kalangan yany terbatas dan harus membeli/berlangganan).

d. Memiliki daya russk yang efektif terhadap scoreng atan kelompok orang
vang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui
media elektrenik (siber).

¢. Media elektronik (siber} akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang
paling efektif bagi orang vang bemiat melakukan tindak pidane
penghinaan danfatau penicemaran nama baik terhadap seseorang, karena
di saraping mudsh caranya, efekiif untuk mencapai fujuan, dan mudah
untuk menghapuskan jejak atzu barang buidi, tetapi jika di-dowrioad atau
di-copy seria dimuat dan disebarkan oleh pihak lain menjadi tidak
bisa/sulit dihapuskan karena felah tersimpan di banvak lempst
penyimpanan, apalagl ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di dalam
file computer pribadinya. Pengaiuran Pasal 27 ayat (3) Undang-undang
Nomor 11 Talam 2008 dapat menjadi dasar wntok melakukan findakan
preventit dan represif judisial tindak pidana penphinsan dan/atau
pencemaran nama baik melalui sarana elekironil/siber.’

Seperti diketahui, ancaman pidana perbustan pidana penghinaan dalam
Pasal 27 ayat (3) dimuef dalam Pasal 45 ayat ({} Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informast dan Transsksi Elektronik. Pasal 45 Undang-

U8 pyr Mudzalddir, “Aspek Hudmrs Pidana Pasal 27 ayat {3 UU ITE, Mukeloh pada Sosialisasi
UL IR, Banten, 16 Juni 20068
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Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
selengkapnya berbunyi
{1) Setisp Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat {4) dipidana dengan
pidana penfara paling lama § (enam) tahun danfazazz denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).'®
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 zyat (1) atau ayat 2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 f{enam} tahun danfamu dendz paling banysk
Rp1.000.000.000,00 (satu milier rupiah),'*
{3) Setiap Orang yang memenuhi unsur scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun zianfatazz denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00
{dua mikar rupia}z}

Ancamnan pidanz dimuoat dalam Pasal 45 adsiah pidana penjara paling
lama 6 {enam) tzhun dan/atau denda paling banvak Rpi000.000.000,00 (safa
miliar rupiah}. Ascaman pidana sebapai dasarfskuran atae parameter keadilan
{maksiminn) secara pormatif dajam menjstuhkan pidanz penjara daw/atan denda
terhadap pelanggar norma hokum pidana yang dimuat dalam pasal tersebut.
Ketentuan pidana dalam pasal-passl hukum pidana sebagai ancaman maksimum
pidana, berarti sebagal batss maksimum kewenangan hakim dalam menjatubkan
pidana, karena dalam pasal tersebut tidak memuat ketentusn minimum khusus,
maka margin kewenangan untuk menjatuhkan lamanya pidana peniara adalah

dari 1 (saru) hari sampai dengan maksimum khusus (6 tahun). Kapan dan dalam

hat apa dijatuhi pidana maksimum, lebih ringan atze ringan kepada pelanggar

# pasal 45 ayat {1} Undang-Undang No 11 Tahun 2008 wniang Informasi dan Transaksi
Elektronik
3¥ pagal 43 ayat {2} Undang-lndang No 11 Tahun Z008 tentang Informasi dan Transaks
Elektronik
¥ pasal 45 ayat {3} Undang-Undang No 11 Tahun 2008 ieniang Informesi dan Transaksi
Elekronik
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hiukum pidana, lergantung pada pertimbangan terhadap keadsan yang
memberatkan  dan  keadaan vyang meringankan, yeng masing-masing
kasusfterdakows berbeda-beda,
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PENGUJIAN KONSTISIONALITAS PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

3.1.Permohonan Iwan Pilliang

Terdapat dua pemohon vang mengajukan judicial review atas pasal 27
ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, yakni Narliswandi Piliang atau yang lebih dikenal dengan nama
Iwan Pjliang yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pada
bulan 25 Novmber 2008 dan pemohon kedua yang terdiri atas enam pemohon
yakni Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Aliansi Jurnalis
Independen (AJI), dan Lembapa Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).
Permohonan kedua yang disampaikan Edy Cahyono disampaikan pada tanggal
5 Januari 2009."?

Pada bagian pertama ini, penulis akan memaparkan kasus posisi dan
permohonan pemohon pertama yakni Nurwandi Piliang atau Iwan Piliang.

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang, tempat/tanggal lahir Pariaman, 16 Juli

2 www.mahkamahkonstitusi.go.id, diekses pada 11 Mei 2009
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1964, agama Isiam, pekerjaan Jurnalis, kewsrganieparsan Indonesia, alamat
Jalan Malabar Nomor 14, RT 007/RW 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan 12980." N

Berdasarkan Surat Kuasa Khosus tanggal 20 Desember 2008, Twan
Piliang memberikan kuasa kepada Nugraha Abdulkadir, SH., M.H; Wasis
Susetio, S.H.,, MLA: Lendy Arifin, S.H., MBA; 8iti Zahara Awam, S.H, MBA;
dan Nur Hayati, 8.H,, M.Kn; kesemuanys Advokat dan Pengurus Tim Pembela
Kepentingan Reformasi Pers, beralameat di Gedung Manggala Wanabakii Lanta
2, Ruang 212 Wing B, Senayan, Jalan (atet Subroto, Jakarts 10270, baik
bersama-sama atau sendiri-sendiri  bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa,

Kuasa Hukum Iwan Pilliang mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat {3)
Undang-~Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi daa Transaksi Elektronik
dapat menierat siapa saja yang membuat berits “secara online”, vang ferkena
tidak hanya pare blogger”, juga para insan pers yang independen dan dari media
koran atan majalah yang memuat berita secarz onfine, termasuk para
penulis/peneliti yang mengekpresikan media elektronik dan cetak.'

Lebilk lanjut Nuprsha Abdutkadir dkk menilal Pasal 27 ayat (3)
Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentung Informasi dan Transaksi Elektronik
adalah pasal karet yang secars tidek langsung skan menjadi “alet” penguass
untuk mengonirol, memasung medis elektropik dan cetak, karena fidak

dijelaskan secara rinct alasan apa pasal tersebut dimunculkan? kita kembali pada

32 sahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-VI/2008, hal, |
13¢ sbid, hal. 7
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_:_jaman pengekangan tidak hanya insan pers tetapi juga para pemerhati- dan
penulis yang kerap memberikan opini secara kritis dan konstruktif baik di media
online atau media cetak, justru akan menjadi bumerang untuk mencicipi pasal
pemasungan kebebasan berpendapat UU ITE tersebut.

Kuasa Hukum Iwan Piliang juga merujuk pendapat Atmakusumah
Astraatmadja 135 bahwa perancang UU ITE tidak mengikuti perkembangan
hukum internasional. Sedikitnya 50 (lima puluh) negara sudah mengalihkan
masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi
hukum perdata. "Beberapa negara bahkan menghapus sama sekali ketentuan
hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan
atau sangat subjektif".

Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena
berita pers dalam wujud informasi elektronika (di internet), terkait dengan
kasus-kasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran
pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam
tahun, aparat polisi dapat menahan setiap orang selama 120 hari, termasuk
wartawan, yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur
dalam UU ITE.

Kuasan Hukum Iwan Piliang juga merujuk pendapat Wakil Ketua

Dewan Pers™*® Leo Batubara yang menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45

% Warlawan Senior yang pernah menjadi Ombudsman Majalah Pantau. Pernyataan
Atmakusumah Astraatmadja ini disampaikan ketika mengomeniari keberadaan Pasal 27 Ayat (3)
Undeng-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
www.kompas.com, diakses pada tanggal 28 April 2009

118 K eberalan Dewan Pers sebenamya jeuh-jauh hari sudah disuarakan melalui Siaran Pers pada 7
April 2008 silam. Dewan Pers mempersoatkan rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)
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ayat (1) UU ITE dapat dibaca bahwa pers yang mendistribusikan karya
jurnalistik memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud
informasi elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara
paling lama enam tahun dan/atau denda sampati satu miliar rupiah. Persoalannya,
UU Pers dan KUHP mendefinisi penghinaan dan pencemaran mama baik
berbeda., Sckadar ilustrasi dikemukakan beberapa contoh pertama, berita
majalah Tempo bertajuk “Ada Tomy di Tenabang” (3/3/03)" menurut Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta merujuk KUHP
“dan Undang-Undang Nomor | Tahun 1946 adalah karya kejahatan karena berita
Tempo itu dinflai memuat kebohongan, penghinean, dan pencemaran nama baik,
Selanfutnys Nugraha Abdolkadir dkk memaparpakan persoalan hukum
vang menimpa klien mereka Twan Pilliang. Kasus bermula ketika Iwan Pillang
menulis di situs Secara singkat, intisarl permohonan judicial review Twan Piliang
adulah sebagai berikut. Pada tanggal 18 Juni 2008, Iwan Piliang melalui ntermet
telah memuat suatu tulisan dengan judul “Hoyak Tabulk Adaro dan Dan

Soekanto” pada website hitp://pressialk.info/info/defail. php?ro=13]1, yang pada

salah satu paragraf tulisan berbunyi :

“PAN meminta wang Rp 2 ftriliun kepada Adaro, agar di DPR tidak
dilakukan hak angket menghambat IPO Adaro. Bahkan Alvien Lie,
Anggota DPR dari PAN, datang ke kantor Adaro menemui Teddy P.

LU ITE yang dianggap berpotensi mengencsm kemerdeksan pers dan kemerdekaan berekspresi
Magyaraket. Dewan Pers jugn berkirim swrat ke Presiden Susito Bambang Yudheyono (SBY).
Dalam surat Hu, Dewan Pers meminta SBY fidak menandatanpani UU ITE tersebut. Sayangnya,
swrat Dowan Pers tidak diindahkan, Prosiden SBY tetap membubuhkan tanda tangan pada 21
April 2008 laly, *Kedus pasal i prakiis hanye mengadepsi dari pasel pencemaran name baik
Sators KUHP," demikian wding Wakil Ketva Dewan Pers Sabam Leo Betubars Liliat Koempas, 8
A;:rél 2408

7 Maiadah Tempo edisi 2 Maret 2003
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Rahmat. Menurut sumber saya itu, Alvin pun meminta vang mulai dari Rp
& Miliar, terakhir Rp 1 Miliar untuk dirinya....***

Setelah mengetahui adanya tulisan tersebut, Alvin Lie melaporkan fwan
Piliang kepada Polisi. Pada tanggal 12 Agustus 2008, Iwan Piliang mencrima
panggilan polisi dengan Surat Panggilan Nomor
Pppelf2070/VII1/2008/Direskrimsus untuk dipanggil sebagai saksi. Iwan Piliang
sudah menjelaskan soul ini di depan penyidik, pada tanggal 28 Agustus 2008, dan
rgreka menyatokan bahwa inl Kasus perfama untuk Undang-Undang No 1]
Tahun 2008 teptang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tfanggal 12
Oktober 2008, polisi menctapkan Iwan Piliang sebagai tersangka karena dinilai
telah melakukan pencemaran nama baik,

Terkait kasus itu maka sebagai salah satu upaya mencard perlindungan
hukum Iwan Piliang mengajukan pgrmohonan pengujian konstitusionalitas aias
Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan meminta Mahkamsb Konstitusi (MK) untuk
membatalkan pasal pencermaran nama baik datam BU ITE'™.

hwan Piliang menyampaikan bahwa dirinya memiliki  memililki
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang
karena terdapat keterkaitan sebab akibat (cawsal/ verband) secara langsung,
sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekironik, dengan profesi ditinya selaku jurnalis yang

dalam akﬁﬁtasnya menggunakan juga medium internet sebagei media alternatif,

¥ venforesctalle infolinfo/detail.phpino=131,
1% permohonan Twan Piliang dicatat dalam registrasi perkara Nomor SOPUU-VI/2008,
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Kuasa Hukum Iwan Piliang menyampaikan dalil-dalil bahwa beberapa aspek
dalam unsur-unsur Pasal 27 ayat (3} dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No
11 Tahun 2608 tentang Informasi dan Tnjgz‘zs&ksi Elektronik berteniangan dengan
prinsip konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

Dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum Iwan Piliang sepintas sejatan
dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka saat ini, dunia internst
telah menciptakan susty komunitas tersendiri yang memanfaatkan kecanggihan
fitur-fituwr vang ada di media online, dan hal ini berkembang justru sejalan
dengan nafas kebebasan yang menjadi pilar-pilar demokrasi. Bukan hanya
kebebagan berekspresi fetap! juga mekanisme kontrol sosial lebib disemarakkan
melalui sociery participatory dengan berbagai tulisan-tulisan yang dikenal
denpgan jurnalisme online. Keberadaan furnalisme online, atau sering disebut
sebagai jumalisme warga berbasiskan internet, kemudian menjajar peibagai
keuntungan hadirnya jurnalisme warga vang berbasis media digital,’*

Menurut pengamat “jurnalisme warga” Ana Nadhya Abrar, jumalisme
warga memiliki potenst menyediakan informasi publik wntuk penguatan

masyarakat madani, memfasilitasi diskusi politik, dan membangun pangkalan

¥ Kelebihan citizen journalism wnfara lain: (a) amfience conirol, di mem masyerakal dopat
feluasa mmemility berita yang ingls mercka peroleh, {2} nonfinearity, memunpkinkan seliap berita
depat berdiri sendirl sehingga wesyarakat fdak hemus membecs secara beruroian anfuk
memehaminys, (¢} slorage and rewrieval, berita dapat disimpan dan bisa diakses kemball secarm
mudah oleh masyarakst, {d) unlimited spece, berim jaub lebih fengkop ketimbang medis lainnya
karens fidak terbalasnys rnang yeng fersedin, (8) immediocy, berite depst mamps segera
disampuikan secars langsung kepada masyerokal, () mudtimedia copability, berita dapat
disampaikan berupa teks, svarg, gamber, video dan kompomen lainnya, das {g) ireroctivity,
{erbukenya peningkatan partisipasi masyarakat dalem potiyaiian seiiap beriie. Dengan demikian,
jurnalisme wuwga memberikan peluang lebibh hwms kepada mssyatakat untuk memperoleh
informesi, dengen pilihan bersgam, poncarisn lewat wavwpnogle com dengan key werd citizen
Journatise, diakses pada tanggal 25 Mei 2008
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data untuk kepentingan pendidikan politik publik. Agar potensi fersebut benar-
benar mampu terwujud, maka jurnalisme warga perlu memperhatikan figa hal
penting: (z) menyiarkan informasi publik, di mana menurut Ashadi Siregar
informasi publik adalah informasi tentang masalah yang berasal dari masyarakat
dan respons masyarakat terhadap kekuasaan umum dan kekuasaan negara, {b)
menjadi forum atay wahana tempat pertukaran pikiran pelbagal komponen
masyarakat, dan (¢} menciptakan proses perubahan sikap dan perilaku individu
dalam usaha memberdayakan dirinya dalam bidang politik.

Entah bermaksud menyindir atau bukan, kuasa hukum fwan Piliang juga
menyampaikan pendapat Edmon Makarim **! vang menulis buku berjudul
Pengantar Hukum Telematika ', Bdmon Makarim menulis  bahwa teori
demokrasi modem, kebebasan pers'® dianggap sebagai indikator demokrasi.
Dalam jJargon yaog sering kita dengar "tak ada demokrasi tanpa kebebasan
pers”. Tak ada yang menyangkal pendapat semacam ini. Pengalaman demokrasi
di ncgara-negara demokratis telah menunjukan bahws demokrasi hanya
mungkin terjadi jika ade persaingan politik yang didulaing cleh aliran informasi
bebas. Sehingga, inti dari pada demokratisast adalah kepercayaan membawa
kepada keadaar yamg lebih baik dan janh memuaskan. Jika rakyat tidek

mendapatkan informasi yang benar mengenal persoalan-persoalan mereka, maka

"1 Edmon Maksrim adaah dosen Universitas Indonesia yang sant ind joge menjuhat Pt Staf Ahli
Menter! Komunikesl dan Informatike Bidang Hukum. Belav skif di Departemen Komunikesi
dan Informatika pasca diangkatnya Prof Dr Atmad M Ramli, 8H, MH mienjudi Kepalo Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada medio November
2007,

Y2 Edmon Makarim, dkk, Pengantar Hukum Telemetika, Swote Kompilast Kefion, Yekeriz,: PT
Raia Grafindo Bers, 2003

= Indonesis sejotinys Sidak menganut paham kebebasan pers, tapi kemerdekaan pers Dalam
Undang-Undang Ne 40 Tahun 1999 teniang Pers, istilsh vang paling banvak digunskan adaizh
kemerdekann pors bukan kebebebasan pors.
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mayoritas dar mereka tidak saja tidak dapat mengambil keputusan, bahkan ada
membuat keputusan yang salah,

Lagi-lagi, kuasa hukum Iwan Piliang mengutip pendapat pakar
hukum. Kali ini mereka merujuk pendapat M. Arsyad Sanusi™ vang dimuat

datam buku berjudul Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi (sebuah

A5

Torchan Empiris-Yuridis} ™ . Belisu menyatakan pembentukan peraturan

perundang-undangan  adafah  sudah tepat. Panduan mengenal  asas-asas
pembentukan peratwran perundang-undangan yang baik terscbut guna mencapai
tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan vang jelas, dapat
dilaksanakan, terbuka serta berdayaguna dan berhasilguna' 6.

Setelah menguraikan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil hukum, kuasa
hukuin Twan Piliang menyampaikan petita mereka yakai

1. Mengabulkan permohonan selurubhaya;

2. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3} dan Pasal 45 ayat (1)
sepanjang bunyl.."ayat (3}.." Undanz-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekironik bertentangan
dengan UUD 1943

3. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) den Pasal 45 ayat (1)
sepanjang bunyi,",..ayat (3)..." Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informast dan Transakst Elektronik dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

" i, Arsyad Senusi adalah paker hukum yang ssat ini menjadi Hokim Konstitust Republik
indonesis, Belisu sanpat concern tevhadap perkembanpan weknologi informuast dalam keltannys
dongan Hukurt, Bekunya berudusl Mukwe dan Teknologl Informusi terus dicetak whang den
meninh rujukan alema berbagai kampus yang mengajarken hokem telematika,

% yudwl buku in teras berubah dan sckarang menjadi “Hukum dar Teknologi Informas®™ yang
diterbitkon Tim Kemas Buky, Jakasta

% Asuay-asas pembentukan peraturan perundung-undangan sebageimana dimaksudken oleh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut meliputi: 1. Asas kejelasan tujuan; 2. Asas
kelembagann atan organ pembentuk vang tepat; 3. Ases kesesualan antars jenis dan materi
mustan; 4. Asas dapat dilaksanalan; 3. Asas kedaysgunaan dan kehasilgunaan; 6. Asus kejelasan
rammusan, dan 7. Asas keterbukaan,
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4. Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya."’.

3.2, Permohonan Edy Cahkyono dkk
Pada tanggal 5 Januari 2009, Bdy Cahyono'®®, Nenda Inasa Fadhilah!®?,
Amri Hakim'™, Pethimpunan Bantuan Hukum dan Hak Aszsi Manusia Indonesia
PBH, Aliansi Jumnalis Independen (AJD'™, dan Lembaga Bantuan Hukum
Pers (LBH Pers) 3 mengajukan judicial rewiew Pasal 27 avat (3) Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keenam
Pemohon ini memberikan kuasa kepada Anggara, SH; Wahyu Wagirman, SH;
Syahrial Martanto W., SH; Zainal Abidin, SH; Shonifah Albani, S.HI; Adiani

Viviana, 8H; Suprivadi Widodo Eddyono, SH; Totok Yuli Yanto, SH; Asep

7 Linat Permohonan Pengujfan Pasal 27 avat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 20608 wzzzmg
Informast duy Transaksl Blektronik

¥ Edy Cahyono, lahir di Jakaris, 1 Mci 1978, sgama Isiam, pekerjean swaste, kewargancgaraas
indonesia, alamat Komplek Mabad 25 Nomor A-2 RT 009/05 Kelurshan Rempoa, Kecomalan
”pmz, Kabugaten Tangerang Selslan 15412;

Mends Innss Fadhifsh, nhie & Gansl, 18 Oklober 1987, zpama kslam, pekerjunn Mahasiswe,
kewarganegaraan Indonesia, slamat Bumi Seenong Damal Blok UAM4 Sekior 1.2 Ext, RY 42
RW 08, Kelurshan Baws Buslo, Kecametan Serpong, Kol Tangerang;

% Amvie Hakim, Ishir ¢ Jekarta, 29 Maret 1978, spama Islam, pekeroan swasts,
kewarganeparasn Indonesis, slwwet Jalan Clujusg 1 Nomor 19, Perumnas Kerawacl, Kotn
Tenpgerang, Banion

1%} perhimpunan Bantuan Hukum dan Hal Asasi Manugia Indonesia (PBHIY, suata perkumpnian
yeng didirikan berdasarkan hukuem Negama Republik Indonesin, barkedudukan &i Rukan Mirs
Mareman Blok A 2 Nomor E, Jalan Matrarman Raye tWomer 148 Jakarta Timur, dalam bat i
diwakili oleh Syamsuddin Radjab, 8H, MH, lehir di Jeneponte, agama islam, kewarganegaraan
Indonesia, dalam kXedudukannys sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional PAEHIL, oleh karenanys
berhak wniuk berlindak wntuk dan atas nama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asss
Manusia Indonesia;

M Aliansi Jurnalis Independen (AJD), suato perkumpulan jurnalis yang didirkan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkeduduken di Jalan Kembang Raya Nomor 6, Kwitang,
Senzn, Jakaria Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Nezar Patrie, MSe, lehir di Sigii, agama Jslam,
kewnrgenegarnen Yndonesis, dajam kedudukannya sebagal Ketua Umum AJL oleh karenanya
berhak nptuk bertindak untak dan ates sama Aliensi Jurnalis Independen;

'} {.embapa Pantuan Hukum Fers (LBH Pers), sustu peckumpulan yang didiriken berdasarkan
padars Nega ra Republik Indonesia, berkedudoken di Jalen Prof. Dr. Soepomo, SH, Kemplek
Bier Nomor 1A, Menteng Dalam, lakaris, dalam bal ini diwakil oleh Hendrayana, 8H, lahir di
Maistengks, spamm Islam, kewergsnogarsan Indonesia, dalam kedudukannya schapal Direkoiur
Ekselutif LRH Pers, oleh keronan va borhek uniuk beriindsk untuk dan atas rems Lombuaga
Banmian Hukom Porg;
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Komarudin, SH; Emillianus Affandi, SH, Nimran Abdurrahman, SH, dan Iham
Harjuna, SH;*S“

Kuasa hukum Edy Cahyono '™ dkk memulai permohonanya dengan
pengantar singkat ¢

Tak dapat dipungkiri babwa pendekatan hukum atas teknolog! informasi
akan selalu tertinggal dengan disiplin ilmu lainnya. Walaupun begitu
reaksi hukum atas perkembangan teknologi patut di hargai karena dengan
usaba-usaha hukumlah maka dimunculkan upaya-upaya penyelesaian atas
dampak dan pengaruh teknologl tersebut dalam kehidupan masyarakat
(terutama yang berbasis dalam bidang ekonomi dan komersial), Pengaruh-
pengaruh  apa saja  yang dalam perkembangan teknologi yeng
mendapatkan reaksi dalam disiplin ilmu hukum adalah menyangkut
masalah atau persoalan sosial dan budaya; persoalan stabilitas finansial
dan keamanan dan persoalan manjemen dan eksploitasi informasi. Reaksi
hukum atas persoalan tersebut pada umumnya menunjukkan kesamaan
maksud dimana dimaklomkan bahwa diperlukan sebuah hukum yang
khusus untuk menangani teknologi informasi.'*®

Reakst hukum alas perkembangan teknolopi informasi di dunia ini
sebenarnya dapat di bagi atas beberapa klesifikast yakni {1) perkembangan
hukum dalam ranah fungsi teknologi vang meaya;zgimt hukum paten dan hukum
hak cipta; {2) perkembangan hukum dalam rangh kapasitas  informasi;
menyangkut  pringip-pringip  fondamental vang berwbungan  denpan
penyalahgunaan informasi pribadi dan privaey, akses informasi, keamapan dan
kedaulatan nastonal (3) perkembangan hukum atas ranah pengaruh teknologi
informasi yang menyangkut perluasan hukum untuk mencakup situasi baru dari

pengaruh teknologi misalnya: kerahasiaan (privacy) dan keamanan informasi,

¢ Advokat/Pembela Umum dan Asisien Advokai/Asisten Pembela Umum Tim Adviket untuk
Kemerdekasn Bereksprosi di Indonesle, beralamar i Ruken Mite Matramen Blok A2 Nomor 18,
Jalan Maetraman Roeya Nomor 148, Jakeris Timur 13150, berdesarken Surst Kusss Khusas tanggal
17 Desember 2608, halk borsamu-sama sty sendirt-sendiri

¥ Edy Cuhyone menuli vutin 4i blog pribadinya vang berlamat di Bttp//caplans net

% Lihat Fraos Magnis Suseno, 1994, Eiike Poliik Prinsipprinsip Morol Dasor Kevsgaraan
Modary, Jakaris Gramedis, hal, 295
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penyebaran informasi serta akses informasi, properti, isu-isu etis, perluasan
lingkup hukum pidana (penipuan, penyalahgunaan informasi dan perjudian)'®’.

Edy Cahyono dkk menilai Undang-Undang No 11 Tahun 2008 teqtang
Informasi dan Transaksi Elektronik, secara sengaja juga diarahkan untuk secara
sistematis mencoba memasung kembali hak-hak konstitusional dari para
Pemohon dengan memasukkan sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori
dalam perampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses informasi
dan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya. Hal ini terbukti betapa
berbedanya maksud dan tujuan dari semula yang di gembar-gemborkan aparat
pemerintah terkait selama ini dalam berbagai liputan media dibandingkan dengan
hasil rumusan undang-undang ketika selesai disahkan oleh DPR.

Pada dasarnya, Eddy Cahyono dkk tidak menolak lahirnya UU ITE
terssbut dan pada awalnya mereka justru sangat mendukung inisiatif pemerintah
untuk mengusulkan undang-undang ini, karena undang-undang ini penting untuk
mengisi kekosongan hukum mengenai tekmologi informasi. Namun jika
kemudian pasal dalam rumusan undang-undang tersebut justru sengaja dan secara
sadar dan dengan sedemikian rupa dirumuskan untuk mempasung kebebasan
berbicara, pendapat, tulisan, dan ekpresi, secara tegas mereka menolak Pasal 27
ayat (3) UU ITE.

Selanjutnya, Edy Cahyono dkk menyampaikan alasan-alasan permohonan

mengajukan pengujian undang-undang, yakni bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE

'*7 Indonesia, sebenarnya telah memikirkan problem-problem yang timbul dari perkembangan
teknologi informasi lersebut. Sehingga pada Tahun 2008, Indonesia akhimya mengeluarkan
Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2008 tenlang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang
biasa disebut sebagai Ul ITE. UU ITE ini mengkonsolidesikan berbagai aspek terkait dengan
teknologi informasi elektronik secara lebih spesifik, lebih khusus dan komprehensif.
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telah bertentangan dengan UUD 1943, yakni Pasal 1 ayat @)% Pasal 1 ayat
(3)'”, Pasal 27 ayst (1), Pagal 28", Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)'* Pasal
28D ayat 1)'®, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)'®, Pasal 28F'%, dan Pasal 28G
ayat (1} UJOD 1945'%

Edy Cahyono dkk mendalilkan behwa dalam UU ITE pada Bab VI
tentang Perbuatan vang Dilarang pada Pasel 27 ayat (3) disebutkan bahwa,
"Setiqp orang dengan sengajc dan tenps hak mendistribusikan dow/afan
mentransmisikan daw/aian membuat dapat disksesnya Informasi Elekironik
dan/atau  Dokumen Elektronit yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran name baik”

15 pasaf 1 syat (2) WUD 1945 : “Kedaulatan berada d tangon rakyat daa difaksanakan menun
Undang-Undeang BDasar”,

Y2 pasal T ayal (3) UUD 1945 : “Negars Indonesia adalah negara hukum®.

' pasal 27 ayak (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam fukum
dan pemerintahan dun wajib menjunjung hukum dan pemerintahan it dengan fidak ada
kecualinya”.

18 pased 28 LN 1945 “Kemerdekaan herserikat dan berknmpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan den wlisun dannsebagainya ditetapkan dengus undeng-ondang”.

2 pacal ZRC UIUD 1945 (1) “Setisp orang berhsk mengembangkan diri melalul pemsniban
kebutuhan  desarnys, berhek mendspst pendidikan dan memperoleh menfbmt dari Hmu
pengeiahiuan dun teknologl seni dan budays, dumi meningkatkan kuslites hidupnya dan demi
kesejahtersan vua manusia”,

{2) “Setiop orang berhek mmtuk memsjukan disinye delam memperpmgken haknys secara
kolektif untuk membangun masyaraked, hangss, dan negarsnya®,

'8 pacal 2813 ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang beehak ates pengakunn, faminan, perlindurgan,
dan kepastion hukum yang udi! seria perlakwan yang sama di hadapan hukum™,

' Pasal 28E UUD 1945 :

(2} “Setiap orang berhak mas kebebasan meyaking kepercaysan, menyatakon pikiran dan sikap,
sesuai huti muraninya®,

{ga} YSetiap orang berhak sias kebebasan barserikat, berkumpul, don mengelusrkan pendopat®,

" Pasal 28F UUD 1945 : “Setiap orang berhak untok berkomanikasi dan memperoleh informasi
unwk mengembangkan pribadi dan lisghungen sosialayva, seria berdk untuk mencard,
dengan menggunakan segala jenis saluran vang tersedia”™

" Pagal 28 € syat (1) UUD 1945: “Setlep orang borhak stas perfindungan dirt pribedi, ketuargs,
kshormatan, murisbat, dun herlg benda yang Jf baweh kekuasaanye, serta berhak aias mss aman
dan perlindungan dari snceman kemkigen untuk berbual alau Gdak berbusl sesusfu yaeg
merupakan hak asesi”
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Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik memnat kaidah sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat
{1} yang berbunyi, “Setiap orang yang memenuhi wunsur sebagaimang dimaksud
datam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara poling loma 6 fenam) tohun don/otou denda  paling  banvok
Rpl GG0.000.000 00 (satu miliar rupiah).”

Dalam perumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ada 3 (tiga) unsur yang
haros dicermati vaityy 1) onsur kesenpapan dan tanpa hak, 2} umsur
mendistribusikan, mentragsmisikan, membuat dapat diaksesnya informast
danfatau dokumen elektronik; dan 3) unsur memiliki muatan penghinaan danfatats
pencemaran narma batk, Menurut Bdy Cahyono dikk, beberapa terminologi
penting dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam Ut ITE yakni
pengertian “mendistribusikan™'®, dan pengertian “mentransmisikan”.

Distribution menurut Black’s Law Dictionary, Eight Edition, halaman
508 adalah 1. The passing of persoral praperiy to an intestate decedent’s heirs,
specif, the process of dividing an estate after realizing its movable assets and
paving out of them its debts and other claims againts the estate 2. the act of
process of apportioning or giving ouf . Sementara  “mentransmisikan” menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia'™, adaleh mengirimkan atay meneruskan pesan

dari seseorang {benda) kepada orang lain (benda lain).

¥ pengertian mendistribusiken menurul Kamus Besar Bahesa Indonesia, Bdisi Keligs torbilan
Pusst Behass Deportemen Pendidikan Masionel, hal. 270 adalah menyelurkas (membagikan,
mengirimkan} kepmds boberaps orsng aey ke buberaps fompat (seperti paser, toko}

B wamus Besar Bahasa Indonesia, Bdisi Kedga terbitan Pusal Bahass Departemen Pendidikan
Wasional, hat 1204,
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Pengertian transmit menurut Black™s Law Dictionary, Eight Edition,
halaman 1537 adalah 1. To send or transfer (a thing} from one person or place to
arother 2. Jo communicate. Pengertian #ransarission menurut Black’s Law
Dictionary, Eight Edition, halaman 1537 adaleh Civi] Ime. The passing of on
inheritance to an helr. Sedangkan pengertian " Akses” berdasarkan pasal 1 angka
15 UU ITE adalah “Regiutan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yong
berdiri sendivi ateau daleom jaringan.”

Edy Cahyono dkk mendalitkan bahwa pengertian muatan muatan
penghinaan dan/atan pencemaran nama baik juga tidak dijelaskan dalam undang-
undang ini, Karena tidek dimasukkanniya pengeriian muatan peaghinaan dan/atay
pencemaran nama baik juga tidak dijelasken dalam penjelasan undang-undang ini
maka pengertian fersebut akan di carikan padenannya dalam tindak f)idzma
penghinaan dan pencemaran nama baik dalatg KUHP yang berlaku Bila
pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE
tersebut meryjuk dari KUHP, maka pengertian muatan peoghingan danfatau
pencemaran nama baik tersebut justru aken diardikan maupun termust seeara luss,

Masih menurot kuasa hukum Pemohon, dalem: BAB XVI Buku I KUHP
dengan judul penghicaan saja telah  memuvat begitn banyak pengertian
penghinaan. Misalnya Pasal 310 tentang penistasn, Pasal 311 sampal dengan
Pasal 314 tentang :ﬁemﬁmah, Pasal 315 tentang penghinaan biasa dan Pasal 316
tentang penghinaan tethadap Pegawat Negeri, Pasal 317 tentang penghinaan yang

bersifat memfitnah, Pasal 318 tentang perbuatan menuduh yang bersifat
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memfimah, Pasal 319 tentang tindak pidana aduan, Pasal 320 dan Pasal 321
tentang penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia.'®®

Disamping penghinaan terhadap kepala negara dan kepala negara
sahabat, KUHP juga memuat beragam delik pen ghinaan terhadap lambang-
lambang negara seperti penghinaan terhadap Bendera Kebangsaan Indonesia,
Pasal 154a, dan juga penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara sahabat,
Pasal 142a. Bahwa selain itu KUHP juga memuat delik penghinaan terhadap
agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 156a KUHP.

Lebih lanjut Edy Cahyono dkk menilai bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE

1% Menurut Frans Magnis

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum
Suseno, negara hukum'’' didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan
negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi
landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil.

Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan

1% Disamping pasal-pasal tersebut KUHP juga memuat pasal-pasel penghinaan lainnya yakni
Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 tenlang Penghinean terhadap Presiden atau Wakil Presiden
(vang mana telah diputus oleh MK sehingga tidak berlaku mengikat [agi), dan Pasal 142 tentang
Penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat.

'" Konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) Pembagian
kekuasaan, (3) Pemerintahen berdasarkan undeng-undang, dan (4) adanya Peradilan Tata Usaha
Negara. Ciri penting negara hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) Supremacy of
low, (2) Equality of law, (3) due process of law. The International Coemmission of Jurist,
menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (I) Negara harus tunduk pada hukum, (2)
Pemerintahan menghormati hek-hak individu, den (3) Peradilen yang bebas dan tidak memihak.
"' Menurut Jimly Assidiqie dalam “Konstifusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, terdapat 12
prinsip pokok negora hukum yang berlaku di jaman sekarang ini yang merupakan pilar utama
yang menyengpa berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai negara hukum
dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah: 1. Supremasi hukum
supremasi of {aw); 2. Persamaan dalam hukum {equality before the law); 3. Asas legalitas {gue
process of law); 4. Pembatasan kekuasaan; 5. Organ-organ eksekulif yang bersifat independen; 6.
Peradilen yang bebes dan tidak memihak (impartial and independentiudiciary); 7. Peradilan Tala
Usaha Negara (administrative courf); 8. Peradilan Tata Negara (constitusional court); 9.
Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10. Bersifal Demokralis (democratische rechsiaat); 11.
Berfungsi sebapai sarana mewujudkan tuwjuan kesejahlerazn (welfzre rechtsstaat), 12.
Transparansi dan kontrol sosial.
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adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan
utama untuk menuntut agar negara disclenggarakan dan menjalankan tugasnya
berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlskuan yang sama (3) |
legitimasi demokratis, dan (4) mintutan akal budi.

Di dalam negara hukum, aturen perundangan-undangan yang fercipla
harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Jimly Asshiddigie!”” mengutip
Wolfgang Friedman dalam bukunya "Law in a Changing Society” yang
membedakan antara organized public power (the rule of law dalam asti formil)
dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materiel), Negara hukum
dalam arti formil (Idasik} menyangkot pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu
datam artt peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tenty menjamin
keadilan substanstif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau the rule of
JFust taw yoerupakan perwujudan darl negars hulam dalam luas yang menyangkt
pengertian keadilan di dalamnya, vang menjadi esensi daripada sekedar
memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.. Karenanyz e
rule of law juga dapat dimaknaj sebagai “a legal system in which rules are clear,
well understood, ond fairly enforced ” Salah satu ¢iri negara hukum adalah
adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan
transparansi.

Prinsip bahwa negara Indonesia adalah pegara hukom dalam UUD NRI
1945 dijabarkan dalam pasal-pasal dalam UUD 19435, antara lain Pasal 20 ayat

(1), “Dewan Perwokilan Rokyat memegong kekuasaw: membentuk undang.

2 simly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstlivsionalisme Indosesia, Jekarta Setjen dan
Kepaniteraan MK, hal. 152
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undang”. Namun demikiran, kewenangan ini diberikan bukan tanpa batas-batas,
melainkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri.
Selanjutnya, Pasal 20 ayat {2) menyatakan, “Setiap rancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama’.

Karenanya, kuasa hukum Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal
27 ayat (3) UU ITE tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan
dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan Pasai 27 ayat (3) UU ITE vyang
menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendisiribusikan
dan/atau mentransmisikan daw/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/ataw Dokumen Llekironik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik”, menurut kuasa hukum Pemohon adalah
rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-
wenang. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak jelas dan sumir,
merupakan benfuk pelanggaran atas konsep negara hukum (the rule of law)
dimanz “a legal system in which rules are clear, wellundersiood, and fairly
enforced”.'”

Lebih lanjut dikatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah
melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau
the rule of law karena bertentangan dengan asas Jegalitas, prediktibilitas, dan

transparansi. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) ITE juga dinilai melanggar asas

' permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (entang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang diajuken oleh Edy Cahyono dan kawan-kawan, diakses
dari woww.mahkamabkonstitusi.go.id pada tanggal 12 Febaruari 2009
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legalitas dan predikibilitas’’ melanggar ketentuan dan norma-norma hak asasi
manusia yang diskul dalam konstitusi,

__ Dikatakan puls bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil
menurut Lon Fuller dalam bukunya The Mordlity of Law (Moralitas Hukum),
diantaranya yaitu

1. Hukum-hukum barus dibeat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti

olch rakyat biasa. Fuller juga menamgkan hal ini juge scbagal hasat

untuk kejelasan;

Aturan-aturan tidak boleh bertentangan'™ satu sama lain;

Dalam huloum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh digbah-ubah setiap

waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya

kepadanya;

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan
dengan pelaksanaan senyatanya.!”

W

Menurit Prof HA.S MNatzbaya pada unsur “materi muatan” peraturan
perundang-undangan perfu diadakan dan perdu ditingkatkan hannonisasinya baik
dengan menggunakan Jesipen UUD 1945 (eksternal vertikal) maupun

penyesuaian deagan matert muatan peraturan  perundangundangan  lainoya

V% Ketentoan Passl 17 syst (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 fenfang Informasi dan
Transakst Elekfronik wiah mclangpar osas predileibitites yang mevupakan cirk-ciil dad adanya
Lepastian yang merupakan baglan senting dord kengepst negara hukum, yang forkandung dalam
Pasal 280 ayat (1) UUD 1945,

5 {Ipdang-Ungang Memor 10 Tabun 2004 teniang Pembentukan Peratoran Perundang-undangen,
asas-ases pembentukan poraturan perundanguadangsn yang baik yaite: o Asas kejelasan tuinan,
yait babwa setiag pembentukan peraturan perundanp-undangan herus mempunyal tijuan yang
Jelas yeng hendak dicapal, b, Asse keduyapunsan dan kehasilgpunean, yaity seiiap perstupan
perundangundangan dibust karens memang bendr-benar dibuwtubken dan bermanfant dalsm
mengator kehidupan masyarakal. ¢ Ases kejelasan rumusan, Asas kejelasan rumusan, vaitn
seliap peraturan perundang-undsngan harus memenuhi persyaratan leknis penvusunan peraturin
perundung-undangan, siswematika dan pilihan kata atau lerminologi, serta bahasa hukumnys jelas
dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagal macam interpretasi delam
pelaksanaanya. 4. Asas keterbukean, vaitu bahiwa dalam proses pembentukan peraturan
persndang-undangan mulat deri perencanasn, perstapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat
iransparan dan terbuke. Dengan demikian sclurub lapisan masyerakal mempunyai kesempalan
yang selussivasnye  unluk  memberikan musvken delam  proses  pembusian  peraluran
perzdangundangan,

% Permeohonan Pengujian Pesal 27 ayai {3) Usdang-Undang No 11 Tabun 2008 tenteng
Informasi dan Transaksi Elnkironik vang diajukon sleh Edy Cahyono dan kawan-kawan, diakses
dasi veow meddmebboonstitush. oo bd pada tangpal 12 Pebarunri 2009

{niversitas indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



87

{eksternol  horisontaly yang sempurpa dilandast asas-asas materi mualan
peratran  perundang-undangan, Kalan hubungan ekwernal vertibod tdak
harmonis peraturan perundang-undangan tersehut nantinya dapat saja diuji di MK
atzu MA stau dapat dibatalkan pemerintah {peraturan perundang-undangan
tingkat daerah). Sedangkan kalau tidak harmonis secara ekstermal horizontal,
peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tumpangtindih denpan peraturan
perundang-undangan  jainnya yang dapat merugikan masyarakat sehingga
akhirnya bisa menimbulkan ketidakpastian hulum (rechtsonzeerheid)'’’.

Pada unsur “teknik” peraturan perundang-undangan, harmonisasi periu
diadakan  dan  ditingkatkan  pelaksanaannya  schingga  peraturan
perundangundangan tersebut tersusun secara sistematis tidak tumpang tindih. baik
internal maupun ckstemal, maupun secara forizontal atau verifkal, Pengnasaan
(ketermmpiian} teknik penyusunan pératuran perundang-undangan bagi pejabat
pembentuk  perundang-undangan  (khususnya para  perancang peraturan
perundang-undapgany meropakan comditio sine guomon kalau tidek ingin
dibasitkan peraturan perundang-undangan yang amburadul balk sistematikanya
maupun penormazsanys, yang dapat bermuara kepada kelak tidak cfektifnya
peraturan tersebut di masyarakat den dapat saje dinjinya peraturan terssbut baik
di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.'”

Lebil laniut, kuasa hukum Pemochon menilai Pasal 27 ayat (3) UU 12

melanggar prinsip.prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dalam sebush

' H.AS. Nuatabays, Sisiem Perotwen Perundeng-Undangan Indonesia, Jakaria: Sckjen MKRI,
Z006, hal. 35

" www Jegalitas.org, Harmonisasi peraturan penundang-undangen, dizkses pada tanggal 28 Mei
2009,
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negara vang berdasarkan kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya suatu
mekanisme vang secara teratur dapat dipertangpung jawabkan dalam memilih
para penyelenggara negara. Indonesia sebagai salab satu negara yAng menganut
paham demokrasi telab memberikan jaminan konstitusional yaitu melalui Pasal |
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,

Selanjutnya, kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat (3)
UU ITE juga melanggar Asas Lex Cerfa'™ dan Kepastian Hukam. Menurut Jan
Remelink syarat fex cerfn sering dikaitkan dengan kewaliban peaibuat undang-
undang untuk meromuskah suatu ketentuan pidana. Lebih lanjut dikatakan bahwa
perumusan ketenduan pidana vang fidak jelas atau terlalu rumit hanya zkan
memunculkan ketidakpastian hukum. Sbagai ketenwian yang mengatur kaidsh
laranpan dan memuat sanksi pidans, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat
dengan syarat lex certa, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperined
dan rumusan vang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan.

Masih menurut Anggara dkk, Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat berpotensi
disalahgunakan. Dalam KUMP seperti yang telah di paparkan diatas, telah ada
bantyak penggolongsn dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran
nama baik ini. Apabils dibubungkan dengan objeknya maka terhadap kejshatan
ini dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian, yaitu penghinasn dan

pencemaran nama baik ferhadap pejabat negara atau pegawal negeri dan

1% Lex Certa artinya undang-undang yang dicumuskan terperinci dan cermat.
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perighinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu. ' Apabila
dihubungkan dengan jenisnya maka penghinaan dapat digolongkan ke dalam 3
(ltma} jenis yaite menista, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan
persangkazn palsu. Namun dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekironik, penghinsan dan pencemaran nama baik
tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga
berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik..'®"

Selain itu Pasal 27 syat (3) UU ITE berpotensi melanggar kebebasan
berekspresi, berpendapat, menvebarkan informasi. Kebebusan berekspresi
merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Hal ini dikuatkan dalam
sidang pertama PBB pada Tahun 1946, sebelum disshkannya Universal
Declaration on Human Rights 1948, Majelis Umum PBB melalui Resolusi
Nomor 59 (I) telah menyatakan bahwa, Yhak atas informasi merupakan hak asasi
manusia fundameniol dan | standar dari semug kebebasan yang dinyatakarn
"suci” oleh FBE". Kebebasan berekspresi juga merupakan galsh satu syarat

penting yang memungkinken berlangsungnya demokrasi dan partipasi publik

'* Komariah Bmong Sapardjaja, Ajaran Sifat melawan Hukom Materie! dalam Hukem Pidana
indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan erkembangannes dalem Yarisprudensi, Alomnl,
Bandung, 2002, hal. 5.8

¥ AAG. Peters dan Koewrian Siswosabroto, (ed). 1990, Hubum dan Perdembangan Sosial Bukn
Teks Sosiclogi Hukun. lakaria: Pastka Sinar Harapan, Hal. 6162
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dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi'® ini tidak hanya
penting  bagi  martabat  individu, tetapi  juga wuntuk  berpartisipasi,
pertanggungiawaban, dan demokrasi. Pelanggaran terhadap kebebasan
berckspresi seringkali terjadi berbarengan dengan pelangparan lainnya, terutama
pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan uniuk berserikat dan berkumpul
seperti yang dimaksudikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19435,

Pada akhirmya, Edy Cahyono dkk memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan penguiian
Pasal 27 ayat {3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 teniang Informasi dan
Transaksi Elekromik, sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian nadang-
undang para Pemohon;

2. Menyatakan materi mvatan Pasal 27 avat (3) UU ITE bertentangan
dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal | ayat (3), Pasal 27
ayat {1), Pasal 28, Pasal 23C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1},
Pasal 28E ayat {2) dan ayat {3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat {1} UUD
19435;

3. Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mempunyai
kekuatan bukum yang mengikat;

4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang
mengabulikae permohonan pengujian Undeng-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945
uniuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu seimim«
lambatnya tiga puluh (30) harf keria sejak Putusan diucapkan,’®

*% suminan terhadap kebebasan bereksprasi dan kemerdekasn menyatakan pikiren dan pendapat
secars Hisun dan tolisen it secara eksplisit distur 4 dalam Bab X Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3),
dan Pasal 28F Amandemen Kedua UUD 1945, yang menyatakes: Pasal 28E UUD 1945 (2
“Setiap oramg berhak atas kebebasan meyekini kepercayoan, menvatakan pikiran don sikep,
sesugi dengon Aot nuraninpa® {31 "Setiap oreng berhok ates kebebasan berserikal, herkumpud,
dan mengeluarban pendapet” dan  Pasal 28F UL 1945 "Setiap orang berkak uniuk
barkomunikasi dan memperoleh informesi wunk mengembonghon pribedi den lingkungan
sosivinya, serta berbek wniuk menceri, mengeroleh, memilidl menyimpon, mengoloh, den
m&:&y&m;?m informeasi dengan mengguneken segala Jenis safuran yang tersedio™,
¥ Mabhkamah Konstitusi, Putiusan Mahkamak Konstitusi Perkars Namer 2P UUVIEG08
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3.3. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2068 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Pemerintah vang diwakili oleh Menter! Komunikasi dan Informatika dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam sideng pleno di Gedung
Mabkamah Konstitusi, pada tanggal 22 Januari 2009, metnberikan tanggapan
atas permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008
ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitasi, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewemangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-

Undang, vaitu :

2. perorangan warga negara indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Nepgara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang;

¢. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara, '™

Kemudian dalam penjelasannya dinyatskan, bahwa yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak-bak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943, Lebih lanjut Mahkamabh
Koustitusi RI sejak putusan Nomor Q06PUUIA2005 dan putusan Nomor
11/PUU-¥72007, serta putusan-putusan selanjutnys, telah memberikan pengertian
dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut

I Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 1esuang Mahkameh Konstins
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Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi harus memenuhi § (lima) syarat yaitu;

a. adanya hak konstitusional Para Pemohcn yang diberikan oleh
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. bahwa hak konstitusions]l Para Pemohen terssbut dianggap oleh
Para Pemohon tefah dirugikan oleh suaty Undang-Undang yang
diuji;

c. bahwa kemgian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud
bersifat spesifik (khwusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya bubungan sebab akibat {causal verband) antara kerngian
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk divji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikebulkannya permobonan
maka kerugian kongtitusional vang didalilkan tidak aken atan tidak
lagi terjadi.

Menurut Para Pemohon delam permohonannya bahwa dengan berlakunya
ketentuan Pasal 27 ayat {(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, maka hak dan/atan kewenangan
konstitusionalnya dirogikan, dan karenanya menurnt Para Pemohon ketentuan
Undang-Undeang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk
dianggap bertentangan dengan kefentuan Pasal 284, Pasal 28C ayat (1) dan ayat
{2), Pasal 28D ayat (1}, Pasal 28 avat {2} dan ayat (3), dan Pasal 28F Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pihak Pemerintah mempertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah
sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga apakah
keruglan konstitusional Para Pernnohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aldval

atau setidaknya bersifat pofensial yang menorut penalaran yang wajsr dapat
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dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causaal verband)
antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah juga tidak sependapat dengan dalil Para Pemochon yang
menyatakan bahwa Pangeilan Polisi Satuan Cyber Crime POLDA Metro Jaya'®
Nomor: Pppg/ 2070/ VIV 2008/ Direskomus, uontuk penyidikan perkara
pencemaran terhadap Sdr. Alvin Lic di Internet dengan dasar Pasal 27 ayat (3} jo
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 fenfang Inforntasi dan
Transakst Elektronik, dianggap telah merupikan hak den/atau kewenangan
konstitusional Para Pemohon, dan karenanya dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut
Pemerintah ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transasksi Elekironik tidak semata.mata ditujukan kepada sublek hukum
tertenty, tetapl ditujukan terhadap selizp orang sebagal penegasan penggunasn
frasa "Settap Orang"™ vang dengan sengata melakukan tindak pidana penghinasn
dan/alau pencemaran nama batk, Dengan perkataan lain menurut Pemerintah
ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik merupakan bentuk perlindungan umum (general prevention) yang
diberikan oleh negara (konstitusi) terhadap setiap orang, termasuk Para Pemohon
itu sendiri.

Pemerintah juga menilal permohonan Para Pemmohon tidak jelas, tidak
tegas dan kabur (obscur libelley dalam mengkonstruksikan adanva hak dan/atau

kewenangan konstitusional vang dirugikan oleh keberlakuan ketenfuan Undang-

**¥ Sout ini yang memiliki Unit IT dan Cyber Crime baru dua yakni Mabes Polri dan Polda Metro
Fyya. Unit IT dun Cyber Crime Mabes Polri dipbapin oleh Kombes Pol Dr Patrug Relnhard
Gulose,
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Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena
Para Pemochon dalam permohonannya termysta menitikberatkan kepada adanya
kewenangan-kewenangay  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dalam
menjalankan profesi jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Jika demikian halnya maka yang terjadi
adalah pertentangan dan ketidaksinkronan (disharmeni) antara undang-undang
yang satu dengan vang lainnya (driam hal fni antara Undang-Undang Nomor 40
Tzhun 1999 fentang Pers dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), hal demikian menjadi kewenangan
pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengharmonisasikan,
mensinkronkan melalut  mekanisme  Jegislative  review, bukan  melalui
constitutional review'™ di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pemerintah, harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas
norma undang-undang {constilutionol review) dan persoalan vang timbul sebagai
akibat dari penerapan svate norma-norma undang-undang di sejumiah negara’
dimasukkan ke dalam rmng lingkup persocalan gugatan atau pengaduan
konstitusional {constitutional complaing) yang kewenangan mengadilinya juga
diberikan kepada Mahkamah Xonstitusi. Dalam hal pengujian konstitusionalitas
norma undang-undang (constitutional review), yang dipersoalkan adalah apakah
suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi,
sedangkan dalam hal gugatan atau penpadusn Konstitusional (constitutional

complaint), yang dipersoalkan apakah suatu perbuatan pejabat publik (atan tidak

1 Menurat Fimly Asshiddigic, terdapat beberapa mode! pengujian persturan perundang-
undengan, yakni legisiative review, constitutiona! review dan bahkan governmient review,
¥ Negara yang relah muensrapkan constitutional complaint antara lain Jerman dan Korea Selatan,
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berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (basic rights)
seseorang, yang antara lain dapat tetjadi karena pejabat publik yang bersangkutan
keliru dalam merafsirkan norma undang-undang dalam penerapannya'®. Selain
itu, menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh Para Pemohon apakah
seluruh proses penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan telah sesuai
prosedur yang berlaku, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mencerminkan proses peradilan yang baik (due process of law), atau
apakah putusan pengadilan tersebut dianggap telah mencederai dengan rasa
keadilan Para Pemohon? Jika demikian halnya maka Para Pemohon dapat
melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjavan kembali
(harzening).

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah fimbul
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya
ketentilan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, karena itu kedudukan hukum (legal
standing) Para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

188 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang kemudian diperiegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkameh Konstitusi, bahwa Mehkmah Konstitusi antara lein mempunyai kewenangan
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (constitutional review) dan tidak
memiliki kewenangan constitutional complaint.
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Setelah menyanpaikan argumentasi bahwa Para Pemohon tidak
memiliki legal standing atau kedudukan hukum atas pengujian konstitusionalitag,
selanfutnys Pemerinteh  menyampaikan  penjelasan/argumentasi  bahwa
keberatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melapggar prinsip negara hukum dan
prinsip kedaulatan rakyst. Menurut Pemerintsh, prinsip negara hukwmn dan
kedaulatan rakyat dalam realisasinya teloh menjadi norma dalaro Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga prinsip-prinsip tersebut
sehagal cits hukum sken dan harus tercermin dalam peraturan perundang-
undangan nastonal. sebagai contoh dalam kasus ini adalah Undang-Undang Hak
Asasi Muanusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Advokat. Hak-hak
konstitusional Para Pemohon sesungguhnya sudah dilamin oleh undang-undang
tersebut. Dengan demikian sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai
dengan undang-undang yang mengaturnya, contoh: profesi jumnalis berkaitan
dengan Undang-Undang Pers, atau profesi advokat berkaitan dengan Undang-
Undang Advokat, maka kekhawatiran/ketakutan Para Pemohon menjadi tidak
heralasan sepanjang melaksanakan profesinya sesuai dengan undang-undapg
dimaksud.

Lebih lanjut Pemerintah berpendapat bahwa, salah satu tujuan umdang-
undang, sebagai barometer alan ukuran penpaturan ferbadap perbuatan-perbualan
yang bersumber dari konstitusi #u sendini (hak-hak konstitusional), akan etapt
dilain  pihak  undang-undang juga berperan unfuk  melindungl  hak-hak
konstitusional dert pihak-pthak vang wailb mendapat perlindungan hukum.
Dengan demikian harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bumegara dapat fercipta, Dalam kehidupan bermasvarakat, berbangsa dan
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bernegara, harkat dan martabat setiap orang adalah tak ternilai harganya
(immateriil). Pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang
kehilangan kepercayaan dari publik sepanjang hidupnya, tidak hanya terhadap
dirinya sendiri melainkan juga terhadap nama baik keluarganya. Demikian pula
halnya dalam lingkup kehidupan keperdataannya, banyak mitra yang akan
berpikir kembali untuk membuat perikatan dengan orang tersebut. Sementara
pada prakteknya, mekanisme pemuliban kembali atas hak tersebut seringkali
teramat sulit dilakukan bahkan cenderung tidak proporsional karena tidak ada
jaminan pemulihan hak yang sepadan baik dari aspek (i) ruang, (ii) waktu,
maupun (iii} dampak/akibatnya. Akibat snatu pemberitaan pada suatu ruang dan
waktu tertentu telah secara nyata langsung menimbulkan multiplier effect
(chilling effects) yang bergulir terus tanpa kendali sebagaimana layaknya snow
ball. Ironisnya, pemulihan hak tersebut sering tidak mendapat ruang dan waktu
yang sama, demikian pula dengan dampak seketika yang langsung dirasakan oleh
si korban, Oleh karena itu, kepentingan hukum adanya rumusan tindak pidana
pencemaran nama baik adalah guna keseimbangan antara hak kebebasan
berpendapat dengan hak perlindungan harkat dan martabat setiap orang.
Meskipun pada satu sisi setiap orang dijamin kebebasan berbicaranya, namun hak
tersebut jangan sampai disalahgunakan sehingpa setiap orang dengan mudahnya
dapat memfiinah, menghina atau mencemarkan nama baik orang lain tanpa
ancaman pidana yang cukup berat, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan
ketidak adilan.

Menurut Pemerintah, pokok persoalan yang menjadi dalil Para

Pemohon pada intinya berkaitan dengan kegiatan profesi yang bersangkutan
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sebagai jumalis, advokat dan penggiat HAM yang berlandaskan kepada undang-
undang yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari pemberitaan yang akan dan
telsh  dilalukan dengan menggunakan media internet, kemudian  yang
bersangkutan disangka, telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Lebih lanjut Pemerintah memaparpakn unsur-unsur dari Pasal 27 ayat
(33 UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang;

dengan sengais;

tanpa hak

mendistribusiken danfatau mentransmisikan danfatan membuat
dapat diaksesnys Informasi Elekironik dan/atau  Dokumen
Elekironik;

e, memiliki muatan penghinaan dan/atan pencemaran nama baik'®;

L

Pemerintah menilai unsur  “memiliki muatan  peghinasn  dan/atan
pencemaran nama baik® adalab menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku I
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinazn (befeediging}
khususnoya berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 XUHP, Sementara unsur “tanpa
hat” akan menjadi batu ujian dapat atau tideknyas dituniut dalam pengertian
sepanjang seorang Jurnalis melakukan tugas jumalistiinya. Pemerintah kembali
menegaskan bahwa, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informaesi dan
Transaksi Elektronik mempertimbangkan perkembangan dan  kemajuan
Teknologi Informasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan
kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah
mempengaruhi lahimya bentuk-bentek perbuatan hukum baru sehingga perlu

sila dilakukan pengaturan tersendivi (s geweris) dan tetsp menjunjung tinggl

% {ihet Pasal 27 ayat (3} Undang-Undang No 11 Tahun 2408 tentang Informesi dan Transeksd
Eielronil
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prinsip dan kaidsh hokum yang sudsh ada termasuk yang dimuat dalam KUHP,
Karenanya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadeannya karena
dieamping keberadean pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU
ITE yang menggunakan media Informssi Elekironik/internet  memiliki
karateristik yang sangat khusus dan borderless serta dapat menyebarkan
Informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat, dengan demikian perlu diatur
tersendiri (3w gereris).

Lebih lanjut Pomerintah beragumeniasi bahwa delik penghinasn dan/atau
pencemaran nama baik sebagai deltk umum bukanlah sesuatu yang baru karena
pengaturannya selain terdapat dalam KUHP, juga merupakan general principle of
Imv yang diakul secara universal keberadaannya. Dengan demikian, keberadaan
pasal ini dalam UU ITE merupakan ketentuan suf generis schubungan dengan
berkembangnya instrumen barm berupa teknologt informasi dan komunikasi vang
memiliki sifat eskalatif berdaya jangkau global yang akan tersimpan dan dapat
diakses secatz luas di jaringan virtual berbasis teknologi informast. ™ Harus
digkui bahwa perbuatan pokek yang dilarang dalam Pasal 310 dan 311 KUHP
adalah “penghinaan”. Tidak ditemukan definisi penghinaan dalam penjelasan
pengertian dimuat dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP yang memuat
arti beberapa istilah vang dipakai dalam KUHP, Namun demikian, melalui tafsir

gistematik, dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan deri perumusan

" pernyataan Pemerintah ini menyitir kembali pernystasn Pemohon Twan Piliang bahws media
Internet seperti pedang bermata dua, disamping memberikan kemaslahaton juga dapat dijadikan
sehagal sarana perbustan melawan hukune sehingge kebersdaan UY ITE menjadi mutlak
diperivkzn untuk menjadi dasar pemanfasian Tekeologl Informas: sckaligus sebagel payuns
hukam untule mengatas] berbagal tindakan melewan hukum serla pelangguran-polangearan tndak
pidang teknologl Informast (ovber crime).
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unsur-ansur tindak pidana penghinaan dalam KUHP, yaitu “menyerang
kehormatan ataw nama baik seseorang”.”

Pemerintah, kemmdian menegaskan bahwa nilai hukum yang hendak
dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku
II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan ataw nama baik orang di mata
urmum/publit”. Unsur umum delik penghinaan adalah “sengaja mernyerang
kehormatan atan nama beaik orang lain®. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan
dengan sengafa dan kesengajaan dalam berbuat tersebut, ditujukan untuk
menyerang "kehormatar aiau nama boik orang Jain”. Harus dibedakan antera
“sengofa melakuian perbudian” dengan “sengaia meryerang kehormaian atou
rama batk orang loin”. Yang pertama, lebih menekankan pada kesengajaan
delam melakukan porbuatan, dan perbustan tersebut dilekukan bukan kerena
kealpaan, sedang yang kedua kesengajaan terletak pada penimbulan akibat yakni
agar orang lain yang dituju terserang kehommatan atav nama batknya.

Selanjulnys, Pemenntah berpendapat bahwa pengaturan Pasal 27 ayat (3}
UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terdapat kesamasn tuiuan
pengaturan yaitu untuk memberikan perdindungan hukum terhadap kehormatan
atau nama baik seseorang. Unsur sengaja '™ dalam ketentuan passl tersebut

melingkupi  atau  ditujukan kepada perbuatan “mendistribusikan danfatau

mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

! Sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk herupe: pencemeran [Pasal 310 ayat (1))
pencemaran 1ertulis [Pasal 310 ayat (2)]; fineh (Pasal 311); penghinaan rinpan (Pasal 315}
pengadoan fitnab (Pasal 317); persangkaan palsu ( Pasal 318); dan penghinaan terhadap orang
yang sudeh mati (Pasal 320-321)

192 “Sengajn” dalam Memorie van Toelichting diantikan menghendaki (wilfens) dan mengetahui
(wettens). Jadi “sengaja” dapat diarttkan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.
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dan/atay Dokumen Elektronik yang memiliki muaten penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik”. Schingga pelaku dalam hal ini harus menghendaki
perbuatan mendistribusikan dan/atay mentransmisikan dan/atau membuot dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui
bahwa Informasi danfatau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan
penghingan danfatau pencemaran nama baik,

Sedangkan unsur “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3} UU ITE
merupakan peromusan unsur sifat melawan hukum'™, Perumusan unsur melawan
hukum dafam bal ot unser “anpa hak” dimaksudkan untuk menghindarkan
orang vang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atayt membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atan Dokumen
Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi danfatau Dokuersen Elektronik
terscbut  memiliki mustan penghinsan  dan/atas  pencemaran  nama  baik
berdasarkan hak dapat dipidana. Dengan demikian, pada hakekatiiya Pasal 27
ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi
tegaknyva perlindungas hukum terhadag setiap orang {termasuk Para Pemohon
sendirl), yaiuu berupa kehormatan atau merishat seseorang, sebagaimana
ditenitukan dalam Pasal 28G gyat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak bertentangan dengan hak dan/ateu

kewenangan konstitusional Para Pemochon,

" Unsur “metewan hukum™ disebut juga wedderechtelijb-sebagal unsur konstitniil dari soutu
tindek pidana-yang lebih spesifiky. P engertian melawan hukum dalam hukum pidane dapat
diartikan beclentangan deagen hokum; bertentengan dengen hak stse lanpa kewenangan atsu
tnpa hak,
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Lebik laniut Pemerintab berargumentasi bahwa, ketentuan Pasal 27
ayat (3) UU ITE, tdak berfontangan dengan konstitusi karena meskipun
ketentuan Pasal 28F UUD 194'™ “tetapi dalams pelaksanaannya, kemerdekaan
Pers sshagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 tidakiah bebas-
sehebasnya (fidak absolut), tegasnya ketentvan tersebut dibatasi oleh ketentuan
Pasal 28¢i dan Pasal 287 UUD 1945." Dengan demikian, sesual dengan kaidah-
kaidah ilmu houkum maka penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal
28F UUD 1945, tidzk boleh terlepas dari ketentuan Pasal 28G dan ketentuan
Pasal 287 UUD 1945.1%

Untuk memperkuat argumentasi, pihak Pemerintah memasukkan prinsip-
prinsipdan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disampaikan Hakim
Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Homor 14/PPU-V1/2008 tentang

Pasa!l 28G dan Pasal 28] UUD 1945 berkaitan dengan kebebasan Pers seris

¥ pacal 28F UUD NRE 1945 berbunyi : Seffep orang berfigk suntuk berkomunikasi dan
mempercleh informasi watek mengembangkan pribadt dan lingkungan sosialnye, serta berhak
watuk mencori, mempgroleh, memifiki mesyimpan, mengolah, dun menvampaikan Iformesi
dengan mengganakon segaia jenis suluran yang lersedia.”

¥ Pasal 28 G

{1} Setiap orang berhak alar perlindungan diri prikadi, kefverga, kehormatan, martabd,
day harta berds yang dibawah kekwuzuamye, serie berkok ofas rasa oman don
perlindungan dari angoman Betakuten watuk berbual atou tidak Sarluet sesuaty yong
merupakar hak asasi,

(7 Szhiap orang berhok untek bebas dori penyikzaan daw perlaleion yang merendaidan
derafas mortabnt monusia dan berhak memperoleh suaka polifik dari negara lain,

Pavat 28.)

(8 Setiap orang wajib menghormall hek asasi monusia oreng lain delam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangse, dan bernsgora,

{2} Ddlam menjelankan hok dun kebebasennyve, seficy erang wolib fmdek kepada
pembutasen vang disiophkan dengen wndangundang dengan meksud semato-maty
wntik menjanie pengghuan Seric penghormatun atas hak kebebasan arang loin dan
witnk memenuld tuniutan yung odit sesual dengan pertimbangan morsd, nilointat

_ agema, keamanan, don kelertiban umuns dalam suaty magyarakot desokratis,
1% Penfasivan yang dimaksudkan Pihak Pemerintah ind dalem istilsh ilmu hukur disebut sebagai
cars penefsioan sistenmis (sisfematisehe interpretatie).
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berkaitan dengan eksistensi delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam
sistern hukum nasional, terkutip sebagai berikut:

..... Mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendiriannya terhadap
permohonan Para Pemohon. Namun, oleh karena norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah
norma undang-undang hukum pidana, in casu KUHP, khususnya yang
mengatur tentang atau berhubungan dengan nama baik dan
kehormatan seseorang, maka sebelum secara spesifik menyatakan
pendiriannya terhadap dalil-dalil Para Pemohon, Mahkamah
memandang perlu untuk terlebih dahulu menyatakan pandangannya
tentang kepentingan hukum apakah yang secara umum dilindungi oleh
hukum pidana dan secara khusus yang berkait dengan martabat atau
kehormatan seseorang;

Menimbang, menurut dokirin hukum yang diterima secara umum
dalam hukum pidana, bahwa sifat wmum tindak pidana atau delik
(delict) adalah perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa
sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain  atau
membahayakan kepentingan orang lain. Sementara itu, ada tiga
kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu
kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan
negara. Dalam hal kepentingan hukum individu atau orang
perorangan maka yang dilindungi atau dijamin oleh hukum pidana di
mana pun, termasuk yang diatur dalam KUHP, adalah dapat berupa
Jjiwa (leven), badan (lijt}, kemerdekaan (vrijheid), dan harta benda
(vermogen). Dalam perkembangannya kemudian, di luar keempat hal
tersebut, kehormatan (eer) juga menjadi kepentingan hukum yang
dilindungi oleh hukum pidana karena setiap manusia mempunyai
perasaan ferhadap  kehormatan (eergevoel) sehingga  atas
kehormatannya itu setiap manusia dijamin bahwa kehormatannya
tidak akan diperkosa atau dilanggar. Hak atas perlindungan terhadap
kehormatan inilah yang menjadi objek dari tindak pidana penghinaan
(de mens heeft het recht dat zijn eer niet zal worden gekrenit);

"... Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegas mengakui bahwa
kehormatan, demikian pula martabat, sebagai hak konstitusional dan
oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD
1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan haria benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”. Sementara pada ayat (2)-nya ditegaskan,
“Setiap orang berhak untuk bebas dari pemyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh
suaka politik dari negara lain”;
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Menimbemg, sehagai bukti bahwa ojaran wmum dolam hukum pidana
maupun ketentuan konstitusi yang mengabtur ientang jaminan dan
perlindungan kehormatan atas dirt pribadi merupakan vorma rudam
vang bericiku secarq universal, telah tersyate dari Pasal 12 Universal
Declaration of Humon Rights (UDHR} dan Pasal 17 International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang berbunyi:

Article 12 UDHR
No one shall be subjected 1o arbitrary interference with his privacy,
Jamily, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and
repuiation. Everyone has the right W the protection of the law agoinst
such interference ov attacks’™,

Article 17 FCCPR
i. No one shall be subjected to arbitrary or uriawful interference
with his privacy, family, or correspondence, nor 1o unlawfid atiacks on
his henour and reputation.
2. Everyone has the rgz?ﬁf lo the protection of the law against such
interference or attacks,”

Menimbang bafiwa dengan demikian, baik hukum nosionsl maupun
Fadkunt internasional, menjamin hak setiap orang aias kehormatan atau
nama baik.

Oleh kareng itu, penggunaan kebebasam alou hok seriap orang
tidaklah dapat digunakan sedemvibian rupe iompa batas sehingga
menyerang kehormatan stau nama batk sesearang, Sebab fal demikion
bukan hanya bertentongan dengan UUD 1945 retapi  juga
bertentangan dengon hukum internastongl”

Selanjuinya,

... Muohkomah berperdapat, jika yang dimoksud oleh Pemohon 1
dengen dalil-daliinye adalah adamya anggopun Pemobon | bahwa
pasai-pasal daiem KUHP yang dimofionkan pengujian itu menizdckan
atlau menghilangkan hak aiax Aebebasan menvatakan pikivan dan sikop

¥ Terjemaban bebasnys : Pasal 12 UDHR: Tidek seorang pun dopat digangpu demgan
sewenang-wenang wusen prihadinga, kelwargonve, rumoh-langgope atod hubunger sural-
preryuratnya, fugs wk diparkenankan pelonggaran oty kehormeannya dan rama batkaya.
Setiap orang berhak mendapat perfindungen hukum lerhadap gangguan wian pelanggarah

sgpartl i

”ff;‘erjma}m hebasnya adeleh | Pasal 17 JCOPE @ 1} Tidak oda seorang pun yarg boleh
dicampuri secara sewehnang-wenang ooy secore Hdak soh mesaleh pribodinpn, hetuargenyy,
afou hubungon surot-menywratnyd, demikian pula secara $idek sak dizerang kekormetan ataw
nama baiknya. 3 Setiap grang berhak stas perlindungan hukum terhaday compur fengan atau
serangan depitian.
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sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, don hak
wurtuk bebas berkomunikasi, maka menwrut Mahkamah, anggapan
demikion tidakloh benar. Konytitusi menjamin hak-hak tersebut dan
karena itu regara wajib melindunginya. Namun, podo saat yang samd
negara pun wgiih melindungi hok konstitusions! lainnya yang soma
dergiatnye  dengon hak-hak todi, yaitu hak setiop orang gias
kehormaotan dan martabat, sebagaimana diatur delam Pasal 28G UUD
19435 yang berbunyi,

i Seriap orang berhak atas perlindungem divi pribudi, kehunga,
kehormetian, martabet, don haria benda yong di bawah kekuasaamya,
serta berhak aios rasa amon dom perlindungan dori ancamon
ketokutan untuk berbuct aiau tidak berbuat seswatu yang merupakan
hak asasi;

2. Setiop orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau periakuan
yang merendohkan derajat marighat manusia dan berhak memperoleh
suaka polieik dari negora lain,

Karena adanya kewafiban untuk melindungi hak konstitusional lain
itulah, in casu hak atas kehormatan dan martabat, maka negara
dibenavkan melokukan pembotasan terhadap hak atas kebebasan
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurari, hok unigk
mengeluarkon  pendapat  den  bebas  berkomunikasi  tersebu,
sebagaimana secare tegas dinyatakan dalam Pasal 287 ayet (3) UUD
1943 yang berbunyd, "Dolam mewjalankan hak dan kebebasarmye,
sesiap orang wajih tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undong-undany  dengon  woksud  semata-mata  uniuk  menjomin
pengokuan seria penghormaton atas hak dan kebebasem orang loin
den untuk memenuhi totuton yang adil sesuai dengan pertimbangon
pored, nilai-niled agama, keamanar, dan ketertiban upim dalam suatu
masyarekat domokratis™. Bahkan, tonpa ada ketentuan Pasal 287 avat
{2} UUID 1545 ity pun sesunggubmya pada diri setiap pemilik hak otas
kebebasan itu seharuswva telah ada fesadaran bahwa dalam seliap
hok akan selaly melekor kewaiiban, setidai-tidalarya kewaiiban untik
sidak menyalohgunckan hek ity, Oleh sebab itulah, Pasal 287 ayat (1)
LU 1945 menegaskan, “Setiap orong wajib menghormaii hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegora”, Lebth-lebih untuk hak-hok yewg bersubstansifun
kebebasan, kesadaran akan adonya pembaiasan yang melekat dolam
hak itw merupakan suatu kehorusan.

Sungguh tidak terbayangkan akan ada ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakar, otau bahkan akan ada kehidupan bersama yung
dinamakan masyarakat, jika masing-masing orang menggunakan
kebebasan dengon sesuka hatinpo. Dalam konteks itulah psmbatasan
kebebasan oleh hukum menjadi keniscayaan....”

Qleh karena ity Mahkamah Konstitusi menyimpulican:
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“bahwa nama boik, martabat, wtau kehormatan seseorang adalah
salak satu kepenitngan hukum yeng dilindungi oleh hukum pidana
karena merupakan bagian dari hak kenstitusional warge regara yang
dijaniin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, don karenanya
apabile hukum pidama memberikan ancamean sanksi pidana tertertu
terhadap perbugion yang menyerang nama baik, mariobat, alau
kehormatan seseorang, hal ity tidoklah bertentangan dengan UUD
1945;

Bahwa permohonan Para Pemchon sesungguhvya lebih merupakan
permasalehan  penerapan norma undang-undang,  bukan
konstitusionalitas norma undang-undong;”

Selanjutnya, Pemerintah berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Para
Pemohon dan aps yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah
melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntoian dan memutuskan menghukun
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan
pencemaran nama baik, terhadap orang lain adalah semata.mata dalam rangka
pencrapan normma (mplementas?y svaty undang-undang guna perwujudan
pencgakan hukum (fow inforcemend), dengan perkataan lain hal tersebut fidak
terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji.

Akhimya Pemeriniah berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 27 avat (3}
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 fentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 281> ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F
Undang-Undang Dasar Negarza Republik Indonesia Tahun 19435, serta fidak
merngikan hak danfatan kewenangan konstitusional Para Pemohon, baik

Pemohon Pertama Iwan Piliang maupun Pemohon Kedua Edy Cahyono dkk.
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Untuk memperkuat argumentasinya, Pemerintah menghadirkan saksi ahli,
Dr Mudzakkir, SH, MH", Teddy Sukardi®*®, Arief Muliawan, SH, MH*",
Kombes Pol Dr. Petrus Reinthard Golose,”™ serta dua orang saksi faktual yakni
Sarah Azhari dan Rahma Azhari®®,

Menurut Dr Mudzakkir, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norms
hukins pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum
pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena adas
unsur tambahan yang khusus akibat adanva perkembangan hukum 4i bidang
elektronik/siber, PenafSiran norma vang dimuat Pasal 27 ayat 3) UU ITE
mengenal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari
norma hukum pidana sebhagaimans dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan
yang dimuat dalam Pasel 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukery
pokokidasar {(gerus delict) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam
Pasal 27 ayst (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke
dalam Undang-Undang o guo. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukem
pidana penglinaan dan/stau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3} UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310

dan Pasal 311 KUHP.*®

™ Dosen Hukum Pidana pada Fakulas Hukum Universitas Istam Indonesia dan Angots Tim
RUL BLWP.

% Ahii Teknologi Informasi, saat ini menjabat Ketua Federast Teknoiogi Informasi indonesin

M K epatu Bagian Penyusunan Program Sekretariat JAMPIDUM Kejaksaan Agung dan Anggota
Tim Antar Dep RUU ITE den REP ITE

%2 g epala Unit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Pold, Anggota Tim Antar Dep RUL ITE
dan REFP ITE

* Sarah dan Rehma Ashari sdaiah kakak-beredik yang sama-sama berprofesi sebagei Pesinetron
24 Pondapat Dr Muduzakkir vang disempaiken pads Sidang Pengujien Konstitusionalites Pagal 27
ayal (3) UU ITE, 19 Maret 2009
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Menurut Teddy Sukardi, penyebaran informasi elektronik terutama dengan
surat elektronik dan email yang tidak bertangpung jawab  berpotensi
menimbulkan dampak negatif yang lebih luss dan besar dibandingkan media dan
elektronik. Itu terjadi karena karakteristik yang melekat pada teknologinya

Sarah Azhari menerangkan bahwa di situs prostitusi yang dibuat oleh orang
yang fidak dikenal, tercantum rnama Sarah Azhari, Rahma Azhari, dan Ayu
Azhari yang menyatakan bisa “dibell® atan “di-booking”, tanpa adanys
konfirmasi kepada yang bersangkutan, Hal tersebut menimbulkan rasa malu
terutama di mata keluarpa dan teman-temannya. Rahma Azhari mengaku sangat
dirugikan oleh berita-berita atav pemuatan foto-foto atay gambar-gambar di
internet karena sebagai orang tua dari anak-anaknya yang kelak akan tumbuh
dewasa tidak mengetahui bagaimana memberikan penjelasan kepada anak-
anaknya %

Menurut Kombes Pol.De.Petrus Reinhard Golose, selaku penvidik, UU {TE
¥hususaya Pasal 27 ayat (3) sangal diperlukan dalam penyidikan karena
melindungi tugas kepolisian bukan hanya dalem melakukan penyidikan tetapi
jupa pencegahan kejahatan, Modus operandi vang dilakukan oleh pars pelaku
biga bermacam-macam yang membuat penyidikan sangat rumit karena bisa jadi
berbenturan dengan keberadaan server vang berada di luar negeri yang menganuot

sistern hukum yang berbeda dengan Indonesia.*’

%% pondapat Teddy Sukandfi yang disempaikan pads Sidang Pengojian Konstitusionalitag Pasal 27
ayat (3) UU TTE, 19 Maret 2009

Sarah Azhari dan Rahma Azhod, Kosalsing & Mahkamah Konstitosi, 19 Maret 2609
BT Y ombes Pol Dr Petrus R Golose, "Pasal 27 avar {3} LU FTE dan Penyidikan Cyber Orima”,
disampatkan pada Sidang Plonc Penpuiiap Konstitusionalitas Pasal 27 ayet {3} UU ITE 4
Mahkamah Konsttasi, 19 Margt 2009
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Arief Muliawan berpendapat, banyak ocrang sering salah persepsi terhadap
UU ITE, seolah-olah mengekang kebebasan pers dan melanggar hak asasi
manusia, padahal UU ITE sangat menghareal hak asasi manusia. Dalam UU
ITE, vang dapat dipidana adalah orang yang mentransmisikan, mendistribusikan
dengan sengaja dan tanpa hak. Hal ini berbeda dengan UU Narkotika, peleku atau

korban dapat menjadi tersangka.

3.4, Puotusan Mahkamah Konstitusi afas Pengujfian Pasal 27 ayat 3)
Undang-Undang Neo 11 Tahun 2008 feniang Informasi dan Tramsaksi
Elektronik

Pada tanggal 5 Mei 2009, bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, 9
{sembilany Hakim  Konstitusi  memutuskan  permohonan penguiian
konstitusionalitas Pasal 27 avat (3) Undang-Undang No 11 Tahua 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekironik. Karena permohonan dilakokan dua pihak,
makd Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan yang terpisah, yakni
Putusan Nomor 50/PUU-VI2008 bertanggal 5 Mei 2009, dan Potusan Nomor
2/PUU-VI/2009. Putusan  Nomor 50/PUU-VE2008 dikeluarkan unmtuk
permohonan yang disampaikan Pemohon Iwan Piliang, sementara Putusan
Nomor 2/PUUVIL/2009 dikeluarkan untuk permohonan yang disampaikan Edy
Cahyono dkk.

Terhadap permiohonan pertaina yang diajukan oleh Iwan Piliang, sembilan
Hakim Konstitusi yaity Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota,
bersama delapan Hakim Konstitusi yang lain yakni Abdul Mukthie Fadjar, M.

Arsyad Sanusi, Maruarar Sighaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki,
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Mubammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Harjono, mengadili, menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk sehuruhnya ™,

Sementara untuk permohonan kedoa yang diajukan olch Edy Cabyono
dkk, Mahkamah Konstitusi menyaiskan permohonan Pemchon tidak dapat
diterima. Terhadsp permohontn kedua ini, Hakim Konstitusi berpendirian
berlaku prinsip me #is in idem. Hakim Konstitusi menimbang bahwa dengan
pertimbangan hukum yang sama dengan permaohonan Nomor S30/PUU-VV20S,
vang telah diputus terlebih dabuly karema merupskan permohonan yang
diregistrasi lebih awal, oleh karena pasal, ayat, dan substansi Undang-Undang
yang diuji adalah sama, meka secara mutafis mutandis pertimbangan hukurn dan
amar putugan yang telah termuat dalem Putusan Nomor S0/PUU-VI/2008
bertanggal 5 Mei 2009, menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan yang
fuga berlaku untuk Perkara Nomor 2/PUU-VIL/2009. Oleh karenanya, sekiranya
Mahkamah Konstitusi akan menilai materi permohonannya, maka Mahkamah
Konstitusi  aken memutus permohonan  tersebut  menyatakan  menolak
permobonan Pemohon untuk selurubnya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 60
Undang-Undang No 24 Tabun 2003 fentang Mahkamah Konstitusi®® maka
penmohonan tersebul harus dinyataian tidak dapat diterima ™™

Mahkamah Konstitusi mengawali putusannya dengan wralan bahwa
globalisasi yang bergulir pada tehun 198%-an, bukan saja terkzil dengan

kehidupan ekonomi, fetapi telah melands kehidupan politik, pertahanan,

% Mahkemah Konstitust, Putusan MK Nomeor SGPUU-VE2008

% pasal 60 Undung-Undang Mo 24 whon 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Terhadap materi
mvaten gyal, pasal, danfatay lspgisn delem undang-undang yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan penguiian kembali.

“® Putusan Mabikemah Konstitusi No Nemor 2PUU-VIF2005.
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keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu
pertumbuhan dunia siber (cyberspace). Globalisasi di bidang politik tidak
terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan
demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia
harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh
negaranegara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum
positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah,
doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif
kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal
secara fragmentasi moralilas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas
institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini
dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warpga negara
yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh
tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui
tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mendengung-dengungkan
nilai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan ferhadap nilai-nilai
kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi itu sendiri pada
titik terendah dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu,
karenanya, konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
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ancaman ketakutan untuk berbupat atau tidak berbuat sesnatu yang merupakan hak
asasi !

Magyarakat intermasiopal juga menjuniung tinggi npilai-pilai  yang
memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, dapat
disimak dari Pasal 12 Universal Decloration of Humon Rights (UDHR)??, Pagal
17%* dan Pasal 19 Imernational Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPRI®. Mahkamah Konstitosi berpendapat babwa Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat internasional memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat
hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhiuk Tuhan
Yang Mahs Esa dan merupakan anuperah-Nya vang wajib dihommats, dijunjung
tinpgi dan dilindungi oleh negars, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan dan pmrtebat manusia, Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahon

1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping diatur mengenai hak asasi manusia

I it Pasal 280 ayet (1) UUD 1945),

*1% Pasal 12 UDHR:

“Tidak scoreng poun boleh digamgenr urusan pribadinys, keluargenys, rumah Iangpanys, atau
hubungan surab-menyuminys, dengsn sewenang-wensng, juge tdek diperkenanksn melskadkan
petanggaran #ay kehormatannya dan nama baikoya, Selisp orang berhak mendapat perlindungan
hukum terhadap ganppuanganuan alsy pelangparan seperti ini”.

#13 pasal 17 ICCPR:

L. “Tidak ada seorang pun yeng boleh dicempuri secara sewenang-wenanp elau secara lidek szh
dicampuri masalab pribadi, kelvargs, rumah stau korespondemsinyas, atau secars tidak szh
diserang kehormatan dan nama baiknya®.

2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadep campur tangen atau serangan
tersebut”,

W Pasal 19 TCOPR:

1. “Setinp prang berhek untuk mempunyat pendapat lenps diganggu™;

2. “Seiisp orang berhak atas kebebasan untuk menyaiakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan
untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatiken
medianya, baik gecara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk sent, atau melalui
media leinnya sesuai dengan pilihannya”;

3. Peloksannan hak yang dintur dalem ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung
Jawab khusus, Oleh karena ity hek tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namuon pembatasan
tersebut hanya diperbolehkan apabile distor menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

¢z} menghormaii hak atau nama baik orang lain;

{b) melindungl keamanan sasional ateu kedertiban wmum atau keschatan atau moral masyambkat;
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juga diatur mengenal kewajiban daser manusia, vang dimeknal scbagal
seperangkat kewajiban yang apabila tidek dilaksanakan, tidak memungkinkan
terlaksana dan fegaknya hak asasi manusia, Dalam Undang-Undang a gue diatur
mengenal hak berkomaonikasi dan memperoleh informasi, hak mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolak dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis sarana vang tersedia®’® .

Mahivamah Konstitusi menegaskan bahbwa salah satu esensi demokrasi
adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis
saluran yang tersedia. Xebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi
adalah darsh hilup demokyasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa “demokrasi
adalah komunikasi®. Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinan bahwa
melalui pertukaran informasi, pendapat, dan gagasan yang terbuka, kebenaran
akhimya akan terbukti dan kepalsuan akhimya akan terkalahkan. Berangkat dari
pemikiran tersebut, maka kebebasan berkomunikasi dan memperofeh informasi,
berpendapat, mengeluarkan ide dan gagesan, berkorespondensi dengan pers
adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistemn
politik demokrasi menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi
salah satu ukuran demokratis tidaknya suate sistem politik. Kebebasan pers
dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya,
seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informast. Dalam sigtem politik
demokrasi, keb&hasaxi pers diperlukan sebagai sarana informasi bagl masyarakat,

dan demokrasi hanya akan berjalan efektif jika warga negaranya memperoleh

2 vide Posel 14 ayat (1) dan ayat (2) LU Nowmor 39 Tohon 1999
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akses informasi denpan baik, Kebebasan pers yang meliputi media cetak, media
elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan fulisan. Oleh karena itu kebebasan pers harus
diorientasikan vntuk kepenzingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang
atau kelompok tertentu.

Mahkamah Konstitusi berpeadapat bahwa kemajvan yang begitu pesat di
bidang teknologi informasi felah memberikan sumbangan yang besar bagi
berkembangnya dunia informasi dan fransaksi elekfronik. Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsvat tersebut di satu sisi membawa berkat
bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi
kemanusiaan, Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik ielah
mensmpatkan manusia dalam posisi yang makin paripuma dalam mengemban
misi kekhalifahan di muka b tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan
posisi kemenusisan pada titik trendah ketika penggunean informasi dan
transaksi elektronik dimanfaatkan secars tidek bertanggung jaweb dengan
menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.

Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum
vang tnengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan-keighatan tersebut zkan
membunuli masyarakat dimana kejahatan ity berads, Akan tetapi, membuat
ketentuan hukqm terhadap bidang yang berubah dengan cepat sungguh bukan
perkara yang mudah, sehingga diperlukan perubehan paradigma mode! hukum
responsif seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber
(evberspace). Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang

tidak lagl tunduk pada batssan-batasan feriforial dan hukum tradisional
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memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap
tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul
akibat aktivitas di dunia maya.

Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa meskipun aktivitas internet
sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap
melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (realphysical
world). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan
perilaku manusia di _dunia maya (cyberspace) pun tidak dapat dilepaskan dari
pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum
tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap
masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya
setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-
kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (real/physical
world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia
maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam
masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi,
yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-
hak masyarakat.

Dari penjelasan di atas, Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan
hukum yaitu antara tnelindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat
dengan lisan dan tulisan, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh

informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak-hak konstitusional (constitutional
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rightsy warga negara, berhadapan dengan hak-hsk dasar (basic righis) akan
periindungan terhadap harkat, martabat, dan pama baik orang lain.

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendirfannya yang telsh
disampaikan dalam Putussn Nomor J4/PUD-VI2008, bahwa nama baik,
martabat, atau kehormatan sesgorang adalah salah satu kepentingan hukum yang
difindungt oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional
setiap orang vang dijamizz baik oleh UUD 1945 manpun hukem internasional,
Diengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana terfentu
terhadap perbuatan vang menyerang nama baik, martabat, stzu kehormatan
seseorang, hal itu tidakiah bertentangan dengan UUD 1945,

Berdasarkan atas Putusan Mahkamah fersebut teatang konstitusionalitas
delik penghinaan, akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikat.
Pemohon mendalilkan Pasal 27 avat (3} ULl ITE memperiihatkan adanya
ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih, bertentangan dengan semangat
demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan
bersifat ambigu, kabur, serts ferlalu luas. Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah Konstitusi perlu menjawsb pertanyaan-pertanyaan hukum berikut:
Pertama, apakah hakekat dari dunie maya (ovberspace)? Keduoa, adakah
perbedaan prinsipl] antara dunia maya dengan dunia nyata? Ketiga, bukankah
dunia maya juga fermasuk bagian dari alam nyata (empirik)?

"Terhadap pertanyaan hukum pertama, Mabkamah Konstitusi berpendapat
bahwa dunia siber adalah sebuah konstruksi maya vang diciptakan oleh komputer
yvang di dalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai berikut: (1)

aktualisast diri; (2) wadah bertukar gagasan; dan (3} sarana penguatan prinsip
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demokrasi, Manusia dapat masuk ke dalam sistem data dan jaringan komputer
tersebut kemudian mendapatkan suetu perasaan bahwa mereka benar-bener telsh
memasuki susty roang yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan
realitas-realitas  fisik. Oleh karepa ity aktivitas-aktivitas di dunia siber
mempunyai karakter, yaitu: (1) mudah, (2) penyebarannya sangat cepat dan
meluas yang dapat dizkses oleh siapapun dan dimanapun, dan (3) dapat bersifat
destrulctif dari pemuatan materi penghinaan dan/atan pencemaran nama baik
dengan menggunakan medis elektronik sangat Iuar biasa karens memiliki corak
viktimisasi yang tidak terbatas, Dengan memahami hakekat dunia siber beseria
karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendirl untuk  mengakomodasi
perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan
sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.

Terhadap pertanyaan hukum kedua dan ketiga, menurut Mahkamah
Kenstitusi, pembeda ufama antara interaksi di dunia nyata (realiphysical world)
dan dunia maya {cvberspace) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka
seluruh interaksi dan akiivitas melalul internet akan memiliki dampak bagt
kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalul transter data, melahn
distribusi dan/atay fransmisi danfatav  dapat diaksesaya informasi dan
dokumentasi elektronik juge dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat
ekstrim dan masif di dunia nyata.

Mahkamah Konstitusi berpendapat balhwa penghinaan vang diatur daiam

KUHP* tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik

216 Penghinaan yang Sliakukan secara off line.

Univergitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



118

yang dilakukan di dunia siber”’ karena ada unsur “di muka umunt™. Dapatkah
perkataan uoswr “diketshui smom”, “di muka wmum”, dan “disiarkan” dalam
Pasal 310 ayat {1} dan ayat (3 KUHP mencakup ekspresi dunia maya?
iMemasukkean dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum®, “di muka
umum™, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfish kurang
memmadai, sehingga diperlukan ramusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata
“mendistribusikan” dan/atay “menfransmisikan” dan/atau “membuat dapat
diakses”, Rumusan Pasal 27 ayat (3} telah cukup jelas memberikan pengertian
“mendistribusikan” sebagai “penyalinan”. Pengertian mentransmisikan adalah
interaksi sckejap smiara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut
merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan “membuat dapat
diakses” dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secars langsung dan
memberikan akses berupa alamat tauten, scbagaimans pendapat Akl dari
Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakielasan ukuran den
makna, fumpang tindih yang berarti meagandung ketidakpastian hukum, adalah
tidak tepat menurut hukum,

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat {3 UU
ITE seperti pedang bermate dua, selzin dimaksudkan melindung: kehormatan dan
nama baik seseorang, Pasal 27 ayat (3} UU ITE dapat pula memenjarakan orang
vang tidek bersalah, dapat menimbutkan diskriminasi, ketakutan desgan ancaman

pidana penjara dan/atau denda yang sangat berat, dan ketidakedilan bagi

7 Penghinaan on fine atau penghinaan dengan menggunsken informasi clektronik don aiag
dokumen elektronik
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penggung teknologl informasi, Menurut Mahkamah, meskipun setiap orang
mempunyal hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak
menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain  untuk
mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
nama batknya yang juge dilamin oleh konstitusi. Kewenangan neparg unfuk
mengatur dapat dibensrkan, bahkan menjadi tanggung jawab negars, terutama
Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang®™ untuk
manciptakan situest yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Rumusan
Pasal a quo hanya membatasi terhadap siapa saja yang “dengan sengaja” dan
“tanpa hak” untuk mendistribusilcan dan/atan mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik vang
memiliki muatan penghinasn dan/atan pencemaran nama baik;

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang
dalam tataran penerapan hukum hares dapat dibuktikan oleh penegsk hukum.
Unsur “dengan sengaia” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan
“mengetahul™ secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kaia
lain, pelaku secars sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuaten
“mendistribusikan™ dan/atau “mentransmisikan”  danfatau “membuat  dapat

disksesnya informasi elektronik danfatau dokumen elektronik” adalah memiliki

Y pide Pasal 28 ayat {4) dan ayal (3) UUD 1945
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muatan penghinasn dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak
merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan
untuk  mencegah  orang melakukan perbuatan mendistribusikan  dan/atau
mentransmisikan  dan/stau membuat dapat diaksesnya informasi elekironik
danfatau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama haik,

Sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (3) UUD 1945
tersebut di atas, Pasal 31 ayat 3} UUD 1945 mcmbébankan kewajiban kepada
Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistemn pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Undang-
Undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan melalui mekanisme
demokrasi harus mendidik masyarakat ke arah yang sejalan dengan Undang-
Undang Dasar. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut sangat sejalan
dengan ketentuan Fasal 28(G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yakni perlindungan
kehormatan dan martabat manusia, pembebasan dari perlakuan yang
merendahkan derajat dan martabat manusia, serta bersesuaian dengan ketentuan
Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap masyarakat vang
meningkatkan keimanan, ketalowaan, dan akhlak mulia,

Mahkamah kembali ruenegaskan bahwa perbuatan menghina atsy
mencemarkan nama baik orang lain, adalsh tindakan yang berfentangan dengan
periindungan  kehormatan dan  artsbat manusia, findakan semscam fu
merercdahkan derajal den martabat manusia. Manusia yang betiman, bertakwa
dan berakhlak mulia takkan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik

terhadap sesamanys, Salah satu perbedasn antara komunikasi di dunia nyata
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dengan dunia maya (gyberspace) adalah media yang digunekan, schingga setiap
komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan
manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi
danfatan transmisi danfatau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi
elekironik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ckstrim dan
masif di dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah
wewenang pembentuk undang-undang, mamun menurnt Mahkamah, koosep
pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai
penghinean ztau poncemaran nama baik sehingga komsepnya akan mengacu
kepada KUHP pamun ancaman pidanaannya lebih berat. Perbedean ancaman
pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan
penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan
ivas, dan memiliki dampak yang masif. Bahwa pembatasan-pembatasan yang
dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak-hak dasar unfuk
mencarl, memperoleh, memilikl, meayimpan, mengolsh, dan menyampaikan
informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang lzin untuk
menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan
dirinya, keluarganya, serta merendahkan barkat dan martabat kemanusiaan yang
dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagat manusia vang
dimuliakan olgh Sang Pencipta.

Terhadap dalil Pemchon bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan
dengan prinsip-prinsip negara hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa,
salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap bak-hak asasi setiap

orang, Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah undek menjaga keseimbangan
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antara kebebasan dan perlindungan individu, keluargs, kehormatan, dan martabat,
dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan
pendapat dan pikiran serfa mencari, memperoleh, memiltki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dalam sustu masyarakat demokratis.
Kesecimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya “hukum rimba”
dalam dunia maya (cybergpace) karena banyaknya pelanggaran vang tidak dapat
diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana
dikemukakan oleh CGeeta Anand, “the growing public awarensss af the internet is
wwieldy and haotie side has led fo colls for regulation and governance "
dimanz setiap pengguna internet (nefter)’: atau warga pengguna jaringan internet
{netizen) secara leluasa boleh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah dan
mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat,
sebagaimana yang diungkapkan para saksi yang diajukan Pemerintsh dalam
persidangan. Dengan demikian, sebagaimana di dalam duniaz nyats, kebebasan
bagi pengguna internet alau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan
yang bertanggung jawab, Mahkamah Konstitusi berpendapal, dalil Pemohon
vang menyatakan bahwa rumusan Pasal g gque berentangan dengan prinsip-
prinsip negara hukum, adalah tidak beralasan. Terhadap dalil Pemohon bahwa
rumusan Pasal 27 ayat (3} UU ITE berpotensi disalabgunakan, Mahkamah
Konstitusi berpendapat babwa, polensi penyalahgunaan justru lebih besar
dilakukan oleh pihak-pihak vang bermain di ransh dunia maya daripada

penyalahgunasn yang dilakukan oleh penegak hukum dengan alasan bahwa

19 Teriemahen bebas: meningkalnvs kesadaran masyarskat skan internes dalam sisi bupcknys
telah melahickan tunfutan bagd pechunya peraturen dan penataan.
*° Arsyad M Sanusi, Loc.cit,, hal, 24
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keungguolan dalam dunia teknologi dan informast yang ditandal dengan kecepatan
dalam transfor data, informasi dan kamakier yang cangat ferbuka, serta hampir
tanpa batas. DI sisi lain dapat joga menimbulkan dampak negatif vass cksivit
apabilza gorma-norma hukum, norma-norma agama, dan norma-norma moral
ditingpalkan oleh para pengguna dunia mays. Oleh karenanyz semakin tinggi
kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula
tuntatan kehati-hatian karena tidek adanya penyaring atat pembatas yang dapat
menangkal nitai-nilal negatif {self-censorship) ketika berinteraksi dengan pihak
fawan interaksi, Undang-Undang ¢ guo telah memberikan batasan sist-sisi yang
merupakan domain publik dan sisi-sisi yaug melangear hak-hak privasi orang
lain.

Terhadapa dalil Pomohon bahwa rumusan Pass! 27 avat (3) UU ITE
mempunyal eofek jangka panjang yang menakutkan, Mabhkamah Konstitusi
berpendapat bahwa perkembangan feknologt informasi seperti internet dan
sejenisnya, hanya merupakan alat bantu unfuk mempermudah kehidupan manusia
yang hidup dan saling berpesgaruh dalam dunia nyata guna mencspat
kesejahieraan umaf manusia, sehingga fokus akhir dari pengaturan dan
pembatasan hukum 1 casu undang-undang tersebut adalah untuk menjaga
keterfiban hukum dalam lafu lntas interaksi manusie pads media siber vang
secara langsung atag tidak langsung berakibat dalemn dunia nyata. Tindak pidana
yang terjadi dengan mengzunakan sarana duniz maya menyebabkan korban
menderita untuk waktu yang lama dan dampak vang luas karena tidak adanya
hatas yuang dan rentang waktu, Setiap orang dapat membuka fitur-fitur vang

dimuat di dalammnya kapanpun dan dimanapun, schinggs justrs korban darj tindak
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pidana di dunia maya-iah vang mengalami efek dalam jangka panjang, bukan
pelakunya. Berdasarkan pandangan ferhadap nilai hukom di atas, mska dalil
Pemohon tidak beralasan,

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 45 ayat (1) UU [IE
tidakmemberikan kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan #sas-a5as
pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas® kelima, yaitu
kedayagunaan dan kehasilgunaan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
kedayagunaan dan kehasiigunaan sebagaimana dimaksud pada asas kelima
tersebut hendaknya tidak dipandang secara sempit semata-inats - schagai
kedayagunaan dan kehasilgunsan untuk melindungl kemerdekaza berbicara
Freedom of spéech} warga negara, melainkan asas tersebut seharusnya dipabami
dalam maknanya yang lebih fuas, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk
mewujudkan keseiahieraan lahir dan bafin serta memberikan kepastizn hukum
flegal certainty} dalam lingkup pemanfaatan teksiologi komunikasi dan Informasi
Informativn ond  Compumication Technology/ICT) umtnic  seiuroh warga
masyarakat,

Mahkamah Konstitusi berpendapat balvwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU
ITE, tidak berentangan dengan UUIY 1945 karens meskipun ada ketentuan Pasal
28F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhal untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi wntuk mengembanghan pribadi den linghungan sostainya,
serta berhok urduk mencari, mempercleh, memiliki, menyimpan, mengolah, don
menyampaikan informasi dengen menggunakan segala fenis saluran yang
tersedia”, tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah scbebas-

bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengafur agar
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kebebasan pers terschut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1)* dan ayat (2¥%, serta Pasal 28J ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945™, Tentu saja pembatasan terhadap hak asasi manusia
yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dengan undang-undang,

Selanjuinys Mahkamah Konstitusi berpendapat kemerdekaan pers tidak
bisa dilaksanakan hanya demi kepentingan dan selera atau hanya milik insan
pers, tetapi adalab milik sc!zz;'uh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, setiap orang
termasak insas pers unduk dan harss menundukkan diri pada prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, praktik
kemerdekaan pers tidak dapat berjalan tanpa menghormati baik proses demnokrasi
maupun fanpa mengindahkan aspek keadilan dan penegakan suprémasi hukom.
Dapat pula dikatakan bahwa di dalam implementasi kemerdekaan pers harus
didasatkag pada prinsip kedanlatan rakyat, prinsip kezdilan, dan supremasi
hukum. Kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur ¢ guo, yaitu

demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,***

% pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 :© Ayer (1) "Sctiep orang berhak alas pertindungsn didd
pribedi, keluarga, kehirmatan, mariabet, dun hertp bends yanp di bawsk keluasasonys, seria
herhek atas rese aman dan perfidungan dart anceman kefskutan untuk berbust atey Hidak berbust
sesvaty yang merupakan hak asasinya”

*# pagal 28G UUL NRI Tahun 1945 Ayat (2): “Setisp orang berhak untuk bebas dari penyiksaan
dan perlakuan veng merendahkan derajat martabat mannsia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negary lain

* pasal 281 UUD NRI Tehun 1945 1 Ayat (I} “Setisp orang wajib menghormeti hak asasi
manusia orang kin daban jertdh kehidupan bermasyerskat, berbangsa, dan beracgara.” dan eyat
{2} “Dalaun menjalunkan hek dan kebobusansve, sethap crung walib tunduk Repads pambatasan
vang ditetapkan dengan undang.undang dengan meksud semata-mata uatuk menjamin pongakuen
seria penghormatan atay bk kebebasen owmng aln dun untuk memenuhi tuninian yang adil sesual
dengan pertimbangun morsd, nilai-nilsl agame, keamanan, den ketertiban umum dalam soeto
mesyerakal demokralis.”

* Dalam konteks gagesan demokrasi, kemerdekaan pers harus memberi wams dan makna
sebapai sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat dan menjadi tempat menyampaikan
kritik dan informasi, Ruang bagi perbedaan pendapat tersebut hanyas ada apabila kemerdekasn
pers lidak dibelenyyy, nerum dengan tetag tundek pada hukum dan kode efik jurnalistik,
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Dengan kata lain, kemerdekaan pers dan demokrasi merupakan dua hal
yang saling membutubkan bahkan saling menghidupi. Kemerdekaan pers tidak
boleh disslshgunakan dengan mengatasnamakan kepentingan wmum untuk
mencideral demokrasi, privasi, harga diri, dan kehormatan anggota masyarakat.
Mghkamah Konstitusi berpendapat bahwa baik DPR maupun Abl yang diajukan
Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27
ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya
mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke
dalam Undang-Undang baru karena ada umsur tambahan yaog khusus yaitu
adanya perkembangan di bidang clekironik atau siber dengan karakteristik yang
sangat khusus, Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalan Pasal 27
ayat (3} UU a guo mengenzi penghinaan dan/etau pencemaran nama batk, tidak
bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XV tentang
Penghinaan yang fermuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga
konstitusionalitas Pasal 27 ayai (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan
Pazal 311 KUHP.

Keberlakuan dan tafsiv atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat
dipisahkan dari norma hukum pokok dalarn Pasal 310 dan Pasal 311 KI/HP
sebagal genus defict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klachf) untuk dapat
dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal
27 ayat (3) UU ITE, sehingga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan
pengaduan (achs) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Terhadap permmohonan Iwan Piliang, akhimya Mahkamsh Kontitusi

berkesimpuian bahwa [} Pemohon memiliki kedudukan hukum (lega! stamding)
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uniuk bertindak  seleku Pemohon; 2) Mahksmah Konstitust berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a guo; 3) Norma Pasal 27 ayat {3)
dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor | i‘ Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan
nilai-nilai demokrasi, hak ssasi manusia, dan prinsip-prinsip nepars hukum dan
4} Dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Sementara untuk permohonan kedua yang diajukan oleh Edy Cahyone
dik, Mahkamah Konstifugi menyatskan permobonsn Pemohon tidak dapat
diterima,** Terhadap permchonan kedua ini, Hakim Konstitusi berpendirian
berlaku prinsip ve bis in idem. Hakim Konstitusi menimbang bahwa dengan
pertimbangan hukwm vang sama dengan permohonan Nomor S0/PULLVI2008,
yang telah diputus teriebih dzhoelu karena merupakan permohonan yang
diregistrasi lebik awal, oleh karena pesal, ayat, dan substansi Undanpg-Undang
yang diuji adalah same, maka secara mutatis mutendis pertimbangan hukem dan
amar putusan yang teleh teyrmuat dalem Potusan Nomor S0/PUU-VIZ008
bertanggal 3 Mei 2009, menjadi pertimbangan hukum dan amar putasan yang
Juga berlaku untuk Perkara Nomor 2/PUU-VII2009. Oleh karcnanya, sekiranya
Mahkamah skan menilsi mater pormohonannys, maka Mahkamah Konstitusi
akan memutus permohonan g guo menyatakan menolak permohonsn Pemohon

untuk selurshnya. Akan fotapi, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No 24

= jikn Mahkemah Konstinesi menolek permohonen pengnjian Undang-Undsng, maka siapapun
tidak boleb mengejukan permohonae pengujian Undang-Undenp baik sepi pembuatannya ataupun
segt materi mustannya (substanst materinya) dari Undang-Undang yang same, yang penah divji
dan dipytus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut,
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Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi®™ maka permohonan a guo harus
dinyatakan tidak dapat diterima,” Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak
ada ppaya hukwm lanjutan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersitat #inal
dan mengikat,

Dengan putusan Mahkamazh Konstitusi yang menoclak permohonan Twan
Piliang dan tidak menerima permohonan Fdy Cahyono didk, makas secara yuridis,
Pasal 27 ayat (3} Undang-Undang No 71 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dinvatakan tidak berientangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesis Tahun 1945, dan karenanya tetap berlaku.

22 paeal 60 Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkemsh Konstitusi: Terhadap maleri
mmalan aya, pasal, denfetay begien dalaem undeng-undang yang lelsh diuji, tidak doapst
dimghonkan pengufian kembali.

*¥ Mabhkargh Konstitusi, Loc.cit,
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BABIV
ANALISIS HUKUM ATAS PENGUJIIAN KONSTITUSIONALITAS
PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 1] TAHUN 2668

TENTANG INFORMAS] DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

4.1. Analisis Kewenangan Mabkamah Kopstitusi

Mahkamah Konstitusi merapakan lembaga yang didirikan atau dibentuk
untuk menyandang peran sebagai Pangawal {the Guardion) dan Pelindung (the
Protector} konstitusi sebagal hukum yang tertinggi dalam nepara yang menganut
psham  demokrasi  konstitusional  (comstifwtional  democracy).  Dalam
kedudukannya yang demikian i, maka tidek dapat dihindarkan bahwa
Mahkamah Konstifusi memainkan peranan yang penting Jdan bahkan secara
hukum, memiliki superioritas legal tertentu dulam hubungannnya dengan
lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan, ssperti legislatif dan eksekutif **

Kewenangan menpuii  feonstitutionad review) vyeng dimiliki  dan
dilaksanakannya meliputi semua produk  legislatif degislatyl acts) yang
merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap
sistern politik di bawah Undang-Undang Dasar. Kewenangan untuk melakukan

penguiian kenstitusional semacam ini hanya dipusatkan hanya pada satu-satunya

“2 Bimly Asshiddigie, Model-Model Pengufion Konstitusional & Bevbagai Negara, Jakana
Kemutitusi Pros, 2006, Hal. 44
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lembaga yang diberikan kekpasaan khuses sebagai penafsir konstitusi (#he soul
and the highest interprefer of the constitution).™ Karens kedudukan dan peranan
pengujian konstitusinalitag ity dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, maka di
heberapa negara dibentuk lembaga tersendiri di lnar cabang-cabang kekuasaan
publik yang telah ada. Menurut catatan sejarah, Negara pertama yang memiliki
tradisi ini adalah Austrian dengan membentuk Mahkamah Konstitusi
{Vervassungsgericisshofl) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung ®®
Wewenang Mahkamah Konstifusi dapat dikatakan sebagai sesuatu hal
yang baru dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia karena sebelum
dibentuknya MK tidsk ada satu lembaga atau badan apapun yang berwenang
melakukan pengufian produk hukum yaitu undsng-undang. Kehadiran MK

mempunyai peran penting, yaitu,

i. Mahkamah Konstitusi sebagai salah safu  pelaku  kekuasaan
kehakiman, berperan mendorong mekanisme check gnd balances
dalam penyelenggaraan negara;

2. Mahkamah Konstiusi berperan untuk menjags konstitusionalitas
pelaksanaan kekuasaan negarg; .

3, Mahkamah ¥Konstitusi  berperan  dalam  mewnjudkan  negara
esgjahteraan Indomesia> .

Dasar pembentokan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MERT)

adalah Pasal 24 ayat (2)™* dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjudi bagian

% timly Asshiddigie, Pokod-Pokok Hukum Tow Negara Indonesia Pasca Refirmosi, Sakaria:BIP,
2007, al. 90

2% Kmly Asshiddigie dan Mustafe Fakhe, Mohkomeh Konstitusi, Kompilasi Kefentuan
Konstitusi, Undonp-Undang dan Peraturan of 78 Negara, Jekantay Pusat Stedi Hukum Tats
Megara Fakoliss Mukom Universites Tndonesia dan Asosiasi Penpajar Hukome Tata Megars dan
Hukum sdministrasi Negara Indonesia,

B trawan Soerodio, Jurnal Korsdnuesi Yol. 2 Nomor 3 (November 20033, Pasal 50 UL MK dalam
Pubssan Judicial review di Mahkamah Konstitusi™, Jakartar MKRI), hal. 90,
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Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan Maiglis Permusyawaratan
Rakyar tahun 2001 tanggal 9 November 2001, Dengan disahkannya dua pasal
tersehut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan
megjadi I;egara periamia pada absd ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan
kehakiman tersebut™.

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan: {1) Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusapnya bersifat final untuk
menpuji undang-undang terhadap Undang-Undasg Dasar, memutus sengkeia
kewenangan lembaga pegara yang kewenangannya diberikan oleh Undang~
Undang Dasar, memutus pembobaran partal politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum. Ayat {2) berbunyi: Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelangparan oleh Presiden dan/atan Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar. Ayat (3) : Mahkamah Konsiitusi mempunyai sembilan orang angpota
hakim konstitusi yang ditetapkan olch Presiden, yang digjukan masing-masing
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tigs orang oleh Dewan Porwakiian Rakyat,
dan tiga orang oleh Presiden. Ayat (4): Ketua dan Wakil Ketus Mahkamah
Konstitesi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Ayat (5} Hakim kopstitusi
harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, neparawan

yvang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, secta tidak meranghkap sebagai

B2 ppgal 24 ayat {7 UUD 1945 menyatakan: ‘Kekossoan kshakiman dilekukan ofeh scbush
IMahkamah Agung dan badan peradifan yang bemda di bawahnya dalam Hnghkungan peradiian
wnim, fngkungan peradilan spama, linghkunges peradilan militer, HngXongen peradifan tata
usahs negare, dan oleh sebuah Mahkameh Konslitysi”,

T Reily Haren, Zsinal AM. Huseln, Bisariyvadi, Mesnjoga Deman Konstituss, Jakarta: Konpres,
2004, hal 242
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pejabat negara. Ayat (6) : Pengangkatan dan pember-hentian hakim konstitusi,
hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan
undang-undang. .
Sesual ketentuan UUD 1948 tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyal
lima kewenangan yang sangat strategis, yakni sebagai berikut™" ;
a. Menguii undang-undang terhadap UUD;
h. Memutus  sengketa  kewenangsa  lembaga smegara  yang
kewenangarmya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
¢. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasi! pemilihan uronm;
¢. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atay Wapres telah
melakuker pelanggaran hukwmn bemps pongkhianatan ferhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela danvatan pendapat bahwa Presiden dan/atan Wakil

Presiden tidak lagi memcenuhi syarat sebapai Presiden danfatau
Wakil Presiden;

Sebagai tindak fanjui pengaturan menpenal Mahkamah Konstitusi di
dalam Undang-Undang Dasar, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
membahas pebentukan Undang-Undanz mengenzi Mahkamah Konstitusi, UU
ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2603 menjadi Ul
Nomaor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pada tanggal 13 Agustus
2003 inilah yang disspakati oleh hakim konstitusi menjadi waktu dibentuknya
Mahkamah Konstitusi dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari
Flang Tahun Mahkamah Konstitusi.

Sembilan hakim- konstitusi yang perfame kali dalam sejarah Indonesta

ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003%* dengan Keputusan Presiden Nomor

4 1 3ndeng-Undang Dasar Republik Indonesia Tabun 1945
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147/M Tahur 2003. Pengucapan sumpah iabatan kesembilan hakim dilakukan di
Istana Negara pada tangeal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati
Soskarnoputri, Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari ugul
Dewan Perwakilan Rakyat, tige hakim konstitusi berasal dari usul é&a?zkamahv |
Agung, dan tiga hakim konstifusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber
rekrutmen  hakim  konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara fersebut
mencerminkan kescimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negama
tersebut di dalam {fwbuh Mahkamah Konstitusi sebagal lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antarcabang
keknasaan negara yakni eksekutif, legistatif, dan yudikatif >

Seiring dengan perubahan UUD 1543 yang menggantikan paham
Supremasi MPR dengan Supremasi Ronstilusi, maka kedudukan tertinggt dalam
negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1943, Seiring dengan itn
setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak
dikenal lagi istilah Lembaga Terfinggl Negara dan Lembaga Tinggi Megama.
Dengan demikian walaupun Mahkamah Konastitusi barv dibentuk pada era
reformasi, namun lembaga pegara ini memounyal kedudukan yang sederaiat atau
sama dengan lembaga negara vang lain yang telsh ada ssbelumnya, seperti
Presiden, DPR, dan MPR serta Miahkamah Agung. Dengan kedudukan Mahamah
Konstitusi yang sederajat atau sama dengan lembaga negara Iain dan adanya

kesederajatan atays kesamaan kedudukan antarlembaps negara, maksa pelaksanaan

25 K etun Hakim Mohkamah Konsidtutusi uniuk pertams kalinya edslah Prof. Timly Asshiddigie,
SH, MFL.

" Limly Asshiddinie, 2006, Konstitusi don Konstitusionatisme Indonssi, Jakara Sefjen dan
Kepanileman MK, hal. 155
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tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudsh dan lancer dalam
memperkuat sistem checks and balances antarcabang kekuasaan negara ™’

Pasal 24 ayat (2} Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi™ Selanjutnya Pasal 24C ayat
(1) Perubahan Ketign UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertatria dan ferakhir yang putusannya bersifat final untok
menguil undangundang terhadap UUD, memutos sengketa kewenangan lembaga
negara yang kcwsnangmya_dibarikan olel UUD, memutus pembubaran partai
politik dan memutus perselisiban tentang hasil pemilu™.

Tepat sckall langkah yang diambil Iwan Piliang dan Edy Cahyono dkk
untuk  datang ke gedung Mahkamah Konstitusi memohonkan pengujian
konstitusionalitas Fasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informast dan Tramsaksi Elekironik, sebab Mahkamah Xonstitusi mempunyai hek
atau kewensngannya uniuk melakukan penguiian undang-undang terhadap UUD
yang juga didasarken pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi ®** Oleh karena objek permohonan penguiian
undang-undang ini adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mazka berdasarksn peraturan-
peraturan diatas, maka Mahkamah Konstitust berwenang untuk memeriksa dan

mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-

=7 rbid, hal. 158

2% pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (entang Mahkamah Konstiusi :
“Mahkemah Eonstitusi berivenang mengadili pads tingkal pertama dan wmkhir yang piduseanya
bersifat final untuk: (a) menge} undang-undang tabadeps UUD 19457,
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Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sembilan Hakim Konstitusi sendirl pun berpendapat bahwa Mahkamah
. Konstitusi momiliki kewepangan untwk itu. ®° Penulis berpendapat bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi ikhwal kewenangannya menguji Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentsng Informasi dan Transaksi Blcktronik
adalah sudah sangat tepat yakni sesual dengan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945,
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Artinya untuk putosan Mahkamah Konstitust

ikhwal kewenangannya ini tidak bertentangan dengan konstitusi negara kita.

4. 2. Analisis Kedudukan Hukam Pemohon

Selanjutnya Penulis akan menguji kedudukan hukum atau fegal sianding
Pemohon permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekironik, mulai
dari Pemohon pertama, Iwan Piliang hingga Pemchon Kedua, Edy Cahyono dikk.
wan Piliang, lewat kuase hukumnya, mengklaim bahwa dirinya memilid
kedudukan hukuom {(fego! standing} sebapai Pemohon pengujian undang-undang
karena terdapat keterkaitan sebab akibat (cousal verbund) secara langsung,
sehubungan dengan disahikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan profesi Pemochon selaku jurnalis
yang dalam aktifitasnya menpgpunakan juga mediom internet sebagal media

alternatif,

B plahkanish Konstitusi, Loc.oit
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Sementara itu, Edy Cahyono, Nends Inasa Fadhilah, dan Amrie Haldm
memberikan argumen bahwa sebagal bagian dari masyarakat Indonesia, mereka
berhak mempunyai, menerima, dan menyebarluaskan informasi melalui seluruh
media dan saluran komunikasi yang tersedia kepada orang lein dan/atan
magsyarakat secara kesuluruban, Dalam melakukan hak dan/atec kewenangan
konstitesionalnya pada umumnya, mereka menggunskan media infernet sebagai
sarans  wnluk  mengirim, menerina, mengolah, mempergunakan, dan
menyebarluaskan informasi, karena sifat penggunaan intemef yang mudah,
murah, cepat, dan bersifat massal. Karenanyza mereka bertiga sudah memenuhi
kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon “Perorangsn warga negam
Indonesia” dalam rangka pengujisn undang-undang terhadap UUD 1945
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf ¢ UU MK, Karenanyva, para
Pemohon I sampai dengan [II memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili
kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 avat (3)
UUITE.

Demikisn haloya dengan Allansl Jurnalis Independen, Perhimpunan
Bantvan Hukum dan Hak Asasi Manusiz dan Lembaga Bantvan Hukum Pers,
PBHI adalah pemilik situs yang beralamat di hitp://www.pbhi.orid dan secara
teratur melakukan publikast tentang kegiatan advokasi yang dilakukan oleh PBHI
1V melalui situsnya,

Begitu pula halnya dengan Aliansi Jurnalis Independen mengklsim bahwa
dirinya juge niempunyai fegal! standing untuk menjadi Pemohon pengujian
konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elekironik. AJI memiliki visi “terwujudnya pers bebas,
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profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi®, dan menjadi

pemiiik situs yaong berlamat éi hitp://www.aliindonesis.org  vang secara feratur

melakukan publikasi tentang kepiatan advokasi- lewat situs yang beralamat di

hitp://www . Ibhpers.org  yang secara teratur melakukan advokasi terhadap isu

kriminalisasi pers dan pemberangusan serikat pekerja pers yang dilakukan oleh
LBH Pers melalul situsaya. Karenanya, PBHI, AJI dan LBH Pers mengklaim
memiliki kedudukan hukum (Jegol wiending} sebagai Pemchon pengujian
undang-undang karena terdapat keterkaitan schab akibat (causal verband) dengan
disahkann}fa UU ITE, khususnya pada Pagal 27 ayat (3), sehingga menyebabkan
hak konstitusional para Pemohon IV sampai dengan VI berpotensi dirugikan.
Menurut Pasal 51 ayat {1} Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tertang Mashkamabh Konstitusi {UU MK}, Pemochon adelah pihak yang
menganggap bok danfatan kewenangan konstitusiomainya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatvan masyarakat hukem adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatvan Republik Indonesia vang diatur dalam undang-undang;

3. Badan hukum publik atau privet;
4, Lembaga Negara™®

Kedudukan Pemohon diatur berdasarkan Pasal 3 huref a eraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman eracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi sama engan Pagal 51 huruf a.
sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-TII/2003 hingga saat ind,

telzh meniadi pendirian Mahkamah Konstitusi babhwa untuk dapat dikatakan ada

9 pasal 51 nyat (1) Undang-Undang Nomor 24 "Tahun 2003 tentang Mahkamah Kenstitusi
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kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat {1} UU Mahkamah Konstitusi yang harus dipenubi syarat-syarat

sebagal berikut:

A,

b.

Adanys hak dan/atav kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh U1ID 1245;

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap teleh
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimchonkan
pengujian;

Hak dan/atau kewenangan torsebut harus bersifat spesifik (khusuos)
dan aktual atay setidak-didaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Adanya hubungan sebab-skibat (causal verbord) amtara kerugian
dimaksud dengan berlakunya undang-undang vang dimohonkan
pengujian;

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional tersebut fidsk akan ateu tidak lagi
terjadi. ¥

Hakim Keonstitusi telah memberikan putusan bshwa Iwan Piliang, Edy

Cahyono, MNenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hokom

dan Hak Asasi Manugia, Aliansi Jurnalis Independen dan Lembaga Bantuan

Hukum Pers memiliki kedudukan hukum (legal standing). Penulis berpendapat

bahwa putusan majelis Hakim Konstitusi mengenai 7egal standing i sudah

tepat, sesual dengan Pasal 51 avat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Twan Piliang, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah dan

Amie Hakim masuk dalam kategori huruf a Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni “Perorangan warga

negara Indonesia. Sementara PBHI, AJL, dan LBH Pers masuk kategori "Badan

hukum privat” .

1 Mahkameh Konstilust, Leg.cif
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Dalam hal fegal standing ini, Penulig tidak sopendapat dengan argumen
Pemerintah ketika memberikan tanggapan bahwa Para Pemohon tidak memiliki
fegal standing untuk menjadi Pemochon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal
27 ayat {3) UU ITE. Pemerinfah mepertanyakan kepentingan pera Pemohon
apakah sudsh tepat schagal pihak yang menganggap hak danfatan kewenangan
konstimsionainya dirugikan atay keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, juga
apakah kerugian konstiusional para Pemohon yang dimaksad bersifat spesifik
{khusus) dan aktual atan setidaknya bersifat pofensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dar apaksh ada hubungan sebab akibat
{causal verband) snfare kerugian dan berlakunya ondanp-undang  yang

dimohonkan untuk diuil

4.3. Analisis Maferi Putusas Mahkamah Konstitusi

Terdapat dus putusan Mahkamah Konstitusi ferkzit pengujian
konstitusionalilas Pasal 27 ayat {3) Undang-Undang Ne 11 tahun 2008 tentang
Informasi dant Transaksi Elektronik, Putusan pertama adalah putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor S0/PUL-VI2008 yang memutuskan permohonan yang
diajukan oleh Iwan Piliang. Putusan kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi
No Nomor 2/PUU-VIIZ009 menjewab permohonan yang diajulcan oleh Edy
Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amric Hakim, PBH], AJL dan LBH Pers.
Meskipun terdapat dua putusan yang berbeds, namun sejatinya Mahkamah
Kaonstitusi memiliki alasan-alasan hukum yang sama untuk kedua permohonan

tersebut,
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Penulis akan menganaligis dalil-dalil hukum yang disampaikan
Mahkamah Konstitusi dalam beberapa poin merujuk pada Putusan Mahkamsh
Kantgt_i_tusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 27 avat (3) Undang-Undang No
11 tahun 2008 teniang Informasi dan Transaksi Elektronik, vaknai hal-hal
mengenai: 1) Karakteristik internet (eyber space), 2) delik penghinaan di cyber
space, 3) pembatasan hak asasi manusiz, dan 4) kebebebasan berekspresi dan

kebebebasan pers.

431, TUUITE dan Karakferistik Internet (Cyber Space)

Dunia siber alau cyber space adalsh sebuah komstruksi maya yang
diciptalan oleh komputer yang di dalammya berisi data-data abstrak vang
berfungsi sebagai berikut: (1) aktvalisasi diri; (2) wadah bertukar gagasan; dan
(3) saranz penguatan prinsip demokrasi. Manusia dapat masuk ke dalam sistem
data dan jaringan kompuler tersebut kemudian mendapatkan swatu perasasn
bahwa mereka benar-benar telah memasuki suaty reang yang tidak memiliki
keterikatan samg sekali dengan realitas-realitas fisik. Oleh karena ity akiivitas-
aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, vaitu: (1) mudah, (2} penyebarannys
sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimsanapun, dan
(3} dapat bersifat destruoktif dari pemwatan materi penghinaan  dan/atau
pencemaran nama balk dengan menggunakan media clektronik sangat luar biasa
karena memiliki corak viktimisasi yang tidak tferbatas. Dengan memahami

hakekat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri
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untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang
dapat dipunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan **

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi infotmasi telah
memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan
transaksi eleldronik. Akan tetapi tidak depat dipungkiri, kemajuan yang begitu
dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi vang
lain jupa dapat membawa mudarat bagi kemanusisan ® Kemajuan di bidang
informast dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi vang
makin paripurna dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi tetapl juga
dapat berpotensi menggelincirkan posist kemanusiazn pada titik terendah ketika
penggunaan informasi dan transakst eleltropnik dimanfaatkan secara tidak
bertanggung jewsab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.

Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejshatan tetapl tidak ada
hukum yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan-kejahatan tersebut
akar membunuh masyarakat dimasa kejahatan itu berada. Akan tetapi, membuat
ketentuzn hokum terhadap bidang yang berubah dengan cepat sungguh bukan
perkara yang radah, sehingge diperlukan perubahan paradigma model hukum
responsif seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber
{eyberspace).”™ Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas
yang tidak lagi funduk pada batasan-batasan feritorizl dan hukum tradisional

memerivkan hukum responsif, sebal Pasal-Pasal tertentn dalam KUHP dianggap

Mahkamsl Konstitusl, Lac.oir

3 Seorges Chatillon, Internet Intemational Law, Faris: Bruylany, 2003, hel.54

# porothy B, Denning and William E.BauphJr, Hidisg crimey In ovberspace, Dalpm
"Cybererime: fow grforcement, security and survpillonce in the information age” edited by
Douglas Thomas & Brian D Loader
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tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul
akibat aktivitas di dunia maya.

Megkipun aktivitas internst sepenchnya beroperasi secara \gi}*rual,
namun sssungguhnya masth tetap melibetkan masyarakat {manusia) yang hidup
di dunia nyata (real/physical world)™®. Oleh karenanya, sebagaimana halnya di
dunia nyats, akiivitas dan perilaku manusia di dunia maya feyberspace) pur tidak
dapat dilepaskan darl pengaturan dan pembatasan oleh hulkum, Pengaturan dan
pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena seifap orang mempunyai
kewsjiban terhadsp masyarakatoya dan dalam  pelaksanaan hak-hsk dan
kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanys dapat dibatasi oleh hukum vang
semata-mata vntuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain™®. Pelaksanaan hak-hak baik di
dunia nyata (real/phnsical world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi
informasi dalsm dumia maya geyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan
keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hulum dan
teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum
yang melindungi bak-hak masyarakat™', Darl penjclasan di atas, Mahkamah
dihadapkan pada dua kepentingan hukum yaifu sofara melindungi kebebasan
berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan iulisan, dan kebebassn
berkomunikagi dan memperoleh informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak-hak

konstitusianal {comssitutional vights) wargs negara, berhadapan dongan hak-hak

2 |nwrence Lessiy, Code and other laws of Qyberspace, New York: Basic Books, hal.24

6 1an Walden, Computer Crimes and Digitetal Investigation, Mew Yook Oxford University
Press, 2007, hal.11

27 1bid hal.25
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dasar (basic rights) akan pedindungan terhadap harkat, mar_tabat, dan nama baik
orang lain.

Revolusi dalam  bidang ieknologi informasi telah  memberikan
sumbangan besar bagt seluruh Jini kehidupan manusia. Realitasnya, tidak dapat
dipungkiri kemajuan yang begitu mencengangkan tersebut di safu sisi membawa
rahmat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain membawa laknat bagi
kemanusizan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah
menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemben
misi kekhalifahan di muks bumi tetapi juga dapat berpotens mengeelincirkan
posisi kemanusiaan pada titik ferendah ketika pemanfaatan teknologi informasi
dilakukan secara tidek bertenggung jawab, Pelaksanaan hak-hak di dunia nyata
freal/physical world), maupun delam dunia maya (eyvberspace) beresiko dapat
mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat
konvergensi atau tiik temu feorknopingspunten) maupun harmoni keterpaduan
gntara hukum dan teknolopi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan
pembatasan oleh hukum vang melindungt hak-hak masyarakat;

American Herritage Dictionary mendefinisikan eyberspace scbagai “the
electronic medium qf compuier vetworks, in which online conununication takes
place” atau media clektronik jaringan komputer dimana komunikasi ondine
tefjadi, “Disimpulkan dari pengertian ftersebut, Petrus Reinhard Golose
menpgemukakan bahwa dengan adanya internet, komunikasi antar manusia dapat
terjadi secara onfine dan tanpa eksistensi fisik yang rawan akan penyalabgunaan

dan dapat melalirkan berbagai bentuk perbuatan hukum baru ataupun kejahatan
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dengan metode baru yang sebefumnya belum pernah ada™?® Donn B. Parker
memberikan definisi mengenal penyalzhgunaan komputer : “Computer obuse is
broadly defined to be any incident associated with computer technology in which
a victim suffered or could suffered loss and a perpeirator by ttention muode or
could have gaw” *¥ , dan  diletjemahkan  coleh  Andi  Hamuzah
sebagai “penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagal sustu
kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban
menderits atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaka dengan sengaja
memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan™ ® K ¢jahatan
dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua keiomipok,
vaitu ;1) Kejahatan konvensional vang menggunakan bidang teknologi informasi
sebagai alat bantunya. Contohnya pembelian barang dengan menggunaksn nomor
Kartu kredit curian melalui medie intemet; 2) Kejshatan timbul setelah adanya
internet, dengan menggunaken sistem komputer sebagai korbannya. Contoh
keishatan ini imlah perusak situs intemmet (cracking), pengiriman virus atau
programe-program komputer yang bertujuan untuk merusak sister kerja komputer,

Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan
Inmformatika Cahyana Ahmadjayadi B menyebutkan beberapa karakteristik

internet atan cyber space. Pertama, mudah untuk dimuat dalam media yang

2 petug Reinhard Golose, 12 Apell 2007, Penegakan Hdkum Cyber Crime delen Sistem Hukum
Iudonesia dalam Handout Semingr Petmbuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesis,
FHUL Jakarta, Jim. 8

*2 Bonn B.Parker, 1976, Crinw by Computer, ¥im.12

W andi Hamzah, 1993, Hukum Pidana yong berkoitan dengon komper, Sinar Grafika Offset,
Him, 18

M Wawsncara dengan Direkiur Jenderal Aplikasi Telematikn Cahysna Ahmadjayadi, pada
ienggal 14 uni 2009
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menggunakan sarana elektronik atau siber. Kedua, penycharannya sangat cepat
dan meluas dalam dunia maya yang dapat diakses oleh siapapun pengakses dan
dimanapun i¢ berada, di dalam wilaysh Indonesia dan di negara lain di luar
wilayah Indonesia yang umomnya tidak harus membeli atau berlangganan Ketiga,
daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
dengan menggunakan medie elekironik sangat Tuar biasa karena memiliki corak
viktimisasi yang tidak terbatas. Hal ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan
dalam media plakat, tulisan dikertas, dalam surat vang dikiripkan, atan di media
koran (yang dapat dibaca oleh kalangan yang terbatas dan  harus
membeli/beriangganan); Keempat, memiliki daya rusak yang efektif terhadap
secrang #tan kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik melalui media elektronik (siher); Kelima, media
elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sehagai pilihan yang paling efektif
bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinasn dan/atan
pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya,
efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untok menghapuskan jejak atau barang
bukti, tetapi jika didowrnioad atay di copy serta dimuat dan disebarkan oleh pihak
lain menjadi tidak hisa/sulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat
penyiripanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di dalam fle
computer pribadinya.

Sementara itu, Staf Al Menteri Komunikasi dan Informatika Edmoen
Makarim menycbutian karakieristik internel, antara lain onomymity atau
pseudonimily. Maksudnys adalah setisp orang dapat menggunakan nama lain

selain nama dirl yang sebenamya. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan
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subjek hukum yang melakulkan transaksi dan/atau interakst yang dilalukan dalam
dunia maya sulit untuk diketahui. Dengan kata lam, setiap oramg dapat
menyalahgunakan kebebasan yang diperolchnya secara ] sistematis sebagai
konsekuenst pola komunikasi di internet yang tidak dapat mewajibkan sehiap
orang mencantumkan identitas dirinya secara benar, Dengan demikian, petbuatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet)
dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui
dan ditelusuri, Jika seseorang meiakukan penciusuran sendiri terhadap hal
tersebut mazka ia telah melanggar hukum karena bertentangan dengan
perlindungan privasi™-.

Karaktesistik lainnya adalah internet bersifat ubiquitous®™ dimana
penyampalan informasi dapat dilskukan sucara instan (“scketika’), borderiess
{tidak terbatas ruang dan waktu), mulriplicative (berlipat panda), dan tersimpan
permanen, schingpa internet dapat meniadi sarana penyebaran informasi vang
menimbulkan dampak yang sangat luas dan tidak terbatas,®™ Hal ini fentunya
sangat merugikan bagi setiap orang yang dihina atau yang nama baiknya
dicemarkan.Untuk mengiusuri, mengungkapkan, atae mencari siapa pelakunya
hanya merupakan kewenangan dan fapggung jawab aparat penyidik. Dalam hal
ini proses penelusuran pntuk menemukan siapa pelaku tersebut juga memeriskan
keahlian dan kemampuan tertenty, khususnya keahlian dan kemampuan dalam

hal perolehan dan penanganan bukti digital (digita! evidence).

2 Korea Information Socicty Development Institute, Conswdiation on Grand Design of
Irdonesia’s Cyber law, 2006, hal. 47

2 Ubiquitaos arlinys any flue any where, kapan saia dan dimans saja.

#* Lawrence Lessig, Op.ofy, hal®
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4.3.2. Analisis delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada UU
iTE

Mahkamah Konstitust berpendapat bahwa  meskipun setisp orang
mempunyal hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak
menghilangkan hak negara antuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi
dan memperolel informasi tidak melangpar hak-hak orang lain untuk
mendapatkan perlindungan diri pribadi, kelearga, kehormatan, martabat, dan
nama baiknya yang fuga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk
mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama

Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalem Undang-Undang™ untuk
menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perfindungan
diri pribadi, keluarga, kehonmatan, martabat, dan nama baik seseorang, Rumusan
Pasal tersgbut hanya mambatasi terhadap siapa saja yang “dengan sengaja” dan
“tanpa hak” untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesaya Informasi Elektronik dan/stay Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran sama baik.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatvan yang
dalam tstaran pemerapan hukum harus dapat dibuktikan eleh penegak hukum,
Unsur “dengan sengaja” dan “lanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” den
"mengetahui™ secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak Dengan kata
lain, pelaku secara sadar menghendalki dan mengetahui bahwa perbuatan

“mendistribusikan”  dan/stau  “mentransmisikan” danfatau  “membuat  dapat

% Vide Passl 281 avat (4) dan avat {5} UUD 1945
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diaksesnya informasi elekfrondk dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki
muatan penghinaan dan/atas pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak
merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan
untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan  dan/atan
mentransmisikan danfatau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan danfatau
pencemaran nama baik.,

Bahwa scjalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat {4) dan ayat (5) UUD
1945 tersebut di atas, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 membebankan kewgjiban
kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
pendidikan nasional, yvang meningkatkan keimanan, ketskwaan, dan akhlak
mulia. Undang- Undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan
elalul mekanisme demolaasi harus mesdidik masyarakat ke arsh yang sejalan
dengan Undang-Undang Dasar. Ketestuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tersebut sangat sejalan dengan kefentuan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945 yakni perlindungan kehormatan dan martabat manusia, pembebasan dari
perlakvan yang merendahkan derajat dan mariabat manusia, sertz bersesuaian
dengan ketentuan Pasal 31 avat {3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap
masyarakat yang meningkalkaa keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Perbuatan menghina ztau mencemarkan pama baik orang lain, adalah
tindakan yang berfentangan dengan perlindungan kehormatan dan martabat
marnusia, tindskan semacam it merendabksn derajat dan martabat manusia.
Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak muliz takkan mefakukan

penghinaan dan pencemarsn nama baik terhadap sesamanys, Salah satu
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perbedasn antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (cyberspace)
adalah media yang digunakan, schingga setiap komunikasi dan akiivitas melalui
interner akan memiliki dampak bapi kehidupan manusis dalam dunia nyata,
misalnya melaloi wansfer data, melaloi distribusi dan/atan transmist dan/atan
dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan
dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di duniz nyata. Oleh karena ity,
meskipun berat ringannya sanksi adalab wewenang pembentuk undang-undang,
kounsep pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik vang dikualifikasi sebapai
penghinaan atau pencemarans nama baik sehingga konsepniya akan mengacu
kepada KUHP namun ascaman pidanaannyz lebih berat. Perbedaan ancaman
pidana antara KUHP dengan UU ITE adalab wajar karena distribusi dan
peryeharan informasi melalui media elekironik relatif lebib cepat, berjangkavan
luas, dan memilild dampek yang masif Bahwa pembatasan-pembatasan yang
dilakukan oleh Negara tidak dalam rangka mengurangi bak-hak dasar untuk
mencari, memperolel, memiliki, menyimpan, mengolah, den menyampaikan
informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang lain untuk
menikmati kebebasan dirinys dari ancaman serangan terhadap kehormaten
dirinya, kelnarganya, serta merendabkan harkat dan martabat kemanusiaan yang
dapat menyehabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang
dimuliakan oleh Sang Pencipta.

Penulis berpendapat bahwa penyosun UU 1TE telah mempertimbangkan
perkembangan dan kemajuan Teknologl Informasi yang demikian pesat yang
telah menyebabkan perubahan kegistan kehidupan manuvsia dalam berbagai

bidang yang secara langsung iclah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
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perbuatan hukum baru sehingga periv pula dilakukan pengaturan tersendiri {sui
generisy dan tetap menjunjung finggl prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada
termasuk yang dimuat dalam KUHP. Karenanya, Penulis sepakat dengan
Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan
keberadaannya karena disamping keberadaan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena
pengaturan i dalam U ITE vang menggunskan media Informasi
Blektronik/Internet memiliki karateristik yang sangat Khusus dan &orderless serta
dapat menysharkan Informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat, dengan
demikian pertu diatur tersendiri {suf generis).

Delik penghingan dan/atau pencemaran nama balk sebagai delik umum
bukaniah sesuztu vang baru karena pengaturanhya selain terdapat dalam KUHP,
juga mempskan general principle of law vang digkul secama pniversai
keberadaannya., Dengan demikian, keberadaan pasal ini dalem UU ITE
merupakan ketentuan s:d generis schubungan dengan berkernbangnya instrumen
baru berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki sifat eskalatif
berdaya jangkau global yvang skan tersimpan dan dapat diakses secara luas di
jaringan virtual berbasis feknologi informasi, Seperti jugas dikatakan olsh
Pemohon bahws media internet seperti pedang bermata dua, disamping
memberikan kemasishatan juga dapat dijadikan sebagai saranz perbuatzn
melawan hukum sehingga keberadaan UU ITE menjadi mutlak diperlukan uatuk
menjadi dasar pemanfastan Teknologl Informast sekaligus sebagai payung
hulapn  untwk  mengatasi  berbagail  tindakan  melawan  hukum  serta

pelanpgaranpelanggaran tindak pidana tekoologi informasi (cyber crime).
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Penulis zependapat dengan Dr Mudzakkir *:yazxg mengatakan bahwa
perbuatan pokok yang dilarang dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah
"penghinaan”™. Tidak ditemukan definisi penghinaan dalam penielasan pengertian
dimuat dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP vang memuat arti
beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP, Namun demikian, melalni tafsir
sistematik, dapat ditarik pengertian umumn tentang penghinaan dari perumusan
unsur-unsur  tindek pidana penghinazn dalam KUHP, yailu “menyerang
kehormatan atau nama balk seseorang”. Sifat khusus dari penghinaan atau
bentuk-bentuk  berupa: pencemaran ©%, pencemaran fertulis *' | fitnah %,

25126‘1

penghinaan ringan®, pengaduan fimah™, persangkaan palsu®®’, dan penghinaan

terhadap orang yang sudah mati®®. Jadi, nilai hukum yzng hendak dilindungi ata

ditegakkan dalam pasai-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku I Bab XVI

KUHP adalah "kehornsatan atay nama baik orang di mata vmun/publik”,

4.3.3. Analisis Pembatasas Hak Asasi Masusia Lewat Peagaturan Pasal 27
ayaf (3) UUITE

Globalisasi di bidang politik ¢idak ferlepas dari pergeraican hak asasi
manusia (HAM), ransparangi, dan demckratisasi. Berkaitan dengan globalisasi
dalam pergerakan HAM, Indmzesia harus mepggsbungkan instrumen-instrumen

HAM ioternasional yang diskul oleh negaranepara dunia dan telsh puls

25 pasal 310 avat (1) KUHP

7 pasal 310 ayat (2) KUHP

* pacal 311 KUHP

252 Pugal 315 KUHP

0 pacat 317 KUHP

28] pacal 318 KUHP

% pasal 320 dan Pasal 321 KUHP
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diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesual deagan kebudayaan
bangsa Indonesia vang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hal ini mutlak
perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa
Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang
berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara frapmentasi moralitas
sipil, moralitas Komunal, maupon moralitas institusional yang saling menunjang
secara praporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sctzagai\ makhluk
sosial, dan sebagai warga negara vang padanya melekat harkat dan martabat
kemanusiaannya sehagal karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanustaan tidak boleh
tercederai oleh tindakan-tindekan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui
tindakan penghinaan dardatau pencemaran nama baik. Penulis sangat sepakat
dengan Mahkamak Konstitusi ketika mengatakan “mendengung-dengungkan
pilai-nilal demckrasi tanpa diiring! dengan penghargaan terbadap nilai-nilai
kemanusiaan sama halnya denpgan menggelincirkan demokeasi ilu sendivi pada
titik terendah dan itvlah saat kematian demokrasi yang diagungkan ltu,
karenanya, konstifusi memberikan jaminen bshwa setiap orang berhak afas
perlindungan dirl pribadi, keluargs, kehormatan, martabat, dan harta bends yang
di bawah kekunsparmya, seria berhak aiss rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

8833’1”253

2 pide Pasal 286G nyat {13 UUD 1943
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Masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang
memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan ates diri pribadi, dapat
disimak dari Pasal 12 Universal Declaration of Fuman Rights (UDHR), Pasal 17
dan Pasal 19 International Covercot on Civil and Political Rights (IJOCPR).
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi
manusia schagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhlek Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugersh-Nya
yang wajib dihormatl, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusta, Dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping
diatur mengenai hak asasi manusia juga diatur mengenai kewajiban dasar
manusia, vang dimaknal sebagal seperangkst kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manuesia.
Dalam undang-undang tersebut diaty mengenai hak berkomunikasi dan
memperoleh  informasi, hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengofah dan menyampaikan informast dengan menggunakan segala jonis sarana
yang tersedia®

Penulis  berpendapat babwa  kebebasan berekspresi, berbicara,
mengeluarkan pikiran dan pendapat adaslah salah satu pilar demokrasi. Akan
tetapi, tatkala kebebasan tersebut tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral

dari para Blogger maka yang terfadi justru kontra demokrasi sepeiti kebohongan

% Vide Paxal 14 ayat {1) dan ayat (%) UU Nomear 39 Tahun 1959
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publik, pelanggaran asas praduga tidak bersalah dan sebagainya. Kebehasan
berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagal perwujudan
kedaulatan vakyat di lndenesia_gd_alah berdasarkan rinsip demokrasi, keadilan dan
supermasi hukum. Hal ini berarti bahwa kebebasan tersebut tidak dapat
dilaksanakan hanya dem] kepentingan dan selera atau hanya milik para blogger,
tetapi adalah milik selurub rakyat Indonesia, Oleh karenanya, para blegger di
dalam berinteraksi di blog mereka tetap tunduk dan harus menundukkan diri pada
prinsip-prinsip demokrast, keadilan dan supremasi hukum. Dengan kata lain,
kebebasan tersebut tidak dapat berjalan tanpa menghommati proses demokrasi
maupun tanpa mengindabkan aspek keadilan dan penegakan supremasi hukom,
Dapat pula dikatskan bahwa di dalam implementasi kebebasan tersebut harus
ditiupkan dan dihidupkan pule di dalamnya rof prinsip kedaulatan rakyat, prinsip
keadilan dan supremasi hukumn. Kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dard
tiga unsur ferscbut, yaitu: demokrasi, keadilan den supremasi hukum. Hal inj
sejalan pula dengan keterangan tertulis yang disampaikan shli Pemohon, Prof.
Willem Frederik Korthals Altes, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di
negeri Belanda pun dikenal adanya pembatasan oleh otoritas pubiik 5 terhadap
kebebasan menyatakan pendapat, pembatasan mana dianggap periu dalam
masyarakat demokratis untuk kepentingan hak-hak dan nama baik orang lain.
Bahkan, diterangkan pula bahwa terhadap seseorang yang melakukan perbuatan
pencemaran nama baik dengan bantuan internet adalah dapat ditustur atau

dihukum. Lebih lanjut, Prof. Willem Frederik Korthals Altes memberikan

% 1 embuga eksekutif maupun legistatif
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ilustrasi salah satu putusan Hege Read bulan Maret 2009 yang membebaskan
seseorang darl tanggung jawab pidana atas pencemaran nama batk terhadap
sekelompok orang atas dasar orientasi keagamaarnya. Pertimbangan hukum
Hoge Raad dalam perkara tersebut adalah karena pencemaran nama baik tersebut
harya mengkeitik institusi, bukan orang per orangfindividu®®®,

Dalam konteks gapasan demokrasi, kebebasan berekspresi, berbicara,
mengeluarkan pikiran dan pendapat harus memberi warna dan makna sebagal
saranra yang membuka ruang perbedaan pendapat, tempat menyampaikan kritik
dan informasi. Ruang bagi perbedaan pendapat tersebut hanya ada apabila
kebebasan berekspresi, berbicara, mengelvarkan pikiran dan pendapat tidak
dibelenggu, namun dengan felap tunduk pade prinsip-prinsip moral yang hidup
dalam iasyarakel Indonesiz. Dengan kata lain, kebebasan tersehut dan
demokrasi merupakan dwi tungga! yang saling membutuhkan, bahkan saling
menghidupi kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan
pendapat tikdak boleh menjadi pisau untuk membunuh privasi, harga diri dan
kehormatan anggota-anggota masyarakal; demikian pula, demokrast tidak boleh
mendadi pisau untuk membunuh kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan
pikiran dan pendapat,

Kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat
bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena kebebasan yang sebebas-
babasnya dapat mengpiring pelaksananya menjadi sebuah supra kekuasaan yang

tidak tersentuh oleh siapz pun, Dalam hal inl, UU ITE tidak dimaksudkan sebagai

* Hope Roawd mengakui bahwa pencemaran nama balk yang menyerang nama baik dan
kehormatan orang per orang adalah dapat dituntul atau dijatuhi pidana,
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perangkat represif untuk membelenggu kebebasan berekspresi, berbicaga,
mengelvarkan pikiran dan pendapat, melainkan untuk menjage agar kebebasan
terscbut tidak masuk ke dalam lingkaran supra kekuasaan,

i dalam pasal yang diuji, vaite Pasal 27 ayat (3) Ul ITE disebutkan
“siapa saja, yang tanpa hak, dengon sengaja. Ketiga unsur tersebut  diyakini
tidak akan mengganpggn yang tidak tersentuh oleh siaps pun, Dalam UU ITE
kebebasan para pengguna/pengelola wed blog atau blog, komunitas facebook,
milis dan sebagainys, sepanjang konteksnya masth dalam: ranah publik, tidak
menggangey privasi seseorang, maka komunitas-komunitas dunia siber tersebut

akan tetap memiliki kemerdekaan untuk melakukan kontrol sosial,

4.3.4. UU ITE dan Kebebasan Fers

Havus disadari bahwa satu esensi demokrasi adalsh kgbebasan
berkomunikasi dan moemperoleh informasi melalul segala jeniy ssluran yang
tersedia. Kebebasan brkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup
derokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa “demokrasi adsiah komunikasi™
Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinen bahwa melalui pertukaran
informasi, pendapat, dan gagasan vang terbuka, kebenaran akhirﬁya akan terbukti
dan kepalsuan akhirnyz akan terkalahken. Berangkat dari pemikiran tersebut,
maka kebebasan berkommunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat,
mengsluarkan ide dan gagasan, betkorespondensi dengan pers adalah media
komunikasi massa. Perbincangan mengensi pers dalam sistem politik demokrasi

menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi salah sata ukuran
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demokratis tidaknya sustu sistem politik, Kebebasan pers dalam sistem
demokrasi politik dibubungkan dengen kebebasan penting lainnya, seperti
kebebasan untuk bereksprest dan bertukar informasi. Dalam sistem politik
demokrasi; kebehasan pers diperlukan sebagai sarana informasi bagi masyarakat,
dan demokrasi hanys akan berjalan efeltif jike warga negaranys memperoleh
akses informasi dengan haik. Kebebasan pers yang meliputi media catak, media
elekironik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengelvarkan
pikiran dengan lisan dan tlisan, Oleh karena itu kebebasan pers harus
diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang
atau kelompok tertents,

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teptang
Pers, dinyatakan bahwa Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan
opini dengan menghormati norma-porma agama dan rasa kesusilaan masyarakat
serta asas praduga tak bersatah. Selanjuinya Pasal 6 butir C UU Pers, Pers
nasional mengembangkan pendapai wmum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan bengr. Hal ini scjalan dengan Pasal 3 dari Sorat Keputusan Dewan
Pers Nomor 03/SKDPAI2006 tentang kode efik jumalistik yang menyatakan
bahwa wartawar Indonesia sefalu menguji informasi, memberitakan secara
berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghskimi serta
menerapkan asas praduga lak bersalsh.

Berdasarkan Undang-Undang Pers, seseorang wartawan felah dilindungi
oleh hukum karens telah melakukannya dengan baik yakni menjalankan hak
pemberitaan dalam rangka tugas jumalistiknya untuk memenuhi bak mengetahui

masyarakat sesuai dengan kaidah jumalistiknya. Penulis sepakat dengan pendapat
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Mahkamah Konstitusi behwa  keberadaan Passl 27 ayat (3) UU ITE tfidakish
topat dikatakan mengancam kebebasan Pers. Selain itu dalam Pasal 28C ayat (1)
UUD 1945 jelos dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
Kemudian dalam ayat {2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hek dan
kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mate  untuk  menjamin
pengakuan serta penghormaian atas hak kebebasan orang lain dan untuk
memenubi tuntutan yang adil sesual depgan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umom dalam suatu masyarakat demokratis,
Keberadaan LU Pers dan kode etik jumalistik juga sejalan dengan apa yang telah

diatur datam Pasal 28 ayat (1Y dan ayat (2} UUD 1945.

4.4, Analisis Kesesuaian Pasal (3} UU ITE dengan UUD NRI 1945

Pemohon Iwan Piliang dalam salah sato petitumnya meminta Hakim
Konstitesi untuk menvatakan babhwa materi muatan Pasal 27 ayat {3) UU ITE
bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 280 ayat {1), Pasal 28F, Pasal
218G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Begite balnya dengan Pemohon Edy
Cahyono dkk, dalam salah satu petituranya meminta Mabkamah Konstitusi untuk
menyatakan materi rouatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD
1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28,
Pagal 28C ayat (1) dan ayat (Z), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2} dan ayat

{33, Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUID 1945.
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Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE udak
bertentangan dengan UUD 19435 karena meskipon ada ketentuan Pass] 28F UUD
1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meraperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta bethak
untuk  mencari, memperoich, memiliki, meoyimpan, mengolsh, dan
menyampaikan informasi dengan menggunaksn segala jemis saluran yang
tersedia”, telapl dalam pelaksanasnnya, kemerdekaan pers tidakish sebebas-
bebasnya, Dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengatur agar
kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan avat (2), seria Pasal 287 ayat (1) dan

ayat (23 UUD 1943 yang berbunyl:

Fasal 280G

Avat (1): "“Setiap orang berhak atas periindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabal, dan barta benda yang di bawah keluosaannya,
serta berhok otas rasa aman don perlidungan dai ancoman ketakutan
unink berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupukun hak asasinya”™

Ayat {2 "Setiap orang berhok untuk bebas dari penyiksaan dan
perlakuan yamg merendahken derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politit davi negara lain”

Pasal 283

Avat (1} “Seiiap orang wajib menghormati hak asasi marusia orang lain
datam teriib kehidupon bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

ayat (2% “Daolkaom menjalanion hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
turiluk kepada pembatazan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengar moksud  semata-mate  wniuk  menjaniin  pengokuem  seria
penghormaten atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntuton yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, don ketertiban umuni dalam suatu masyarakat demokratis.”
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Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah,
in casu hak atas kehormatan dan marfabat, maka negara dibenarkan melakokan
pembatasan torhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai
dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi
tersebut, zebagaimana secara togas dinyatakan dalam Pasal 28] ayat () UUD
1943 yang berbunyi, “Dalam meniglankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serte penghormatan atas hak
dan kehebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesual dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanpan, dan ketertiban umum dalam
suatu magyarakat demokratis”, Bahkan, tanpa ads ketentuan Pasal 28] ayat (2}
UUD 1945 itu pun sesungpuhnya pada dird setiap pemilik hak afas kebebasan ity
scharusnys felah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan sclslu melekat
kewajiban, setidak-tidaknya kewaiiban uniuk tidak menyalahgonakan hak ito.
Glch sebab itulah, Pasal 287 ayat (1) UUD 1845 menegaskan, “Setiap orang
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidugan
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara”. Lebih-lebih untuk hak-hak yang
bersubstansikan kebebasan, kesadaran akan adanva pembatasan yang melekat
dalam hak ilu merupakan sugte keharusan,

Sungguh tidak terbayangkan skan ada ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat, atan bahkan akan ada kehidupan beorsama yang dinamakan
masyarakat, jika masing-masing otang menggunzkan kebebasan dengan sesuks
hatinva. Dalam konteks Hulsh pembaiasan kebebasan oleh hukum menjadi

keniscavaan, Nama nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adaleh salsh
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satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan
bagian dari hak konstitusional warga nepara yang dijamin oleh UUD 1948
maupun hukum internasional, dan karenanya apahila hukum pidana memberikan
ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang namsa baik,
martabat, atau kehormatan seseorang, hal it tidaklah bertentangan dengan UUD
1945,

Penulis berpendapat bahwa sesuai dengan kaidab-kaidah ilmu hukum
maka penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 28F UUD 1943, tidak
boich terlepas dari kefentuan Pasal 28 dan keteptuan Pasal 281 UUD 1943, afgqu
disebut scbhagal cara penalsiran sistomalis fistematische inlerpretatic}. Pasal 1
ayat (2} dan ayat (3) UUD 1945 tercermin dianutuya prinsip negara hukum dan
kedaulatan rakyat, kareea [v dalam delam penyelenggaraan negara dan
pemerintaban  haruslah  berdasarkan  pada  ketentuan peraturan  porundang-
undangan demi untuk menghormati dan menegakkan HAM sebagaimana diatur
dalam Pasal 2BA sampai dengan Pasal 28] 1JUD 1945, Oleh karena itu pringip-
prinsip hukum tersebut harus juga tercermin dalam peraturan perundang-
undangan nasional, seperti UU Hak Asasi Manusia, U Pers, dan UU Advokal,

Penulis berpendapat bahws perumus dan penyusun Undang-Undang No
11 twmhun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat menphergal
dan menghormati hek asasi setiap orang untuk bebas berserikat dan berkumpul,
adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dag twlisan, dan
kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28 UUD
1945, Tetapt dalam melaksanakan dan mewujudkan hak-hak konstitusional

seperti dijamin dalam konstitusi tersebut, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara
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yang berfentangan dengan norms agama, norma kesusifean, ketertiban umum
maupun norma hukum yang berfaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28
avat (2) UUD 1945,

Penulis berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Pemohon Iwan Piliang
yang terjerat kasus pencemaran nama baik akibat menulis di internet, dan apa
yany dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara fersebut adalah
sethata-mata dalam rangka pencrapan porme {implementasi} suatu undang-
undang guna perwujudan penegakan hukum (Tow inforcement), artinys perkara
tersebut tidak terkait dengan magsalah konstitusionalitas keberlakuan suatu
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Penulis juga berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C avat (1)
UL 1945, yang lebih lanjut dipertepas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mabkimah Konstitusi
antara lain mempunyai kewesangan mengnji uadang-undang terhadap UUD
{constitutional review) den tidak memiliki kewenangan constitutional complaint.
Kita memang sejatinya  harus membedakan antara pengujian Konstitusionalitas
norma Undang-Undang (comstitutional review) dan persealsn yang timbul
sebagai akibat dari penerapan suatu porma-norma Undang-Undang. Dalam hal
pengujian konstitusionalitas nerma Undang-Undang atau consiitutional review,
yang dipersoatkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau
tidak dengan konstitusi, sedangkan delam hal gugatan atau pengaduan
konsfitusional stau constitusional complaint, yang dipersoalkan adalah apakah
suatu perbuatan pejabat bukum telah melanggar suaty hak dasar (basic rights)

seseorang, yang antara lain dapat terjadi karema pejabat hukum  yang

Universitas Indonesia

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH Ul, 2009



163

bersangkutan keliru dalam menafsitkan norma undangundang dalam
penerapannya. Perbedaan ini sangatlah jelas bahwa kaitannya dengan
permohonan Saudara Iwan Piliang adalah persozlan penerapan suatu undang-
undang oleh aparatur penegak hukum yang saat ini dialaminya. Karena itu,jika
yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam penerapan hulcum, maka seharusnya
Saudara Iwan Piliang melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun
peninjauan kembali (harzening) apabila dirinya beranggapan seluruh proses
penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan tidak mencerminkan proses peradilan yang
baik (due process of law), atau putusan pengadilan tersebut dianggap telah

mencederai rasa keadilannya.
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PENUTUP

5.1 Simpulan

Penguiian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3} Undang-Undang No 1l
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang dimohonkan olch
Iwan Piliang, Edy Cahvono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Pethimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Allansi Jurnalis Independen, dan
Lembaga Bantuan Hekum Pers teleh diputuskan oleh sembilan Hakim
Mahkamah Konstitugi pada tanggal 5 Mai 2009, bahwa Pasal 27 ayat (3)
Undang-Urndang No 11 tabun 2008 tersebut adalah konstitusional, fidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan, Penulis akhirnya sampai
pada beberapa simpulan terkait *Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang No 11 Tehun 2008 tentang Informasi den Transaksi Elektronik.
1. Pengaturan pidana pencemaran namae baik secara elektronik dalam Pasal

27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transakst Elektronik vang sclengkepnya berbunyi “Setiap Orang dengan

sengaia dan tanpa hek mendistribusikan danfatau  mentransmisikan

danjatau membuat dapat diaksesnya Informasi Elekironik dan/atau

Dokumen Blektronik vang memiliki muatan penghinaan dan/atau
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pencemaran nama baik adalah bentuk pengaturan tersendini fsui generss)
dari norma penghinaan dasfatau pencemarap nama baik vang terdapat
dalam Kitab Undang-Undeng Hukem Pidana (KUHP). Konsep
pemidanaan Pasal 27 ayat (3} Undang-Undang No 11 Tahon 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik yang dikuslifikasi
sebagai penghinaan atau pencemaran nama balk sehinggs konsep akan
mengacu kepada KUHP namun ancaman pidansannya lebih berat yakaoi
meryiuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 11 tshun 2008
tentang Joformasi dan Transaksi Elektronik yang selengkapmya berbunyi
“Setiap Orang yang memenuhi unser sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat {1}, ayat (2), ayat {3}, atau ayat {4} dipidana dengan pidana
peniara paling lame 6 {(enam) tabun dan/atay denda paling banyak
Rpi .{}{}z},éae.{}f}o,oo {satu milfar rupiah}. Perbedaas ancaman pidana
antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dengan Undang-
Undang Mo 11 Tahun 2008 temtang Infoimasi dan Transaksl Elektronik
adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi meialui media
elektronik relatif lebih cepat, berjangkavan luas, dan memiliki dempak
yang massif.

Pasal 27 ayat (33 UU ITE tidak bertentanpgan dengan UUD 1945 karena
meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD 1943 yang berbunyi, "Setiap
crang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiiiki, menyimpan, mengolah, dan

menyernpaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
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tersedia”, tetapi dalam pelaksanzannya, kemerdekaan pers fidaklah
sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarkan membatast atau
mengatar agar kebebasan pers tersebut tidak melanppar hak-hak asasi
orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat
(23, serta Pasal 28) ayat (1) dan ayat {2} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1948,

Putusan Mahkamsh Konstitusi yang menolak permohonan Iwan Piliang
dan tidak menerima permohonan Edy Cahyono, Nenda Isasa Fadhilah,
Amrie Hakirm, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers adalah
tepat karenx pada dasarnya Pasal 27 ayat (3} Undang-Undang No |1
Tahun 2008 tentang Informesi dan Transaksi Elekwonik fidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain
yakni hak atas kehormatan dan martabat ftulsh, maka negura dibenarkan
melakukan pembatagan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran
dan sikap'sesuai dengsn hati nurani, hak unink mengeluarkan pendapat
dan bebas berkomunikasi tersebut, sebagaimana secara tegas dinyatakan
dulam Pasal 287 avat {2) UUD 1945 yang becbunyi, “Dalam menjalankan
hak dan kebehasannva, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditelapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lwin dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesual dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
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dalam suatu masysrakat demokratis”, Bahkan, tanpa ada kefentuan Pasal
28] ayat {2) UUD 1945 itu pun sesungguhnya pada diri setiap pemilik hak
atas kebebasan ity seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap
hak akan selalu melekat kewajiban, setidak-tideknya kewajiban untuk
tidak menyalahgunakan hak itu. Olch sebab itulah, Pasal 287 ayat (1)
UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang wajib menghomaatl hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangea, dan
i)emsgaz"a"’. Lebih-lebily untuk hak-hak yang bersubstansikan kebebasan,
kesadaran akan adanyz pembafasan yang melekat dalam hak itw
merupakan suate keharusan. Sungpub tidak terbayangkan akan ads
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakaet, atau bahkan aken ada
kebidupan bersama vang dinmamakan masyvarakat, jika masing-masing
orang mengeunakan kebebasan dengan sesuka hatinya, Dalam konteks
itulah pembatasan kebebasan oleh hukum menjadi keniscayaan. Nama
nama baik, martabal, atau kechormatan scseorang adalah sslzh satu
kepentingén hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena
merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh
UUD 1945 maupun hukum internasional, dan karepanya apabila hukam
pidana memberikan ancaman sanksi pidana ferientu terhadap perbuatan
yang menyerang nama baik, martabat, atau ke:!mnnatan seseorang, hal it

tidaklah bertentangan dengan LUUD 1943,
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5.2, Saran

L

Untuk  penyusun Undang-Undang {Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat), disarankan untuk juga memperﬁg}i%can rumusan penjelasan
terhadap suaty undang-undang. Untuk rumusan pasal-pasal yanp
membutuhkan penjelssan, sehaiknya dijelaskan, tidak dibiarkan dengan
penielasan “cukup jelas”, Belajar dari proses pengujian konstitusionalitas
Pasal 27 aiyat (3) Unidang-Undang No 11 Tahon 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, yang terjadi adalah bahwa tidak terdapatnya
penjelasan yang cukup mengenal penerapan pidana “penghinaan danfatsu
pencemaran nama baik secara clektronik™ pada bagian Penjelasan
Undang-Undang No 11 fahup 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Kepada Pemerintah, khususnys Depariemen Komunikast dan Informatika
vang mengawal penegakan dan pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disarankan untuk terus
melakukan sosialisasi calupan materi Undang-Undang No 11 fahun 2008
tentang Informast dan Transaksi Elektronik ini kepada segenap lapisan
masyarakat, karens undang-undang ini termasuk rezim hukum baru dalam

khazanah hukum Indonesia.
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